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RINGKASAN

Tesis ini merupakan hasil penelitian atas kerjasama operasional dalam proyek
pembangunan konstruksi berupa jalan bebas hambatan/free way. Latar belakang
penelitian adalah tentang hal yang terkait dengan perjanjian kerjasama operasi yang
mengikutkan beberapa pihak dalam pelaksanaan suatu proyek konstruksi untuk
meningkatkan infrastruktur.

Dalam pembangunan nasional, jasa konstruks mempunyai peranan penting
dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir, baik yang berupa
sarana maupun prasarana yang berfungs mendukung pertumbuhan dan
perkembangan berbaga bidang, terutama bidang ekonomi, sosial dan budaya untuk
mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritua
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pada dasarnya perjanjian kerjasama operasi (KSO) tidak berbeda dengan
perjanjian pada umumnya pada lapangan hukum perdata yang berangkat dari
pemaknaan terhadap pasal-pasal perjanjian pada Burgerlijke Wetboek (BW). Dalam
hal ini proses pembuatan dan pelaksanaan perjanjian juga memaknai asas-asas
perjanjian yang berlaku pada umumnya seperti asas konsesualisme, asas kekuatan
mengikat, asas kebebasan berkontrak, asas kepercayaan, asas persamaan hak, asas
keseimbangan, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, asas kepastian hukum dan
asas proporsiondlitas. Selain itu juga terkait dengan syarat-syarat perjanjian
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 BW.

Hasil penelitian menunjukkan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) pada
hakekatnya dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang berlaku bagi para
pihak dalam perjanjian KSO tersebut. Perjanjian KSO antara PT. Waskita Karya
(Persero), PT. Rimba Ayu Kencana dan PT. Marinda Utama Karya Subur dibuat
dalam suatu perjanjian bawah tangan bel aka sehingga masih memiliki kelemahan dari
sisi pembuktian karena bukan suatu akte notariil. Berdasarkan perjanjian KSO ini
apabila terjadi sengketa diantara anggota KSO diselesailkan dengan musyawarah
mufakat. Apabila musyawarah tidak tercapai perselisihan diselesaikan melalui Badan
Arbitrase Nasiona Indonesia (BANI) serta keputusannya dari tingkat pertama sampai
tingkat terakhir wajib dipatuhi anggota Kerjasama Operas (KSO). Daam ha ini,
disarankan perjanjian Kerjasama Operas (KSO) dituangkan ke dalam akta otentik
notariil.
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ABSTRACT

Snce the reform era, a construction services business line that looks great demand
from the growing number of companies construction services sector. An increasing
number of companies apparently have not followed an increase in the qualifications
and performance, which is reflected in the fact that the quality of products, timely
implementation and effective use of human resources, capital and technology in the
implementation of construction services has not been as expected. With the level of
qualification and performance in general market share of high-tech construction
work can't be fully controlled by the national construction services business. To
overcome the inability of construction services business in this country, then taken a
step of cooperation between two or more construction services business in a
construction project known as Kerjasama Operasi (KSO) is contained in an
agreement between the agency 's construction business .

The research in this paper aims to determine matters related to the implementation
and under standing of the KSO in the field of national construction services business.
Additionally, writer want to know how the legal relationship between the members
co-operation (KSO) and how accountability between the KSO members in case of
default.

Keywords : Contract, Joint Operation (JO), Project Construction
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional
bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan iman
dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sesuai tujuan yang tercantum dalam
alinea keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa hakikat pembangunan
nasional adalah: mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesgahteraan
umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan
ketertiban dunia dan perdamaian abadi.* Dlam hal ini, pelaksanaan pembangunan
nasional membutuhkan biaya yang umumnya diperoleh dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Nasiona/Daerah yang pelaksanaannya bekerjasama dengan pihak
swasta nasional.

Daam pembangunan nasional, jasa konstruksi mempunyai peranan
penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir, baik
yang berupa sarana maupun prasarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan
dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial dan budaya
untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan
spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, jasa

! www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8616, hal. 1, diakses tanggal 7 September

2013
1
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konstruksi berperan pula mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai
industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Selain  berperan mendukung berbagal bidang pembangunan, jasa
konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai
industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan
konstruksi. Jasa konstruksi nasional diharapkan semakin mampu mengembangkan
perannya dalam pembangunan nasional melalui peningkatan keandalan yang
didukung oleh struktur usaha yang kokoh dan mampu mewujudkan hasil
pekerjaan konstruksi yang berkualitas. Keandalan tersebut tercermin dalam daya
saing dan kemampuan menyelenggarakan pekerjaan konstruksi secara lebih
efisen dan efektif, sedangkan struktur usaha yang kokoh tercermin dengan
terwujudnya kemitraan yang sinergis antara penyedia jasa, baik yang berskala
besar, menengah dan kecil, maupun yang berkualifikas umum spesidis, dan
terampil, serta perlu diwujudkan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi untuk
menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna Jasa dengan penyedia jasa
dalam hak dan kewajiban.

Partisipasi swasta dalam pengadaan proyek proyek infrastruktur tentunya
merupakan fenomena yang cukup baru dalam pelaksanaan proyek-proyek di
Indonesia, oleh karena itu penguasaan tanah oleh investor menjadi sangat penting
karena tanah adalah obyek utama dari pengembangan proyek-proyek itu sehingga
akan timbul suatu kecenderungan bahwa investor akan berupaya  untuk
menguasai tanah seluas-luasnya dengan modal yang minim, hal inilah yang

kemudian memunculkan konsep baru seperti BOT (Build operate Transfer), BOO
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(Build Operate Own), BROT (Build Rent Operate Transfer), KSO (Kerjasama
operasi/Joint Operation), usaha patungan , ruislag dan sebagainya, merupakan
fenomena yang baru.

Dewasa ini sgak bergulirnya era reformasi, jasa konstruksi merupakan
bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan
sebagaimana terlihat dari makin besarnya jumlah perusahaan yang bergerak di
bidang usaha jasa konstruksi. Peningkatan jumlah perusahaan ini ternyata belum
diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya, yang tercermin pada
kenyataan bahwa mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiens
pemanfaatan sumber daya manusia, modal dan teknologi dalam penyelenggaraan
jasa konstruksi belum sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh
karena persyaratan usaha serta persyaratan keahlian dan keterampilan belum
diarahkan untuk mewujudkan keandalan usaha yang profesional .

Dengan tingkat kualifikasi dan kinerja tersebut pada umumnya pangsa
pasar pekerjaan konstruksi yang berteknologi tinggi belum sepenuhnya dapat
dikuasai oleh usaha jasa konstruks nasional. Kesadaran hukum dalam
penyelenggaraan pekerjaan konstruksi perlu ditingkatkan, termasuk kepatutan
para pihak, yakni pengguna jasa dan penyedia jasa, dalam pemenuhan
kewgjibannya serta pemenuhan terhadap ketentuan yang terkait dengan aspek
keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan, agar dapat mewujudkan

bangunan yang berkualitas dan mampu berfungsi sebagaimana yang

2 Budi Santoso, Aspek Hukum Pembiayaan Proyek Infrastruktur Model BOT (Build
Operate Transfer), Genta Press, Solo, 2008, hal 2

3
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direncanakan. Di sisi lain, kesadaran masyarakat akan manfaat dan arti penting
jasa konstruksi masih perlu ditumbuh kembangkan agar mampu mendukung
terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara
optimal. Kondis jasa konstruksi nasional dewasa ini sebagaimana tercermin
dalam uraian tersebut di atas disebabkan oleh dua faktor. Faktor internal, yakni
pada umumnya jasa konstruksi nasional masih mempunyai kelemahan dalam
manajemen, penguasann teknologi, dan permodal an, serta keterbatasan tenaga ahli
dan tenaga terampil, struktur usaha jasa konstruksi nasional belum tertata secara
utuh dan kokoh yang tercermin dalam kenyataan belum terwujudnya kemitraan
yang sinergis antar penyediajasa dalam berbagai klasifikasi dan/atau kualifikasi.
Faktor eksternal, yakni kekurangsetaraan hubungan kerja antara pengguna
jasa dan penyedia jasa; belum mantapnya dukungan berbagai sektor secara
langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi kinerja dan keandalan jasa
konstruksi nasional, antara lain akses kepada permodalan, pengembangan profesi
keahlian dan profesi keterampilan, ketersediaan bahan dan komponen bangunan
yang standar; belum tertatanya pembinaan jasa konstruksi secara nasional, masih
bersifat parsia dan sektoral. Dengan segala keterbatasan dan kelemahan yang
dimilikinya, dalam dua dasa warsa terakhir, jasa konstruksi nasional telah menjadi
salah satu potensi pembangunan nasional dalam mendukung perluasan lapangan
usaha dan kesempatan kerja serta peningkatan penerimaan negara. Dengan
demikian potensi jasa konstruksi nasiona ini perlu ditumbuhkembangkan agar

lebih mampu berperan dalam pembangunan nasional.
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Sgjalan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan perluasan
cakupan, kualitas hasil maupun tertib pembangunan, telah membawa konsekuensi
meningkatnya kompleksitas pekerjaan konstruksi, tuntutan efisiens, tertib
penyelenggaraan, dan kualitas hasil pekerjaan konstruksi. Selain itu, tata ekonomi
dunia telah mengamanatkan hubungan kerja sama ekonomi internasional yang
semakin terbuka dan memberikan peluang yang semakin luas bagi jasa konstruksi
nasional .

Kerjasama pemerintah dengan perusahaan swasta nasional tersebut hanya
sebatas pada penyediaan infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan
konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur
dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur
dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur. Jenis infrastruktur yang
dapat dikerjasamakan dengan badan usaha mencakup infrastruktur transportasi,
meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel dan stasiun
kereta api; infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol; Infrastruktur
pengairan, meliputi saluran pembawa air baku; Infrastruktur air minum yang
meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi,
instalasi pengolahan air minum; infrastruktur air limbah yang meliputi instalasi
pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana
persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan; Infrastruktur
telekomunikasi, meliputi jaringan telekomunikasi; infrastruktur ketenagalistrikan,
meliputi pembangkit, transmisi atau distribusi tenaga listrik; dan Infrastruktur

minyak dan gas bumi meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan,
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transmisi, atau distribusi minyak dan gas bumi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang K erjasama Pemerintah Dengan
Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimanatelah diubah Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah
Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (selanjutnya disingkat
Perpres K erjasama).

Infrastruktur merupakan prasarana publik primer dalam mendukung
kegiatan ekonomi suatu negara, dan ketersediaan infrastruktur sangat menentukan
tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi. Pembangunan infrastruktur
adalah merupakan public service obligation yaitu sesuatu yang seharusnya
menjadi kewajiban Pemerintah. Keberadaan infrastruktur sangat penting bagi
pembangunan, sehingga pada fase awal pembangunan di suatu negara hal tersebut
akan dipikul sepenuhnya oleh Pemerintah yang dibiayai dari APBN murni.
Pemenuhan infrastruktur atau fasilitas publik diperlukan investasi yang cukup
besar dan pengembalian investasi dalam jangka waktu yang relatif lama. Selain
itu, mangemen operasionalnya juga membutuhkan cost yang tinggi.
Permasalahan inilah yang menjadi kendala bagi kebanyakan negara-negara
berkembang dalam pemenuhan infrastruktur. Namun kendala keterbatasan
pembiayaan dari Pemerintah tersebut dapat diselesaikan melalui pendekatan pola
kerjasama yang bersifat Public Private Partnership yang membawa manfaat bagi
pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut. Pendekatan baru untuk dapat

mengurangi masalah ini melibatkan peran-peran stakeholder. Public-private
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partnership merupakan salah satu cara untuk mengkolaborasikan peran-peran
tersebut. Hal tersebut tentunya dapat diupayakan secara komprehensif dengan
memobilisasi pendekatan pembiayaan investas dari swasta yang akan didukung
oleh peraturan dan aturan yang ada.

Sekaipun swasta akan memperoleh kesempatan bekerjasama dalam
pembangunan infrastruktur yang merupakan utilitas umum perlu dikendalikan
oleh Pemerintah, maka rambu-rambu bagi penyelenggaraan kerjasama pun perlu
diatur agar tidak merugikan kedua belah pihak, serta tidak mengurangi hak-hak
penguasaan Pemerintah dalam penyelenggaraan kepentingan bagi harkat hidup
orang banyak. Public-private partnership dapat digambarkan pada sebuah
spektrum dan kemungkinan hubungan-hubungan antara public dan private actors
untuk bekerjasama dalam pembangunan. Keuntungan yang dapat diperoleh pada
hubungan ini adalah inovasi, kemudahan keuangan, kemampuan pada ilmu
teknologi, kemampuan pada pengaturan efisiensi, semangat enterpreneurship,
yang dikombinasikan dengan tanggung jawab sosial, kepedulian pada lingkungan,
dan pengetahuan dan budaya lokal.

Menurut Pernyataan Standar Akuntan Keuangan (selanjutnya disebut
PSAK) No. 39 tentang Akuntans Kerjasama Operas menyatakan bahwa
Kerjasama Operasi adalah “perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana masing-
masing sepakat untuk melakukan usaha bersama dengan menggunakan aset dan
atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama-sama menanggung risiko usaha

tersebut”.
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Menurut Pasal 1 angka 6 Perpres Kerjasama, Perjanjian kerjasama adalah
kesepakatan tertulis untuk Penyediaan Infrastruktur antara Menteri/ Kepaa
Lembaga/lKepala Daerah dengan Badan Usaha yang ditetapkan melaui
pelelangan umum.

Perjanjian kerjasama dibuat antara investor dengan pemilik aset untuk
penyediaan dan pemenuhan Infrastruktur, yang berarti termasuk kebutuhan
mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka
meningkatkan perekonomian dan kesgahteraan masyarakat, serta untuk
meningkatkan daya saing Indonesia dalam pergaulan global, karenanya investor
yang mengikuti tender haruslah yang benar-benar memenuhi persyaratan dan
klasifikasi sebagai perusahaan penyediainfrastruktur tersebut.

Pengadaan infrastruktur tersebut tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh
pemilik aset dalam hal ini pemerintah, sehingga mengadakan kerjasama
operasional dengan badan hukum swasta yang dengan modalnya bersedia untuk
mewujudkan infrastruktur tersebut dalam bentuk kerjasama operasional.
Dibahasnya mengenai KSO ini ada kaitannya dengan keinginan untuk mengkaji
secara mendalam mengenai operasiona dengan mengacu pada kontrak KSO di
bawah ini:

Perjanjian Kerjasama Operasi antara PT. Waskita Karya (Persero) dengan
PT. Rimba Ayu Kencana dan juga dengan PT. Marinda Utama Karya Subur yang
dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Operasi Dalam Rangka Program
Pembangunan Jalan dan jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Tol/Beban

Hambatan/Freeway Balikpapan — Samarinda Paket Samboja Palaran | -
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Kaimantan Timur antara PT. Waskita Karya (Persero) dengan PT. Rimba Ayu
Kencana dan juga dengan PT. Marinda Utama Karya Subur Nomor : 01/ KSO /
WRM / XII / 20120 dan Nomor: ADD 1/1/K SO/WRM/V11/2011.°

Pada dasarnya, pembangunan jalan dan jembatan proyek jalan tol/freeway
Paket Samboja Palaran | Kalimantan Timur asetnya milik pemerintah dan
kemudian pemerintah mengadakan kerjasama dengan perusahaan swasta nasional.
Meskipun yang dibangun adalah jalan tol, biaya pembangunan dari pemerintah.
Pemerintah mengadakan kerjasama pembangunan jalan tol melalui kontrak kerja
sama dengan PT Waskita Karya (Persero), PT Rimba Ayu Kencana dan PT
Marinda Utama Karya Subur. Ketika perusahaan tersebut sepakat PT Waskita
Karya (Persero) sebagai perusahaan utama dalam kerjasama operasional tersebut.

Pada perjanjian kerjasama operasi disepakati pembangunan jalan tol dibagi
dalam tiga bagian yang masing-masing bagian menjadi tanggung jawab masing-
masing perusahaan sesuai dengan perjanjian KSO yang telah disepakati yaitu
bagian dari PT. Waskita Karya (Persero) sebesar 51 %, serta bagian PT. Rimba
Ayu Kencana sebesar 25 % dan bagian PT. Marinda Utama Karya Subur sebesar
24 %." Dengan adanya pembagian pekerjaan sebagaimana tersebut dalam
perjanjian KSO ini, maka memungkinkan salah satu perusahaan tersebut
terkendala dalam pelaksanaan pembangunan yang mengakibatkan terjadinya
ingkar janji atau wanprestasi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati
para pihak, bak itu dengan perusahaan sesama anggota KSO maupun dengan

pemerintah selaku penggunajasa KSO tersebut.

® Perjanjian Kerjasama Operasi Nomor : 01/K SO/WRM/X11/2010
* Perjanjian Kerjasam a Operasi Nomor : 01/K SO/WRM/X11/2010

9
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1.2.  Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis rumuskan
beberapa masal ah sebagai berikut:
a. Hubungan hukum antar anggota penyedia jasa (anggota K SO)
b. Tanggung gugat anggota KSO terhadap pengguna jasa jika terjadi

wanprestas

1.3. Tujuan Pendlitian
Berdasarkan dari permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini
adal ah sebagal berikut:
a. Untuk menganalisis hubungan hukum antar penyedia jasa (anggota KSO)
b. Untuk menganalisis tanggung gugat anggota KSO terhadap pengguna jasa

jikaterjadi wanprestasi

14. Manfaat Penélitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara
teoritis maupun praktis, antara lain sebagal berikut:

a. Manfaat bagi penulis, menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan
dengan kontrak kerjasama operasional penyelenggaraan dan penyediaan
infrastruktur dan hubungan hukum.

b. Manfaat bagi para pihak, digunakan sebaga sumbangan pemikiran bagi
pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama operasiona

menyangkut masal ah tanggung gugat para pihak
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c. Bagi ingtitusi, dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran untuk
memilih peserta tender pengadaan infrastruktur kjiwa salah satu pihak

wanprestas

15. Tinjauan Pustaka
Hukum kontrak/perjanjian diatur dalam Buku 111 BW yang terdiri atas
18 Bab dan 631 pasal, dimulai dari Pasal 1233 BW sampai dengan Pasal 1864
BW. Secara garis besar, perjanjian yang diatur/dikena di dalam BW adaah
sebagal berikut: Perjanjian jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, Kkerja,
persekutuan perdata, perkumpulan, hibah, penitipan barang, pinjam pakai,
bunga tetap dan abadi, untung-untungan, pemberian kuasa, penanggung utang
dan perdamaian. Dalam teori ilmu hukum, perjanjian-perjanjian diatas disebut
dengan perjanjian nominaat. Di luar BW dikenal pula perjanjian lainnya,
seperti kontrak joint venture, kontrak production sharing, leasing, franchise,
kontrak karya, beli sewa, dan lain sebaginya. Perjanjian jenis ini disebut
perjanjian innominaat yakni perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan
berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat. Keberadaan perjanjian baik
nominaat maupun innominaat tidak terlepas dari adanya sistem yang berlaku
dalam hukum perjanjian itu sendiri.
Dalam ketentuan Pasal 1313 BW, perjanjian didefinisikan sebagai
berikut:
“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dari isi pasal

tersebut  ditegaskan  bahwaperjanjian  mengakibatkan  seseorang
mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Hal iniberarti dari suatu
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perjanjian lahirlah kewajiban atau prestas dari satu atau lebih orang
(pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas
prestasi tersebut”

“Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji
kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk
melaksanakan sesuatu hal”® Dari peristiwa ini ditimbulkan suatu hubungan
antara dua orang itu yang dinamakan "perikatan". Perjanjian tersebut
menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam
bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung
janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Dengan demikian maka hubungan antara perikatan dan perjanjian
adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber
perikatan, di samping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan
"persetujuan” karena dua pihak itu bersetuju untuk melakukan sesuatu. Dapat
dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama
artinya. Perkataan "kontrak" adalah lebih sempit karena ditujukan kepada
perjanjian atau persetujuan yang tertulis.

Sistem pengaturan hukum kontrak adalah sistem terbuka (open system)
yang mengandung maksud bahwa setigp orang bebas untuk mengadakan
perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-
undang.

Daam Pasal 1338 ayat (1) BW secara tegas menyebutkan bahwa semua

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka

® Subekti , Hukum Perjanjian, Intermasa, 2005, h. 1
12
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yang membuatnya. Jika dianalisa lebih lanjut maka ketentuan pasal tersebut
memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

membuat atau tidak membuat perjanjian;

mengadakan perjanjian dengan siapa pun;

menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta
menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan

PwODdDPRE

Asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam Pasal 1338 alinea ke satu
BW para pihak yang sepakat melakukan perjanjian dianggap mempunyai
kedudukan yang seimbang serta berada dalam situasi dan kondisi yang bebas
menentukan kehendaknya untuk melakukan perjanjian. “Pasal tersebut seolah-
olah membuat suatu pernyataan bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian
apa sga dan itu akan mengikat kita sebagaimana mengikatnya undang-
undang.”® Kebebasan berkontrak juga ditegaskan dalam Pasal 1321 BW yang
menyatakan suatu kesepakatan itu dibuat harus bersifat bebas. Kesepakatan
tidaklah sah apabila diberikan berdasarkan kekhilafan, atau diperolehnya
dengan penipuan atau paksaan.

Para pihak diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam
perjanjian-perjanjian yang diadakannya. “Kebebasan berkontrak adalah bila
para pihak dikala melakukan perjanjian berada dalam situasi dan kondisi yang
bebas menentukan kehendaknya dalam konsep atau rumusan perjanjian yang
disepakati.”’ “Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari

kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka

® Kartini Muljadi dan Gunawan Widjagja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian,
Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 34

" Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty, Y ogyakarta, 1986,
h. 108
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kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus
dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksanakan.”®

Ada 2 (dua) prinsip hukum yang harus diperhatikan dalam
mempersiapkan suatu perjanjian atau kontrak, yaitu:®

a. Beginselen der contrachtsvrijheid atau party autonomy

b. Pacta sunt servanda

Beginselen der contrachtsvrijheid atau party autonomy, yaitu para
pihak bebas untuk memperjanjikan apa yang mereka inginkan dengan syarat
tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.
Sedangkan pacta sunt servanda berarti bahwa “setiap janji harus ditepati (ini
berarti mengikat)”.*°

Asas kebebasan berkontrak setiap orang diakui memiliki kebebasan
untuk membuat kontrak dengan siapapun juga, menentukan isi kontrak,
menentukan bentuk kontrak, memilih hukum yang berlaku bagi kontrak yang
bersangkutan. “Jika asas konsensualisme berkaitan dengan lahirnya kontrak,
asas kekuatan mengikatnya kontrak berkaitan dengan akibat hukum, maka

asas kebebasan berkontrak berkaitan dengan isi kontrak.”**

8 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Op. Cit., h. 95
® Salim. H. S, Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika,
Jakarta, 2006, h. 123.

19y an Pramadya Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, h.
648

1 Ridwan Khairandy, Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Program Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, h. 29
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Subekti, sebagaimana dikutip oleh Felix O. Subagjo™ memberikan
pendapat mengenai kebebasan berkontrak sebagai:

“Tuntutan akan adanya sungguh-sungguh suatu perjumpaan
kehendak, memang tidak dapat dipertahankan lagi dalam zaman
moderen ini. Pernyataan yang menjadi dasar sepakat adalah
pernyataan yang secara objektif dapat dipercaya. Adanya
perjumpaan kehendak (consensus) sudah tepat jika diukur
dengan pernyataan yang bertimbal balik yang telah
dikeluarkan. Hakim dapat mengkonstruksikan adanya sepakat

dari perjanjian dengan adanya pernyataan bertimbal balik”

Dorongan pembatasan kebebasan berkontrak ini tampil kepermukaan
guna lebih menyediakan ruang dan peluang yang lebih besar pada pengertian-
pengertian keadilan, kebenaran, kesusilaan, serta ketertiban umum. Hal ini
terjadi karena perjanjian merupakan dasar dari banyak kegiatan bisnis dan
hampir semua kegiatan bisnis diawali dengan adanya perjanjian atau kontrak,
meskipun dalam “tampilan yang sangat sederhana’ sekalipun.*® Perjanjian itu
menimbulkan suatu perikatan antara orang yang membuatnya. Dalam
bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung
“janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis’.**

Pengertian perjanjian atau kontrak dirumuskan dalam Pasal 1313 BW:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”

Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa ketentuan Pasal 1313

BW tersebut mempunyai beberapa kelemahan, yaitu:*

2 Felix O. Subagjo, Perkembangan Asas-asas Hukum Kontrak dalam Praktek Bisnis,
Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta 1994, h. 57

3 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 9

14 g bekti, Op cit, hal. 1

> Abdul Kadir Muhammad, Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan,
Citra Aditya Bakti, Bandung, 1982, h.3
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a. Hanya menyangkut sepihak sgja. Hal ini diketahui dari perumusan
“satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang
lain atau lebih”.

b. Kata “perbuatan” mencakup juga tanpa konsensus. Sebaiknya
dipakai kata “persetujuan”, bukan “perbuatan”, karena konsensus
berarti sepakat atau setuju. Suatu perjanjian dinamakan persetujuan
di mana dua pihak sudah setuju atau sepakat mengenal suatu hal.

c. Pengertian perjanjian dalam pasa tersebut terlalu luas, karena
mencakup juga kelangsungan perkawinan, janji kawin, yang diatur
dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah
hubungan dalam lapangan hukum kekayaan. Perjanjian yang
dikehendaki oleh Buku Il BW hanyalan perjanjian yang bersifat
kebendaan, bukan perjanjian personal.

d. Tanpa menyebutkan tujuan. Dalam rumusan pengertian tersebut
tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-
pihak itu tidak jelas mengikatkan diri untuk apa.”

Atas dasar dasan-alasan diatas, Abdul Kadir Muhammad
merumuskan pengertian perjanjian yaitu: suatu persetujuan dengan mana dua
orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk hal dalam lapangan kekayaan.

Subekti menyatakan “perjanjian adalah suatu peristiwva di mana
seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang itu saling
berjanji untuk melakukan suatu hal.”*® Menurut Wirjono Prodjodikoro,
“suatu perjanjian diartikan sebagal suatu perbuatan hukum mengenai benda
kekayaan antara dua pihak, dalam ha mana sgja satu pihak berjanji untuk
melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan
perjanjian itu.”*

Dengan demikian, dalam suatu perjanjian akan timbul hak dan
kewajiban dari masing-masing pihak yang terkait dengan perjanjian yang telah
dilahirkannya dan akan dijamin oleh hukum pada pelaksanaannya. Apabila

sdah satu pihak tidak melaksanakan kewagjiban sebagaimana yang telah

16 Subekti, Op. Cit., hal. 7.
" Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Bale, Bandung, 1983, h. 5
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diperjanjikan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut agar
dipenuhinya kewajiban oleh pihak yang lalai tersebut.

Pada prinsipnya perjanjian Kerjasama Operasiona ini sama dengan
kontrak pada umumnya. Disebut sebagal perjanjian Kerjasama Operasi (KSO)
karena dalam prakteknya terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak untuk
menjalankan suatu usaha atau kegiatan operasional secara bersama-sama,
salah satu pihak (produsen) telah menetapkan suatu ketentuan standar; namun
tawar menawar atau negosias masih dapat dilakukan oleh pihak lainnya

(perusahaan mitra).

Pembangunan infrastruktur fisik dan sosial dapat didefinisikan sebagai
kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk
jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas
yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungs dengan baik Istilah ini
umumnya merujuk kepada hal infrastruktur teknis atau fisik yang mendukung
jaringan struktur seperti fasilitas antara lain dapat berupa jalan, kereta api, air
bersih, bandara, kanal, waduk, tanggul, pengelolahan limbah, perlistrikan,
telekomunikasi, pelabuhan secara fungsional, infrastruktur selain fasilitas
akan tetapi dapat pula mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat,
distribusi aliran produks barang dan jasa sebagai contoh bahwa jalan dapat
melancarkan transportasi pengiriman bahan baku sampai ke pabrik kemudian
untuk distribusi ke pasar hingga sampai kepada masyarakat. Dalam beberapa
pengertian, istilah infrastruktur termasuk pula infrastruktur sosial kebutuhan

dasar seperti antara lain termasuk sekolah dan rumah sakit. Bila dalam militer,
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istilah ini dapat pula merujuk kepada bangunan permanen dan instalasi yang
diperlukan untuk mendukung operasi dan pemindahan,®® yang seharusnya
diselenggarakan oleh pemerintah melalui anggaran daerah, tetapi diserahkan
kepada badan hukum swasta untuk pembiayaan didasarkan atas perjanjian
yang lebih dikenal dengan build operate transfer (BOT) atau bangun, kelola,
serah (BKS). Umumnya jenis contract ini dilakukan oleh Pemerintah yang
membutuhkan dukungan pihak swasta untuk membangun proyek infrastuktur.
Contoh dari contract jenis ini antara lain Build-Operate-Transfer (BOT) dan
Production Sharing Contracts (PSC).

Perjanjian kerjasama dibuat atas dasar kesepakatan tertulis untuk
Penyediaan Infrastruktur antara Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah
yang ruang lingkup, tugas dan tanggung jawabnya meliputi sektor
Infrastruktur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini. Kepala Daerah adalah
gubernur bagi daerah propinsi, atau bupati bagi daerah kabupten, atau
walikota bagi daerah kota (Pasal 1 angka 1 jo Pasal 1 angka 2 Perpres No.
67/2005) dengan Badan Usaha menurut Pasal 1 angka 4 Perpres No. 67/2005
adalah badan usaha swasta yang ber bentuk perseroan terbatas, Badan Usaha
Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan koperasi
yang ditetapkan melalui pelelangan umum sesuai dengan Pasal 1 angka 6
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 Tentang
K erjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

(Perpres No. 67/2005).

'8 http://id.wikipedia.org/wiki/I nfrastruktur. diakses tanggal 10 September 2012 .
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Kerja sama ini menjadi aternatif solus kerja sama yang saling
menguntungkan, build operate and transfer (BOT) dilakukan dalam jangka
waktu yang lama bahkan nyaris dalam jangka waktu satu generasi sehingga
perlu dikgi lebih mendalam keuntungan dan kerugian yang akan muncul
dikemudian hari. Juga berkaca dari permasalahan-permasalahan yang timbul
di daerah lain yang menggunakan sistem kerja sama ini. Penelusuran tentang
kerja samaini dapat dilihat dari proses awal dilakukannya kerja sama hingga
pada tahap pelaksanaan. Dengan melihat perjanjian terutama yang berkaitan
dengan hak dan kewajiban perlu dikaji apakah terlaksana dengan semestinya
yaitu sesual dengan peraturan yang berlaku.

K erjasama antara pemerintah dengan badan hukum swasta didasarkan
atas kontrak™®. Perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak tersebut ada juga yang
menyebut dengan kontrak. Mengenai perbedaan antara perjanjian dengan
kontrak, jika perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya pada saat
kedua belah pihak mencapai kata sepakat atau konsensus, sedangkan kontrak
maksudnya adalah “suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang
menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
khusus’. Di dalam kontrak terdapat kata khusus yaitu “kontrak adalah Iebih
sempit daripada perjanjian  karena ditujukan kepada perjanjian atau

persetujuan tertulis’.

91.G. Rai Widjaya, Merancang Suatu Kontrak, Contract Drafting, Megapoin, Jakarta,
2003, h. 11.
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Perihal kontrak, menurut Beatson® terdapat dua fungsi penting, yaitu :
pertama, untuk menjamin terciptanya harapan atas janji yang telah
dipertukarkan, dan kedua, mempunyal fungs konstitutif untuk memfasilitasi
transaks yang direncanakan dan memberikan aturan bagi kelanjutannya ke
depan. Semakin kompleks suatu transaksi akan semakin tinggi kebutuhan
mengenai perencanaan dan semakin rinci pula ketentuan-ketentuan (dalam
kontrak) yang dibuat.

Perusashaan proyek dalam BOT akan mengkoordinasikan
pembangunan dan pengoperasian proyek sesuai dengan persyaratan perjanjian
konsesi dengan badan hukum swasta dalam bentuk kerjanjian kerjasama
mengemukakan bahwa perjanjian kerja sama merupakan jenis perjanjian yang
digunakan dalam praktik kegiatan komersial, termasuk oleh pemerintah. Tidak
ada ketentuan yang secara khusus mengatur tentang perjanjian kerja sama.
Jenis perjanjian ini lahir dan berkembang dalam praktik bisnis. Landasan
hukum terutama bertumpu pada prinsip kebebasan berkontrak. Terdapat
beberapa pengertian perjanjian kerja sama yang berbeda satu dengan yang
lain. Perjanjian kerjasama dalam praktik pengadaan pada dasarnya merupakan
suatu partnership/strategic alliances contract. Dengan demikian di dalamnya
terkandung unsure pembagian keuntungan dan beban kerugian. Tetapi ada
juga yang memasukan perjanjian kerjasama sebaga suatu head of

agreement®’. Perihal sistem pengelolaan berlangsung dan pembagian

% Yohanes Sigar Simamora, Ringkasan Disertas Program Doktoral Universitas
Airlangga Surabaya, 2005.

1 Yohanes Sogar Simamora, Prinsip-prinsip Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan
Jasa Oleh Pemerintah, Disertasi, h. 12.
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keuntungan yang diperoleh selama perjanjian berlangsung, bisa berbentuk
bagi hasil atau bentuk lainnya. Hal terpenting dari kerja sama yang dilakukan
adal ah harus mengacu kepada peningkatan bagi kesejahteraan masyarakat dan
bagi percepatan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Penelitian
diperlukan pada daerah yang pernah melakukan perjanjian dengan metode
bangun guna serah ini.

Perjanjian kerjasama menurut Pasal 1 angka 6 Perpres No. 67 Tahun
2005 adalah kesepakatan tertulis untuk Penyediaan Infrastruktur antara
Menteri/ Kepala Lembaga/l Kepala Daerah dengan Badan Usaha yang
ditetapkan melalui pelelangan umum. KSO dalam pengadaan infrastruktur
dibuat antara Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah selaku pelilik aset
dengan badan usaha atau investor dalam bentuk kongsi, yang diawali dengan
lelang umum maupun dengan pengajuan tender suatu proses pengajuan
penawaran yang dilakukan oleh kontraktor yang akan dilaksanakan di
lapangan sesuai dengan dokumen tender. "Penjualan umum" (openbare
verkopingen) menurut Peraturan Penjualan di muka umum di Indonesia
(Ordonansi 28 Pebruari 1908, S. 1908-189, berlaku sgjak 1 April 1908) adalah
pelelangan atau penjualan barang- barang yang dilakukan kepada umum
dengan penawaran harga yang meningkat atau menurun atau dengan
pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang
diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu,

atau diizinkan untuk ikut-serta, dan diberi kesempatan untuk menawar barga,
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menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul
tertutup

Di dalam perjanjian kerjasama pemerintah selaku pemilik proyek,
dengan investor yang membangun aset dan mencatatnya sebagai aktiva K SO,
investor mengelola aset sehingga menyusutkan aset tersebut, investor
mengelola aset sehingga membayar bagi hasil dan mencatatnya sebagai beban
K SO, investor menyerahkan aset ke pemilik aset di akhir masa konsesi.

Investor selaku penyedia dana dan pelaksana sepakat membuat
perjanjian kerjasama yang dituangkan dalam suatu akta. Contoh is akta
perjanjian kerjasama meliputi waktu berlangsung selama 2 (dua) tahun
terhitung mulai tanggal dan akan berakhir padatanggal. Hal ini berarti bahwa
selama para pihak sepakat tidak memperpanjang KSO tersebut, maka sgjak

berakhirnya waktu 2 (dua) tahun tersebut perjanjian kerjasama berakhir.

1.6. Metode Pendlitian
1.6.1. Pendekatan Masalah
Penelitian ini termasuk penelitian hukum, yaitu suatu proses untuk
menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin
hukum guna manjawab isu hukum yang dihadapi.?
Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini adalah

pendekatan secara statute approach, dan conceptual approach®. Satue

2 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi 1, Cetakan ke-6, Kencana, Jakarta,
2010, h. 35.
2 bid., h. 93
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approach merupakan pendekatan yang mendasarkan pada ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dan kaitannya dengan permasalahan yang
dibahas. Conceptual approach merupakan pendekatan dengan mendasarkan
pada pendapat para sarjana yang memahami permasalahan yang sedang
dibahas.

1.6.2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat
berupa peraturan perundang-undangan dalam hal ini BW, Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Peraturan Presiden
Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha
Dalam Penyediaan Infrastruktur yang telah dirubah oleh Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah
Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dan peraturan lain
terkait dengan materi pembahasan. Sedang bahan hukum sekunder merupakan
bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer, berupa buku-
buku literatur, catatan ilmiah, karya ilmiah dan berbaga media cetak yang

berlaku dan ada kaitannya dengan permasal ahan yang sedang dibahas.

23

Tesis PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI PROYEK LINNA NINDYAHWATI
PEMBANGUNAN JALAN TOL / FREEWAY PAKET 2 SAMBOJA
— PALARAN 1 KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 01/KSO/WRM/XI1/2010



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

1.6.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum
Bahan hukum dikumpulkan melalui menelaah dan mempelgari
peraturan perundang-undangan maupun literatur yang ada kaitannya dengan
materi yang dibahas. kemudian diolah dengan menggunakan kajian deduktif,
dalam arti menguraikan ketentuan-ketentuan umum sebagaimana yang ada
pula peraturan perundang-undangan, yang dikaitkan dengan kasus yang
diuraikan secara khusus agar memperoleh jawaban atas permasalahan yang

diangkat dalam tesisini.

1.7. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam penulisan ini dibagi dalam 4 (empat) bab dan
masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab, sebagai berikut :

Uraian bab pertama-tama diawali dengan Pendahuluan, yang disajikan
pada Bab | yang berisi uraian untuk mengawali seluruh rangkaian dan
pembahasan tesis. Pada bab ini berisikan gambaran umum permasal ahan yang
dibahas diletakkan pada latar belakang permasalahan, sedangkan
permasal ahannya diletakkan pada rumusan masalah. Pembahasan materi agar
terjadi satu kesatuan dalam penafsiran dapat dilihat pada alasan pemilihan
judul. Juga dituliskan pada sub bab ini mengenai tujuan penulisan. Dalam
pembatasannya agar sesuai dengan kadar penulisan karya ilmiah diletakkan
pada metode penelitian. Sedangkan kerangka penyusunan tesis diletakkan

pada pertanggungjawaban sistematika.
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Kemudian Bab Il diuraikan mengenai hubungan hukum pada kontrak
kerjasama operas terkait dengan dasar hubungan hukum kontrak kerjasama
operasi yang membahas pula mengenai tinjauan umum perjanjian dan tinjauan
umum perjanjian KSO. Pada bab ini dibahas pula hal yang terkait dengan
kewajiban para pihak antar anggota dalam perjanjian kerjasama operasi (KSO)
tersebut.

Selanjutnya bab 111, diuraikan mengenal tanggung gugat anggota KSO
terhadap pengguna jasa jika terjadi wanprestasi. Bab ini disgjikan dalam
bentuk uraian untuk menjawab permasalahan yang ada pada penulisan tesis
ini. Sub babnya terdiri atas mengenai dasar tanggung gugat ganti rugi dan
pihak yang bertanggunggugat dalam kontrak kerjasama operasi (KSO).

Akhirnya Penutup yang diletakkan pada bab IV yang berisikan
kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang berisi sub bab simpulan

dan menyampaikan alternatif penyelesaian permasalahan sub bab saran.
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BAB I1

HUBUNGAN HUKUM PADA KONTRAK KERJASAMA OPERASI

2.1. Dasar Hubungan Hukum Kontrak Kerjasama Operas (KSO)
2.1.1. Tinjauan Umum Perjanjian
Perjanjian merupakan dasar terpenting dari suatu perikatan disamping
sumber lainnya dan pada Pasal 1233 Bugerlijk Wetbook (BW) menyatakan
bahwa “ Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena
undang-undang” serta menurut Pasal 1313 BW menyatakan “ Perjanjian adalah
suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang lain atau lebih”. Para ahli hukum juga memberikan
pengertian tentang perjanjian, selain batasan yang diberikan oleh undang-
undang, diantaranya Subekti mengatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah
suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua
orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal .>*
Ahli hukum lainnya yang juga memberikan batasan atau pengertian
tentang perjanjian adalah Wirjono Prodjodikoro yang mengemukakan

pendapatnya, bahwa:

“Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai benda

kekayaan antara dua pihak, dalam hal mana sgja satu pihak berjanji untuk

2 Subekti, Op. Cit., h. 1
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melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan

janji tersebut.”*

Salah satu asas yang tertulis pada Pasal 1338 BW mengatur mengenai
akibat suatu perjanjian bagi para pihak, yaitu:

a. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya,

b. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat
kedua belah pihak, atau karena aasan-alasan yang oleh undang-
undang dinyatakan cukup untuk itu,

c. Suatu perjanjian harus dil aksanakan dengan itikad baik.

Adapun asas-asas yang dianut dalam membuat suatu perjanjian terdiri
atas hal-hal sebagai berikut:

a. Asas Konsesualisme yaitu bahwa dalam suatu perjanjian cukup ada suatu
kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian tanpa diikuti oleh
perbuatan hukum lain, kecuali perjanjian itu bersifat formil. Ini berarti
bahwa perjanjian itu telah dianggap ada dan mempunyai akibat hukum
yang mengikat sejak tercapainya kata sepakat.

b. Asas Kekuatan Mengikat (asas Pacta Sun Servanda) merupakan asas
dalam perjanjian yang berhubungan dengan keterikatan suatu perjanjian
oleh para pihak. Jadi, setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh para
pihak akan mengikat bagi mereka yang membuatnya.

c. Asas Kebebasan Berkontrak (Partij Autonomie) Asas ini mengandung

beberapa unsur, yaitu:

% Wirjono Prodjodikoro, Op. Cit., hal 5
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I. seseorang bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan

perjanjian,

ii. seseorang bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun juga,

iii. idl, syarat, dan luasnya perjanjian bebas ditentukan sendiri oleh
para pihak.
Asas kebebasan berkontrak ini dapat dijumpai pada Pasal 1338 ayat (1)
BW, yang merumuskan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
sebagal undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Berdasarkan perumusan Pasal 1338 ayat (1) BW dapat disimpulkan
bahwa dari kata “semua’ pada hakekatnya setiap orang dapat
melaksanakan perjanjian tentang apa sgja, sepanjang perjanjian yang di
buat tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban
umum?®

Subekti menyatakan asas ini berpangkal pada adanya kedudukan
kedua belah pihak sama kuatnya dalam membuat perjanjian Subekti juga
mengatakan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam BW, yang
terdapat dalam Pasa 1338 ayat (1) itu telah memungkinkan
berkembangnya hukum perjanjian, karena masyarakat diberikan
kebebasan menciptakan atau membuat sendiri  bermacam-macam
perjanjian khusus disamping perjanjian-perjanjian umum yang telah diatur
dadam BW. Kebebasan yang diberikan kepada para pihak yang
menciptakan perjanjian-perjanjian khusus itu para pihak tidak terlepas dari
aturan-aturan yang ada dalam BW, dengan kata lain para pihak juga harus

berpedoman pada aturan-aturan yang ada dalam BW, maka hal ini

% |bid., hal 14.
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merupakan suatu fakta yang menunjukkan bahwa Buku [l BW yang
berjudul tentang Perikatan, menganut sistem terbuka (openbaar system),
berarti pasal-pasal hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap. Karena
hukum perjanjian itu merupakan hukum pelengkap, maka pasal-pasal yang
terkandung dalam Buku 1l BW itu dapat dikesampingkan apabila
dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian, akan tetapi tidak
terlepas pada hal-hal telah dibatasi dan ditetapkan dalam Pasal 1338 BW
itu.

Sistem terbuka yang dimiliki oleh hukum perjanjian tersebut justru
memberikan kebebasan sedemikian rupa sehingga setiap orang berhak dan
bebas untuk membuat atau mengadakan perjanjian yang segala sesuatunya
sesuai dengan kehendak para pihak yang berjanji. Untuk itu terbuka
kebebasan yang seluas-luasnya (beginsel der contractsvrijheid) untuk
mengatur dan menentukan isi suatu perjanjian asalkan tidak melanggar
ketertiban umum dan kesusilaan. Bahkan dimungkinkan untuk mengatur
sesuatu hal dengan cara yang berbeda atau menyimpang dari ketentuan
yang telah diatur yang terdapat di dalam pasal-pasal hukum perjanjian.”’
Asas kebebasan berkontrak itu sendiri pada dasarnya merupakan
perwujudan kehendak bebas, pancaran hak asas manusia yang
perkembangannya dilandasi semangat liberalisme yang mengangungkan

kebesan individu.?®

2|, G. Rai Widjaya, Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting) dan Praktik,
Megapoin, Jakarta, 2003, hal 33

% Agus Yudha Hernoko; Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak
Komersia, Kencana, Jakarta, 2011, h. 93-94
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d. Asas Kepercayaan, dimana para pihak yang mengadakan perjanjian harus
dapat menumbuhkan kepercayaan di antara mereka. Artinya pihak yang
satu percaya bahwa pihak yang lain akan memenuhi prestasinya di
kemudian hari, dan begitu juga sebaliknya. Perjanjian dapat diadakan
dengan baik apabila para pihak saling percaya.

e. Asas Persamaan Hak, dimana menurut asas ini, para pihak mempunyai
dergat yang sama, tidak ada perbedaan dan wajib untuk dihormati

f. Asas Keseimbangan, dimana asas ini menghendaki kedua belah pihak
untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini
merupakan kelanjutan dari asas persamaan hak. Kreditur mempunyai
kekuatan untuk menuntut pelunasan prestass melalui kekayaan debitur,
namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian
dengan itikad baik. Dapat di lihat bahwa kedudukan kreditur yang kuat
diimbangi dengan kewagjibannya untuk memperhatikan itikad baik,
sehingga kedudukan kreditur dan debitur menjadi seimbang.

g. Asas Moral, dimana berdasarkan asas ini hukum mewajibkan perjanjian
yang dibuat oleh para pihak harus berdasarkan tatanan susila (moral) yang
pelaksanaannya tidak merusak perikehidupan yang berlangsung baik
dalam masyarakat.

h. Asas Kepatutan, berdasarkan Pasal 1339 BW dimana dinyatakan bahwa
asas kepatutan ini sangat berkaitan erat dengan isi perjanjian. Kesepakatan
yang dituangkan dalam isi perjanjian menurut asas kepatutan ini harus
melahirkan rasa keadilan baik kepada pihak yang mengadakan perjanjian

maupun rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.
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i. Asas Kebiasaan, diatur dalam Pasal 1339 BW jo. Pasal 1347 BW, yang
dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya
mengikat pada hal-hal yang di atur secarategas dalam isi perjanjian, tetapi
juga pada hal-hal yang berlaku sebagai kebiasaan dalam masyarakat,
dimana selalu mengalami perkembangan.

j. Asas Kepastian Hukum, dimana asas ini terungkap dari kekuatan mengikat
perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

k. Asas Proporsionalitas
Asas ini pada dasarnya tidak melihat dari konteks keseimbangan
matematis (equilibrium), tetapi pada proses dan mekanisme pertukaran
hak dan kewajiban yang berlangsung secara fair .

Asas-asas yang telah dijelaskan di atas, satu sama lain merupakan
pendukung bagi terciptanya harmonisasi dalam hukum perjanjian dalam
hubungan para pihak yang mengadakan perjanjian, serta memelihara tertib
hukum perjanjian maupun keseimbangan antara tanggungjawab masing-
masing pihak yang terkait atas suatu perjanjian
Asas-asas yang telah dijelaskan di atas, satu sama lain merupakan
pendukung bagi terciptanya harmonisasi dalam hukum perjanjian dalam
hubungan para pihak yang mengadakan perjanjian, serta memelihara tertib
hukum perjanjian maupun keseimbangan antara tanggungjawab masing-
masing pihak yang terkait atas suatu perjanjian.
Daam membuat perjanjian sendiri, maka harus diperhatikan pula ha

yang terkait dengan syarat sah perjanjian. Hal yang perlu diperhatikan agar

# Agus Y udha Hernoko; Op. cit; h. 84
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suatu perjanjian dapat dikatakan sah, yaitu harus memenuhi syarat seperti
yang diatur dalam Pasal 1320 BW, yaitu :

a.  Sepakat mereka yang mengikatkan diri,

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,

c. Suatu hal tertentu,

d. Suatu sebab yang diperbolehkan.

Syarat sahnya suatu perjanjian yang di atur dalam Pasal 1320 BW,

Subekti juga menyatakan sebagal berikut :

“Keempat syarat-syarat itu secara umum dapat digolongkan
menjadi dua macam, yaitu: syarat yang pertama dan kedua disebut
dengan syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat
disebut juga syarat objektif. Digolongkannya empat syarat pada
Pasal 1320 BW itu menjadi dua, karena syarat yang pertama dan
kedua mengenai orang-orang yang membuat perjanjian (para
pihak dalam suatu perjanjian), sehingga disebut syarat subjektif,
sedangkan dua syarat terakhir disebut syarat objektif karena
mengenai perjanjian yang dilakukan.” *

Syarat pertama dan kedua disebut juga dengan syarat subjektif karena
menyangkut orang-orang atau pihak yang membuat perjanjian. Apabila syarat
subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian yang telah dibuat itu dapat
dibatalkan, dan salah satu pihak dapat meminta kepada hakim supaya
perjanjian yang telah dibuat itu dapat dibatalkan (voidable atau vernietigbaar).

Syarat ketiga dan keempat disebut dengan syarat Objektif, karena
terkait mengena perjanjian yang dilakukan. Apabila syarat objektif ini tidak
terpenuhi, maka perjanjian yang dibuat akan berakibat batal demi hukum (null
and void atau nietig verklaard), maksudnya perjanjian yang dibuat itu

dianggap tidak pernah ada. Jika syarat objektif ini tidak terpenuhi, maka dapat

% Subekti, Op. Cit., hal 17
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dianggap bahwa sudah sgjak awal tidak pernah lahir suatu perjanjian sehingga
tidak pernah ada perikatan karena tidak pernah lahir perjanjian. Tidak ada
akibat hukum apapun sehinggatidak ada hukum yang dapat dijadikan alas hak
untuk melakukan gugatan atau penuntutan.®
Daam bentuk dan jenis perjanjian sendiri, berdasarkan perkembangan
yang ada dalam masyarakat, maka Mariam Darus Badrulzaman, perjanjian itu
dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut adalah sebagai
berikut ;¥
a. Perjanjian timbal balik
Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan
kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya, perjanjian
jual beli.
b. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban
Perjanjian dengan cumacuma adalah perjanjian yang
memberikan keuntungan bagi satu pihak sgja. Misalnya, hibah.
Perjanjian atas beban adalah perjanjian terhadap prestasi dari
pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak yang
lain, dan antara kedua prestas itu ada hubungan menurut
hukum.
c. Perjanjian bernama (benoemd, specified) dan perjanjian tidak
bernama (Unbenoemd, unspecified)
Perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai

nama sendiri, dimana perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan

*'1. G. Rai Widjaya, Op. Cit., hal. 55
¥ Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994, hal 24
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diberi nama oleh pembentuk undang-undang. Perjanjian
bernama terdapat daam Bab V sampa Bab XVIII BW,
sedangkan perjanjian tak bernama adalah perjanjian-perjanjian
yang tidak diatur dadam BW, tetapi terdapat di dalam
masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas. Lahirnya
perjanjian ini adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan
perjanjian (partij otonomie) yang berlaku dalam hukum
perjanjian. Salah satu contoh dari perjanjian ini adalah
perjanjian sewa beli.
d. Perjanjian campuran (contractius sui generis)
Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung
berbagai unsur perjanjian, misalnya: pemilik hotel  yang
menyewakan kamar (sewa-menyewa) tetapi menyagjikan
makanan (jual-beli) dan juga memberikan pelayanan.
e. Perjanjian obligatoir

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian antara pihak-pihak yang
mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak
lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan). Menurut BW,
perjanjian jual beli sgja belum mengikatkan beralihnya hak
milik dari penjua kepada pembeli. Untuk beralihnya hak milik
atas bendanya masih diperlukan lembaga lain, laitu penyerahan.
Perjanjian jual belinya itu dinamakan perjanjian obligatoir
karena membebankan kewagjiban (obligatoir) kepada para pihak
untuk melakukan penyerahan (levering). Penyerahannya sendiri

merupakan perjanjian kebendaan.
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f. Perjanjian Kebendaan (zaakelijke overeenkomst)

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian hak atas benda dialihkan

atau diserahkan kepada pihak lain.

g. Perjanjian Konsensual dan perjanjian riil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian diantara kedua belah

pihak yang telah tercapai kesepakatan kehendak untuk

mengadakan perikatan. Menurut BW, perjanjian ini sudah
mempunyai  kekuatan mengikat (Pasal 1338 BW). Namun
demikian dadalam BW ada juga perjanjian-perjanjian yang
hanya berlaku sesudah berlaku penyerahan barang. Misanya
perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 BW), pinjam pakai
(Pasal 1740 BW). Perjanjian yang terakhir ini dinamakan
perjanjian riil yang merupakan peninggalan hukum Romawi.
h. Perjanjian-perjanjian yang istimewa sifatnya

1) Perjanjian liberatoir; yaitu perjanjian para pihak yang
membebaskan diri dari kewgiban yang ada, misanya
pembebasan hutang (kwijschelding) terdapat dalam Pasal
1438 BW.

2) Perjanjian  pembuktian  (bewijsovereenkomst);  yaitu
perjanjian antara para pihak untuk menentukan pembuktian
apakah yang berlaku diantara mereka.

3) Perjanjian untung-untungan, misalnya : perjanjian asurans,
Pasal 1774 BW.

4) Perjanjian publik, yaitu perjanjian yang sebagian atau
seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu

pihak bertindak sebagai pemerintah.
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Sementara itu, terkait dengan berakhirnya suatu perjanjian dapat

disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

a Para pihak telah menetapkan daam perjanjian, kapan
perjanjian itu berakhir;

b. Undang-undang telah menentukan batas waktu berlakunya
suatu perjanjian, misalnya berdasarkan Pasal 1066 ayat (3) jo
ayat (4) BW memberikan batas waktu untuk perjanjian yang
dibuat oleh para ahli waris mengenai kesepakatan untuk tidak
melakukan pemecahan harta warisan, batas waktu yang
diberikan oleh undang-undang adalah 5 tahun;

c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa
perjanjian akan berakhir karena terjadinya suatu peristiwa
tertentu, misalnya perjanjian pemberian kuasa akan berakhir
atau hapus dengan meninggalnya orang yang memberikan
kuasanya (Pasal 1813 BW);,

d. Adanya pernyataan penghentian perjanjian yang dilakukan
oleh salah satu atau kedua belah pihak yang sifatnya
sementara. Misalnya para penyewa bermaksud menghentikan
sewanya sebelum waktu sewa berakhir;

e. Adanya putusan hakim yang menghapuskan perjanjian itu;

f. Tujuan perjanjian telah tercapai;

g. Dengan adanya persetujuan para pihak sepakat untuk
mengakhiri perjanjian yang mereka buat dengan anggapan
bahwa mereka tidak mempunyai kepentingan lagi terhadap

perjanjian tersebut.
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Menilik macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian-
perjanjian itu dibagi dalam tiga macam, yaitu:*
1. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang;
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu;

3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu

Perjanjian jenis pertama, misalnya jua bei, tukar-menukar,
penghibahan, sewa-menyewa, pinjam pakai. Sedangkan untuk perjanjian jenis
kedua, misanya perjanjian untuk membuat suatu lukisan, perjanjian
perburuhan, perjanjian untuk membuat sebuah garasi dan lain sebagainya.
Selanjutnya untuk perjanjian jenis ketiga, misalnya perjanjian untuk tidak
mendirikan tembok, perjanjian untuk tidak mendirikan suatu perusahaan yang
sejenis dengan kepunyaan orang lain dan lain sebagainya. **

Sebelum melaksanakan suatu perjanjian, lebih dahulu harus ditetapkan
secara tegas dan cermat apa sgjais perjanjian tersebut, atau dengan kata lain,
apa sgja hak dan kewajiban masing-masing pihak. Menurut Pasal 1339 BW,
suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas
dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut
sifat perjanjian diharuskan (diwagjibkan) oleh kepatutan, kebiasaan dan
undang-undang. Dengan demikian, setiap perjanjian diperlengkapi dengan

aturan-aturan yang terdapat dalam undangundang, dalam adat kebiasaan,

% Subekti; Op Cit. h. 36
* Ibid
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sedangkan kewagjiban-kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan harus juga
diindahkan. *°

Daam hubungannya dengan pelaksanaan perjanjian juga harus
mengetahui dengan cermat apa yang dimaksudkan oleh para pihak dengan
mengucapkan atau menulis perkataan-perkataan tersebut. Proses tersebut
dinamakan menafsirkan perjanjian. Pedoman utama penafsiran perjanjian
ialah jika kata-kata suatu perjanjian jelas, maka tidaklah diperkenankan untuk
menyimpang dari padanya dengan jalan menafsirkan. Pedoman-pedoman lain
yang penting daam menafsirkan suatu perjanjian adalah: *°

a) Jikakata-kata suatu perjanjian dapat diberikan berbagai macam penafsiran
maka harusah disdidiki maksud kedua belah pihak yang membuat
perjanjian itu daripada memegang teguh arti kata-kata menurut huruf.

b) Jika suatu janji beriskan dua macam pengertian maka harus dipilih
pengertian yang sedemikian rupa yang memungkinkan janji itu
dilaksanakan, daripada memberikan pengertian yang tidak memungkinkan
suatu pel aksanaan.

c) Jika kata-kata dapat memberikan dua macam pengertian, maka harus
dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian.

d) Apa yang meragu-ragukan harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi
kebiasaan dinegeri atau ditempat dimana perjanjian diadakan.

€) Semua janji harus diartikan dalam hubungan satu sama lain; tiap janji

harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya.

% gSubekti, Op Cit, h. 39
% |bid, hal. 44
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f) Jika ada keragu-raguan, maka suatu perjanjian harus ditafsirkan atas

kerugian orang yang telah meminta diperjanjikan sesuatu hal dan untuk

keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu.

Perkataan Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti

prestasi buruk. Apabila si berutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya,

maka dikatakan telah melakukan wan prestasi. la alpa atau lalai atau ingkar

janji. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam:*’

a

b.

tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana
dijanjikan;

melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;

mel akukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Terhadap kelalaian atau kealpaan s berutang, diancamkan beberapa

sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi

debitur yang lalai ada empat macam, yaitu; 1) membayar kerugian yang

diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi; 2)

pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian; 3)

penilaian resiko; 4) membayar biaya perkara, kalau sampa diperkarakan

didepan hakim. Menginggat wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang

begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah s berutang

3" Subekti, Op Cit, h. 45

Tesis
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melakukan wanprestas atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus

dibuktikan dimuka hakim.®

2.1.2. Tinjauan Umum Kerjasama Operas (KSO)

Perjanjian Kerjasama Operass (KSO) sebagar wadah yang
mempertemukan kepentingan satu pihak dengan pihak lain menuntut bentuk
pertukaran kepentingan yang adil. Oleh karena itu dalam Kerjasama Operasil
(KSO) tersebut harusah termuat hak dan kewgjiban para pihak secara
seimbang dan proporsional. Hubungan bisnis yang terjalin diantara para
pihak dalam perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) pada umumnya
bertujuan untuk saling bertukar kepentingan, Roscoe & Pound memberikan
definisi kepentingan atau interest adalah “a demand or desire which human
beings, either individualty or through groups or associations an relations
seek to satisty” (kepentingan sebagal suatu tuntutan atau hasrat yang ingin
dipuaskan manusia, baik secaraindividu ataupun kelompok asosiasi.*

Berangkat dari pemahaman yang berasal dari Pasal 1320 BW sebagai
Ssyarat umum suatu perjanjian, maka pada dasarnya Perjanjian Kerjasama
Operas (KSO) juga mendasarkan pada pasal ini sebagai syarat umum
lahirnya suatu perjanjian. Proses terjadinya Perjanjian Kerjasama Operasional
(KSO) itu sendiri didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang dilakukan

oleh para pihak yang telah memenuhi persyaratan menurut hukum.

38 Qubekti, loc cit

39 Johanes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, Hukum Bisnis dalam Presepsi Manusia
Modern, Refika Aditama, Bandung, 2003, h. 227.
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Pelaksanaan praktek perjanjian apapun namanya hanya dapat
dilahirkan bila para pihak tersebut bersepakat bahwa apa yang diperjanjikan
harus dilaksanakan masing-masing pihak. Untuk itulah masing-masing pihak
yang akan membuat suatu perjanjian Kerjasama Operas (KSO) haruslah
orang yang cakap menurut hukum, karena pada dasarnya setiap orang yang
sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap dan mampu untuk berbuat
menurut hukum.

Memandang dari sudut rasa keadilan, bahwa perlunya orang membuat
suatu perjanjian berarti masing-masing pihak pasti akan terikat oleh
perjanjian itu dan menyadari penuh akan tanggung jawab yang dipikulnya
melalui perbuatan yang dilakukan, sedangkan dari sudut tertib hukum karena
para pihak yang membuat suatu perjanjian berarti pihak tersebut akan
mempertaruhkan kepentingannya. Begitu juga dengan perjanjian Kerjasama
Operas (KSO), untuk menjamin kepastian hukumnya perjanjian Kerjasama
Operas (KSO) ini mengacu pada pengaturan perjanjian yang terdapat dalam
Pasal 1313 BW yang menyatakan bahwa persetujuan atau perjanjian adalah
suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang lain atau lebih.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
Nomor 39, Kerjasama Operasi (KSO) adalah “perjanjian antara dua
pihak atau lebih dimana masing-masing sepakat untuk melakukan usaha
bersama dengan menggunakan asset dan atau hak usaha yang dimiliki dan
secara bersama-sama menanggung resiko usaha tersebut”. Adapun pihak

yang terikat dalam KSO adalah investor sebagal pihak yang menyediakan
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dana, baik seluruh atau sebagian, untuk memungkinkan asset atau hak usaha
pemilik asset diberdayakan atau dimanfaatkan dalam KSO dan pemilik asset
sebagai pihak yang memiliki aset atau hak penyelenggaraan usaha tertentu
yang dipakai sebagai objek atau sarana KSO.

Dalam bisnis pertukaran kepentingan para pihak senantiasa
dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis mengingat setiap langkah bisnis
adalah langkah hukum. Upaya mencari makna proporsionalitas merupakan
proses yang tidak mudah, bahkan seringkali tumpang tindih dalam
pemahamannya dengan asas keseimbangan. Pada hakekatnya asas
keseimbangan dan asas proporsionaitas tidak dapat dipisahkan
keberadaannya dalam perjanjian Kerjasama Operasi (KSO). Namun demikian
sesederhana apapun pemahaman tersebut masih dapat ditarik benang merah
melalui pemahaman yang lebih komprehensif untuk membedakan keduanya.
Pemikiran mengenai asas proporsionalitas dalam suatu perjanjian Kerjasama
Operas (KSO) perlu dikemukakan di samping asas keseimbangan. Untuk
membedakan keduanya pertama-tama dapat ditelusuri dari makna leksikal
dari kedua makna tersebut. Dalam beberapa kamus terhadap kedua istilah
tersebut di atas ada yang membedakan artinya, namun juga ada yang
menyamakan maknanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,

keseimbangan berarti keadaan seimbang, setimpal, sama berat atau
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sebanding, sedangkan kata proporsionalitas atau proporsiona berarti sesuai
dengan proporsi, sebanding, berimbang.*°

Dunia bisnis selalu ditandai oleh keinginan untuk melakukan investasi
pada usaha yang menguntungkan dengan resiko yang kecil. Keinginan dunia
bisnis untuk melakukan investasi seringkali melebihi kemampuan satu entitas
usaha untuk menyediakan dana. Seorang pengusaha yang memiliki peluang
investasi, tetapi tidak memiliki dana atau asset yang cukup, akan berusaha
mengajak mitra usaha untuk memanfaatkan peluang tersebut guna mencapai
tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini, biasanya para pelau bisnis akan
membentuk Kerjasama Operasi (KSO).

Pemilik asset dengan investor ini sendiri terikat dalam suatu hubungan
hukum sebagaimana layaknya diatur pada Buku II1 BW tentang Perikatan,
yang melandasi hubungan hukum antara investor dengan pemilik asset dalam
KSO sendiri adalah hubungan hukum yang didasarkan atas persetujuan, jadi
didasarkan atas perikatan yang lahir karena persetujuan antara para pihak.

Merujuk pada pasal 1338 ayat (1) BW bahwa semua perjanjian yang
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya. Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) BW sebagaimana tersebut di atas
mengandung dua pengertian pokok yaitu: 1) semua perjanjian yang dibuat
secara sah, dan 2) berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

membuatnya.

40 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Balai Pustaka, Jakarta, 1995, h. 573 dan h. 790.
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Menurut Subekti cara menyimpulkan asas kebebasan berkontrak ini
adalah dengan jalan menekankan pada perkataan “semua’ yang ada di muka
perkataan perjanjian.** Perkataan “semua’ menekankan pada kebebasan para
pihak dalam membuat perjanjian apa sgja, dengan bentuk atau format apapun
(tertulis, lisan, otentik, non otentik, sepihak serta dengan isi atau substansi
sesuai dengan yang diinginkan oleh para pihak) hanya sga ada suatu
batasannya yaitu asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang,
ketertiban umum dan kesusilaan.*

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 1313 BW, Subekti mengartikan
perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain
atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.*®
Dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu, dan
dalam ha ini yang perlu diketahui adalah segjak kapan pihak-pihak yang
membuat perjanjian atau persetujuan tersebut saling terikat satu sama lain
disertai dengan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

Pasal 1338 ayat (1) BW ini sendiri merupakan perwujudan asas
kebebasan berkontrak serta merupakan asas yang menduduki posisi sentral
dalam hukum kontrak/perjanjian, meskipun asas ini sendiri stidak dituangkan
menjadi aturan hukum, namun mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam
hubungan kontraktual para pihak.** Asas kebebasan berkontrak itu sendiri

pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak

“! Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 1995, h. 4-5.

“2 Agus Y udha Hernoko, Op. cit., h. 94-95.

3 Subekti, Op. cit, h. 1.

“ Mariam Darus Badrulzaman, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku |11 Tentang
Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Alumni, Bandung, 1996, h. 110.
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asas manusia yang perkembangannya dilandas semangat liberalisme yang
mengagungkan kebebasan individu.*® Asas kebebasan berkontrak ini
mempunyai hubungan erat dengan asas konsensualisme dan asas kekuatan
mengikat yang terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) BW.*

Kerjasama Operasi berlandaskan hukum perdata umumnya. Hukum
Perikatan khususnya, sehingga hak, kewajiban, kepemilikan, pola kepemilikan
asset, pola bagi pendapatan-beban-hasil akibat perikatan tersebut hendaknya
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*’

Hubungan hukum dalam KSO sendiri mempunyai kekuatan mengikat
apabila telah dibuat dengan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian.
Mengenai syarat sahnya perjanjian sendiri diatur pada Pasal 1320 BW yang
berbunyi sebagai berikut:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;
1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok hal tertentu;

4. suatu sebab yang diperbolehkan.

Pengertian sepakat mereka yang mengikatkan dirinya sendiri
mengandung makna “para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau
ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing,

yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan atau

> Agus Y udha Hernoko, Op. cit., h. 93-94.

% Mariam Darus Badrulzaman, Kompilass Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2001, h. 84.

4" Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 39; Akuntasi K erjasama Operasi, h. 1
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penipuan”.*® Jadi dalam hal ini dikatakan terdapat kata sepakat bagi yang
membuat perjanjian apabila ada kemauan yang bebas para pihak, dalam arti
perjanjian dibuat tanpa adanya paksaan, penipuan maupun kekhilafan (dwang,
dawaling en bedrog) di dalamnya. Perihal sepakat dalam perjanjian sendiri
tunduk pada asas konsensual yang maksudnya sepakat kedua belah pihak telah
mel ahirkan perjanjian.
Mengenai sepakat antara para pihak dalam suatu perjanjian sendiri
terdapat 4 (empat) teori sebagai berikut:
1) Uitingstheorie (teori saat melahirkan kemauan).
Menurut teori ini perjanjian terjadi apabila atas penawaran telah dilahirkan
kemauan menerimanya dari pihak lain dan kemauan ini dapat dikatakan
telah dilahirkan.
2) Verzend theorie (teori saat mengirimkan surat penerimaan)
Menurut teori ini perjanjian terjadi pada saat surat penerimaan dikirimkan
kepada penawar.
3) Ontvangstheorie (teori saat penerimaan surat penerimaan)
Menurut teori ini perjanjian terjadi pada saat menerima surat penerimaan
sampai di alamat penawar.
4) Vernemings theori (teori saat mengetahui surat penerimaan)
Menurut teori ini perjanjian baru terjadi apabilas penawar telah membuka

dan membaca surat penerimaan itu.*®

“Riduan Syahrani, Op. cit., h. 214.
9 bid.
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Sebagal suatu kesepakatan, maka tidak cukup hanya penawaran sgja
melainkan disertai dengan penerimaan (akseptasi). Kesepakatan mengandung
pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing
untuk menutup sebuah perjanjian, pernyataan pihak yang satu cocok dengan
penyataan pihak lain.>

Sementara itu, kecakapan untuk membuat suatu perikatan maksudnya
pihak-pihak yang membuat perjanjian telah cakap dalam melakukan suatu
perbuatan hukum. Menurut ketentuan pada Pasa 1329 BW “ cakap untuk
membuat suatu perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak
dinyatakan tak cakap”. Dikatakan tidak cakap bertindak menurut hukum
menurut Pasal 1330 angka 1 dan 2 BW yaitu: 1) orang-orang yang belum
dewasa, 2) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan 3) orang-orang
perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada
umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat
perjanjian-perjanjian tertentu (ketentuan ayat 3 pada pasal ini dengan
berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 telah dihapuskan karena pada Pasal 31
UU Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan hal dan kedudukan suami isteri adalah
seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan pebuatan hukum).

Sedangkan menurut ketentuan dalam Pasal 330 BW dikatakan belum
dewasa adalah “mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu
tahun, dan tidak terlebih dahulu telah kawin”. Menurut Pasal 47 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan anak yang telah mencapai

*Nieuwenhuis (terjemahan Djasadin Saragin), Pokok-pokok Hukum Perikatan, 1985,
hal. 2.
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umur 18 (delapan belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan perkawinan
dapat melakukan perbuatan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan.

Suatu hal tertentu sendiri maksudnya perjanjian yang dibuat tersebut
harus ada obyek yang diperjanjikan sebagai suatu hal tertentu, maksudnya
harus ada obyek yang diperjanjikan untuk diserahkan atau dibuat oleh
pihakyang terikat dalam perjanjian tersebut. Obyek yang diperjanjikan dalam
perjanjian menurut Pasal 1333 BW setidak-tidaknya harus tertentu, harus
ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan
dikemudian hari dapat ditentukan atau diperhitungkan. Sedangkan menurut
Pasal 1334 BW bahwa barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat
menjadi obyek perjanjian.

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa barang yang belum ada yang
dijadikan obyek perjanjian tersebut dapat dalam pengertian mutlak (absolute)
dan dapat dalam pengertian relative (nisbi).>*

Daam ha ini, suatu perikatan yang obyeknya tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 1333 BW adalah batal. Namun
demikian, berdasarkan ketentuan pada Pasal 1334 BW bahwa barang-barang
yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek persetujuan kecuali
jikadilarang oleh undang-undang secarategas.

Perjanjian yang dibuat tersebut obyeknya haruslah diperkenankan,
maksudnya tidak dilarang oleh undang-undang, ketertiban umum maupun

kesusilaan. Hal ini berarti dalam perjanjian yang dibuat mungkin terjadi :

*1 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Sumur Bandung, 1991,
h.22-23.
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1) perjanjian tanpa sebab;
2) perjanjian dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, dan
3) perjanjian dengan suatu sebab yang diperkenankan.

Ketentuan di atas merujuk pada Pasal 1335 dan Pasal 1337 BW,
mengenai perkataan “sebab” terdapat beberapa interpretasi dari para sarjana
yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:>* Pasal 1335 BW menentukan
bahwa suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab
yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.

Sedangkan Pasal 1337 BW menentukan bahwa suatu sebab adalah
terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu
bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

1) Perkataan sebab sebagal salah satu syarat perjanjian adalah sebab dalam
pengertian ilmu pengetahuan hukum yang berbeda dengan pengertian ilmu
pengetahuan lainnya;

2) Perkataan sebab itu bukan pula motif (desakan jiwa yang mendorong
seseorang melakukan perbuatan tertentu) karena motif adalah soal bathin
yang tidak diperdulikan oleh hukum;

Perkataan sebab secara letterlijk berasal dari perkataan oorzaak atau
causa yang menurut riwayatnya bahwa yang dimaksud dengan perkataan itu
dalam perjanjian adalah tujuan yakni apa-apa yang dimaksudkan oleh kedua

pihak dengan mengadakan perjanjian.

2 Vollmar, Inleiding tot de studie van het Nederlands Burgerlijk Recht, Terjemahan
Adiwimarta, Gajahmada, Y ogyakarta, 1962, h. 127.
%3 | bid.
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Sehubungan dengan perjanjian pada umumnya terdapat tiga azas
hukum kontrak dan perkecualiannya, yaitu:>*

a. Azas kebebasan berkontrak (menurut bentuk dan isi) dengan perkecualian
kontrak-kontrak formal dan riil (bentuk) dan syarat causa yang
diperbolehkan (isi);

b. Azas daya mengikat kontrak (perkecualian: daya pembatas itikad baik dan
overmacht), dan

c. Azas bahwa perjanjian hanya menciptakan perikatan di antara para pihak
yang berkontrak (perkecualian janji demi kepentingan pihak ketiga).

Makna dari pengertian perjanjian yang dibuat secara sah bila berangkat
dari rumusan Pasal 1338 ayat (1) BW istilah “secara sah” bermakna bahwa
dalam pembuatan perjanjian yang sah (menurut hukum - Pasal 1320 BW)
adalah mengikat karena di dalam asas ini terkandung “kehendak para pihak”
untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan di antara para
pihak terhadap pemenuhan perjanjian. Dalam Pasal 1320 BW terkandung asas
esensia dari hukum yaitu asas konsensualitas yang menentukan adanya
perjanjian. Di dalam asas ini terkandung kehendak para pihak untuk saling
mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan di antara para pihak terhadap
pemenuhan perjanjian. Asas kepercayaan merupakan nilai etis yang
bersumber pada moral.>®

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana diatur

oleh ketentuan Pasal 1338 ayat (3) BW. Sehubungan dengan norma yang

*Ibid, h. 152.
*Ibid., h. 105-106
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bersumber pada itikad baik maksudnya pel aksanaan kontrak itu harus berjalan
dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Jadi ukuran-
ukuran obyektif dijadikan dasar untuk menilai pelaksanaan tadi. Pelaksanaan
perjanjian harus berjalan di atas rel yang benar.>®

Hal yang juga perlu diperhatikan dalam penerapan asas kebebasan
berkontrak, dimana perjanjian yang dibuat tidak hanya mengikat apa yang
dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang
menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau
undang-undang sesuai dengan pasal 1339 BW. Jadi meskipun perjanjian yang
dibuat telah dicapai kata sepakat mengenai isi perjanjian, perjanjian tersebut
juga harus memperhatikan segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan
dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Dengan
demikian setiap kontrak diperlengkapi dengan aturan-aturan yang terdapat
dalam undang-undang, dalam adat kebiasaan (di suatu tempat dan dikalangan
tertentu), sedangkan kewajiban-kewagjiban yang diharuskan oleh kepatutan
(norma-norma kepatutan) harus juga diindahkan.*’

Ketentuan Pasal 1339 BW tersebut termasuk dalam asas mora
perjanjian. Asas moral terlihat dari suatu perbuatan secara sukarela dari
seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi
dari pihak debitor. Juga hal ini terlihat di dalam zaakwaarneming, di mana

seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang

% |bid., h. 13.
®*"Hasanuddin Rahman,Loc. Cit.
51
Tesis PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI PROYEK LINNA NINDYAHWATI

PEMBANGUNAN JALAN TOL / FREEWAY PAKET 2 SAMBOJA
— PALARAN 1 KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 01/KSO/WRM/XII/2010



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan
menyel esaikan perbuatannya.®®

Perihal norma yang ikut mengisi suatu kontrak terdapat 3 (tiga) sumber
di antaranya:

1) undang-undang,
2) kebiasaan dan
3) kepatutan.

Mengenai hal ini Mariam Darus Badrulzaman menyebutnya dengan
asas kepatutan yang menyatakan bahwa asas ini dituangkan dalam pasal 1339
BW asas kepatutan di sini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.
Asas kepatutan ini menurut Mariam Darus Badrulzaman harus dipertahankan
karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa
keadilan dalam masyarakat.” Ketiga sumber norma di atas dapat dilihat dari
ketentuan Pasal 1338 BW dimana perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, perjanjian tersebut
tidak dapat ditarik selain dengan sepakat kedua belah pihak, dan perjanjian
tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Batasan kebebasan berkontrak salah satu di antaranya adalah dengan
memperhatikan kebiasaan yang berangkat dari pengertian Pasal 1347 BW
bahwa syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan harus
dianggap telah termasuk dalam persetujuan, walaupun tidak dengan tegas

dimasukkan dalam persetujuan.

%8 Mariam Darus Badrulzaman, Op. cit., h. 89.
*Ibid.
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Memperhatikan hal sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan
kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian perlu memperhatikan hal-hal
sebagal berikut:

a. memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian;

b. untuk mencapai tujuan para pihak, kontrak harus memenuhi causg;

c. tidak mengandung causa yang palsu atau dilarang undang-undang;

d. tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, kesusilaan dan
ketertiban umum;

e. harus dilaksanakan dengan itikad baik.*

Perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak jika telah memenuhi syarat
sahnya perjanjian, dibuat dengan suatu sebab dan sebab tersebut tidak dilarang
oleh undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, dilaksanakan dengan
itikad baik dan juga memperhatikan norma yang ikut mengisi suatu kontrak,
terdapat 3 (tiga) sumber di antaranya: undang-undang, kebiasaan dan
kepatutan, maka perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sebagaimana
mengikatnya undang-undang. Perjanjian tersebut mengikat pada saat kedua
belah pihak mencapai kata sepakat mengena hal-hal pokok, sesuai dengan
pendapat Subekti bahwa “ pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul
karenanya itu sudah dilahirkan sgjak detik tercapainya kesepakatan. Dengan
kata lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal

yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas’.®

% Agus Yudha Hernoko, Op. cit., h. 103
¢! Subekti, Op. Cit., h. 15.
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Namun dalam hubungannya dengan perjanjian, terjadi suatu
penyimpangan mengenai saat mengikatnya suatu perjanjian yaitu ketika
perjanjian telah dibuat secara tertulis sebagal syarat-syarat khusus sahnya
perjanjian/kontrak. Oleh karena itu telah tepat jika Subekti mengartikan
kontrak “kontrak adalah lebih sempit daripada perjanjian karena ditujukan
kepada perjanjian atau persetujuan tertulis’.®?

Pada KSO pemilik asset adalah sebagai pengguna jasa sedangkan
kontraktor adalah penyedia jasa yang terikat dalam kontrak kerja konstruksi
yang dapat orang perorangan maupun badan hukum baik swasta maupun
pemerintah. Kontrak jasa konstruksi dimana pengguna jasa konstruksi adalah
pemerintah, maka sebagal konsekuensi pemanfaatan instrument hukum
perdata oleh pemerintah khususnya hukum kontrak, dalam pengelolaan urusan
pemerintah yang lazim disebut sebagai kontraktualisasi (contractualization)
terjadi percampuran antara elemen privat dan public dalam hubungan
kontraktual yang terbentuk.®®

Adanya unsur pemerintah atau publik inilah yang membedakan antara
kontrak pada umumnya dengan kontrak konstruksi sehingga kontrak
konstruksi membawa implikasi berbeda akibat percampuran antara elemen
privat dan elemen publik. Implikasi yang berbeda pada kontrak konstruksi ini
baik mengenai keabsahan dalam pembentukan kontrak, juga pada aspek
pelaksanaan serta penegakan hukumnya. Adanya unsur hukum publik

menyebabkan aturan dan prinsip dalam kontrak privat tidak sepenuhnya

®2| bid.
%3y ohanes Sogar Simamora, Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak dan Pengadaan
Barang dan Jasa, LaksBang PRESSindo, Y ogyakarta, 2009, h 14
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berlaku bagi kontrak yang dibuat oleh pemerintah melalui kontrak kerja
konstruksinya.

Pengguna jasa dari unsur pemerintah adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan barang dan/atau jasa milik negara/daerah di masing-
masing Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi
(selanjutnya disebut K/L/D/I) lainnya. Pengguna jasa dilimpahkan dari
pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran (selanjutnya disebut
PA/KPA) kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK.
Menurut Pasal 1 ayat 7 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah PPK adalah pegabat yang bertanggung jawab atas
pel aksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Menurut Sogar Simamora kontrak kerja konstruksi meliputi tiga
bidang pekerjaan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pada
prinsipnya, pelaksanaan masing-masing jenis pekerjaan ini harus dilakukan
oleh penyedia jasa secara terpisah dalam suatu pekerjaan konstruksi dengan
tujuan untuk menghindari konflik kepentingan. Dengan demikian tidak
dibenarkan ada perangkapan fungsi, misanya pelaksana konstruksi
merangkap konsultan pengawas atau konsultan perencana merangkap
pengawas.*

Pejabat pembuat komitmen menurut Pasal 11 UU No. 18 Tahun 1999
tentang Jasa Konstrukss mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai

berikut :

®Ibid., h. 253
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a. Menetapkan rencana pel aksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

1. HargaPerkiraan Sendiri (HPS);

2. Spesifikasi teknis Barang/Jasa.

3. Rancangan Kontrak.

Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

Menandatangani Kontrak.

Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa.

Mengendalikan pel aksanaan Kontrak.

Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada

PA/KPA.

0. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA
dengan Berita Acara Penyerahan.

h. Melaporkan kemagjuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan
hambatan pel aksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan.

i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa.

~oQoo0oT

Sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ayat (1) Perpres No. 54
Tahun 2010 sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) harus memenunhi
persyaratan yang disebutkan pada Pasal 12 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun
2010 yaitu memiliki integritas, memiliki disiplin tinggi; memiliki tanggung
jawab dan kualifikasi teknis serta mangerial untuk melaksanakan tugas;
mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan
dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN; menandatangani Pakta
Integritas; tidak menjabat sebagai pengelola keuangan; dan  memiliki
Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

Memperhatikan uraian di atas, dapat dijelaskan dasar hukum kontrak
kerja konstruks setelah berlakunya UU No. 18 Tahun 1999 tidak lagi
didasarkan atas perjanjian pemborongan sebagaimana yang hanya diatur
dalam BW, melainkan berdasarkan atas segala peraturan perundang-undangan
terkait kontrak jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun

1999 beserta peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 59 Tahun 2010 tentang
56

Tesis PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI PROYEK LINNA NINDYAHWATI
PEMBANGUNAN JALAN TOL / FREEWAY PAKET 2 SAMBOJA
— PALARAN 1 KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 01/KSO/WRM/XI1/2010



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Perubahan Atas PP No. 29 Tahun 2000, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti dari
Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 juga menjadi dasar perjanjian
Kontrak Konstruksi apabila Pemerintah terlibat sebagai kontraktan.

Berangkat dari pengertian kontrak sendiri, pada dasarnya terdapat dua
pihak yang saling terikat, demikian pula dalam kontrak jasa konstruksi yang
terdiri atas pengguna jasa dan penyedia jasa. Pengguna jasa adalah orang
perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek
yang memerlukan layanan jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1
ayat 3 UU No. 18 Tahun 1999, sedangkan penyedia jasa adalah orang
perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa
konstruks sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 4 UU No. 18 Tahun
1999. Penyedia jasa menurut Pasal 1 angka 12 Perpres Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa K onsultansi/Jasa Lainnya.

Menurut Pasal 19 ayat (1) Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
persyaratan untuk menjadi penyedia jasa adalah memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha; memiliki
keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan mangjeria untuk menyediakan
Barang/Jasa; memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia
Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan
pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman sub-kontrak; dikecualikan

bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
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memiliki sumber daya manusia, modal, peradatan dan fasilitas lain yang
diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa; dalam ha Penyedia Barang/Jasa
akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai
perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan
dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; memiliki kemampuan pada
bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi
kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha
non-kecil; memiliki Kemampuan Dasar untuk usaha non-kecil, kecuali untuk
Pengadaan Barang dan Jasa Konsultasi.

Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 28 Tahun 2000
sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 92 Tahun 2010 Tentang
Perubahan Kedua Atas PP Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran
Serta Masyarakat Jasa Konstruksi. Lembaga yang dimaksud dengan organisasi
sebagaimana dimaksud dalam UU No. 18 Tahun 1999 yang bertujuan untuk
mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional dalam pembentukannya
dinamakan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (yang selanjutnya
disingkat LPJK).

Tugas dari lembaga itu sendiri berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UU No.
18 Tahun 1999 adal ah:

a. Melakukan atau mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;

b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi;

c. Melakukan registrasi  tenaga kerja konstrukss yang —méliputi
klasifikasi kualifikasi dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja;

d. Melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi;

e. Mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi dan penilai ahli di
bidang jasa konstruksi.
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Dalam rangka melaksanakan tugas lembaga, dalam Pasal 28 ayat (2)
PP Nomor 28 Tahun 2000 lembaga diberi kewenangan untuk
mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi, menyusun model
dokumen lelang, model kontrak kerja konstruksi dan pedoman tata cara
pengikatan, melakukan sosialisasi penerapan standar nasional, regional dan
internasional serta mendorong penyedia jasa untuk mampu bersaing di pasar
nasional maupun internasional .

Pgjabat pembuat komitmen menurut Pasal 11 Perpres Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah mempunyal tugas pokok dan kewenangan sebagai
berikut:

a. Menetapkan rencana pel aksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang melipuiti:

1. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

2. Spesifikas teknis Barang/Jasa.

3. Rancangan Kontrak.

Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

Menandatangani Kontrak.

Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa.

Mengendalikan pelaksanaan Kontrak.

Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada

PA/KPA.

Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA

dengan Berita Acara Penyerahan.

h. Melaporkan kemaguan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan
hambatan pel aksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan.

i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa.

~popoT

@

Sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasa 11 ayat (1)
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka
sebagai pegabat pembuat komitmen harus memenuhi  persyaratan
sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 ayat (2) yaitu memiliki integritas;

memiliki disiplin tinggi; memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis
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serta mangjerial untuk melaksanakan tugas; mampu mengambil keputusan,
bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak
pernah terlibat KKN; menandatangani Pakta Integritas; tidak menjabat
sebagal pengelola keuangan; dan memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan
Barang/Jasa.

Menurut ketentuan pada Pasal 30 ayat (1) Keputusan Presiden
Nomor 80 Tahun 2003 kontrak pengadaan barang/jasa atau disebut juga
Kontrak kerja konstruksi dibedakan atas :

a Berdasarkan bentuk imbalan:

e Kontrak lump sump adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas
penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan
jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin
terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung
oleh penyedia barang/jasa.

e Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas
penyelesaian seluruh  pekerjaan dalam batas waktu tertentu,
berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/
unsur pekerjaan dengan spesifiaks teknis tertentu, yang volume
pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara.

e Kontrak terima jadi (turn key) adalak kontrak pengadaaan barang/jasa
pemborongan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu
tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampa seluruh

bangunan/konstruksi, peralatan dan jaringan utama maupun
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penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria
kinerja yang telah ditetapkan.

e Kontrak presentase adalah kontrak pelaksanaan jasa konsultasi
dibidang konstruksi atau pekerjaan pemborongan tertentu, dimana
konsultan yang bersangkutan menerima imbalan jasa berdasarkan
persentase tertentu dari nilai pekerjaan fisik konstruksi tersebut.

b. Berdasarkan jangka waktu pelaksanaan:

e Kontrak tahun tunggal adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang
mengikat dana anggaran untuk masa 1 (satu) tahun anggaran.

e Kontrak tahun jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang
mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran
yang dilakukan atas persetujuan oleh Menteri Keuangan untuk
pengadaan yang dibiayai APBN, Gubernur untuk pengadaan yang
dibiayai APBD Provins, Bupati/Walikota untuk pengadaan yang
dibiayai APBD Kabupaten/ Kota.

c. Berdasarkan jumlah pengguna barang/jasa:

e Kontrak pengadaan tunggal adalah kontrak antara satu unit kerja atau
satu proyek dengan penyedia barang/jasa tertentu untuk
menyel esaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu sesuai dengan
kegiatan bersama yang jelas dari masing-masing unit kerja dan

pendanaan bersama yang dituangkan dalam kesepakatan bersama

Daam Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ada perubahan

istilah dan penambahan mengenai jenis kontrak dalam Pasal 30 Keputusan
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Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang diatur didalam Pasal 50 Perpres
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni:

a. Kontrak berdasarkan cara pembayaran;

b. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran;

c. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan; dan

d. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan.

Pada KSO pembuatan jembatan dan jalan pihak pemerintah tidak
hanya sebagai pemilik asset yang harus dibangun dan dibiayai sendiri oleh
kontraktor, melainkan dibiayai oleh pemerintah selaku pemilik asset. Pada
kondisi pemilik asset juga sebagal yang membiayai pembangunan jembatan
dan jalan tol, berarti tidak terjadi hal yang menjadi karakteristik dalam suatu

kontrak KSO yakni bangun, kelola dan serah (BKYS).

2.2. Kewajiban Para Pihak Antar Anggota K erjasama Operasi (K SO)
Dimaksud hubungan hukum antar anggota KSO dalam penulisan ini
adalah hubungan antara pihak-pihak sebagai penyedia jasa yang mengerjakan
proyek jalan tol/bebas hambatan/freeway Balikpapan-Samarinda Paket
Samboja-Palaran 1 Kalimantan Timur.
Berangkat dari pengertian terminologi, maka Perjanjian Kerjasama
Operas (KSO) adalah, “Usaha yang digotong bersama-sama atau bersifat

kerjasama dalam bidang ekonomi”

% Ipm Ranuhandoko, Terminologi Hukum, Inggris — Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,
1996, h. 174.
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Adapun pihak-pihak yang dimaksud dalam Perjanjian KSO ini adalah
PT Waskita Karya (Persero), PT Rimba Ayu Kencana dan PT Marinda
Utama Karya Subur yang telah mencapal kata sepakat mengenai hal-hal
pokok yang diperjanjikan dalam kontrak KSO yang tertuang pada Perjanjian
Kerjasama Operass Dalam Rangka Program Pembangunan Jalan Dan
Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Tol/Bebas Hambatan/ Freeway
Balikpapan-Samariunda Paket Samboja Palaran | dengan Nomor
OVKSO/WRM/XI11/2012 tertanggal 20 Desember 2012 berikut dengan
addendum perjanjian Nomor : ADD 1/ 1/ KSO/ WRM / V11 / 2011 tertanggal
6 Juli 2011.

Para pihak yang telah sepakat dalam perjanjian KSO tersebut terikat
dalam perikatan yang lahir karena perjanjian serta yang dibuat dengan
memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal
1320 BW, sebagaimana yang telah dikutip pada uraian sebelumnya yaitu
sepakat mereka yang membuat perjanjian, kecakapan bertindak dalam
hukum, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang diperkenankan.

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna “para
pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan
atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para
pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan atau penipuan”.®® Jadi dikatakan
terdapat kata sepakat bagi yang membuat perjanjian apabila ada kemauan

yang bebas dalam arti perjanjian dibuat tanpa adanya paksaan, penipuan

®®Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 1998.
h. 214.
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maupun kekhilafan. Sepakat dalam perjanjian tersebut tunduk pada asas
konsensual, maksudnya sepakat kedua belah pihak telah melahirkan
perjanjian.

Dalam perjanjian kerjasama operasiona ini, pihak-pihak yang
membuat perjanjian yaitu PT Waskita Karya (Persero), PT Rimba Ayu
Kencana dan PT Marinda Utama Karya Subur telah mencapai kata sepakat
mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan yang berarti para pihak telah
sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak
masing-masing yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan,
kekeliruan atau penipuan”.®’ Jadi dikatakan terdapat kata sepakat bagi yang
membuat perjanjian apabila ada kemauan yang bebas dalam arti perjanjian
dibuat tanpa adanya paksaan, penipuan maupun kekhilafan. Perihal sepakat
dalam perjanjian, tunduk pada asas konsensual, maksudnya sepakat kedua
belah pihak telah melahirkan perjanjian. Sehingga syarat sepakat mereka
yang membuat perjanjian kerjasama operasional telah terpenuhi.

Pada dasarnya Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) merupakan
perjanjian equitability dengan unsur justice serta fairness.® Makna
equitability menunjukkan suatu hubungan kesetaraan, tidak berat sebelah dan
adil antara hak dan kewagjiban. Dalam perjanjian Kerjasama Operasi (KSO)
terdapat pertukaran hak dan kewagjiban para pihak sesuai proporsi atau

bagiannya. Untuk itu dalam kagjian perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) yang

®"Riduan Syahrani, Op. cit., h. 214.
e Peter Mahmud Marzuki, Asas-asas Kebebasan Berkontrak, Yuridika, Volume 18
Nomor 31 Mel Tahun 2003, h. 195.
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terjadi antara PT. Waskita Karya (Persero) Tbhk, PT. Rimba Ayu Kencana dan
PT. Marinda Utama Karya Subur dimuat suatu kriteria yang dapat dijadikan
pedoman untuk menemukan asas proporsionalitas dalam perjanjian
K erjasama Operasi (K SO) tersebut sebagai berikut :*°

1. Perjanjian Kerjasama Operasiona (KSO) yang bersubstansi asas
proporsionalitas adalah perjanjian yang memberikan pengakuan
terhadap hak, peluang dan kesempatan yang sama kepada para pihak
yang menentukan pertukaran yang adil bagi mereka. Kesamaan bukan
dalam arti kesamaan hasil melainkan pada posisi para pihak yang
mengandaikan kesetaraan kedudukan dan hak (equitability) atau
prinsip kesamaan dan kesetaraan hak.

2. Berlandaskan pada kesamaan/kesetaraan hak tersebut, maka perjanjian
Kerjasama Operasiona (KSO) yang bersubstansi asas proporsional
adalah perjanjian yang dilandasi oleh kebebasan para pihak untuk
menentukan substans apa yang adil dan apa yang tidak adil bagi
mereka (prinsip kebebasan).

3. Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) yang bersubstansi asas
proporsionalitas adalah perjanjian yang mampu menjamin pel aksanaan
hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara proporsional
bagi para pihak. Perlu digaris bawahi bahwa keadilan tidak selalu
berarti para pihak harus selalu memperoleh sesuatu dalam jumlah yang

sama. Dalam perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) dimungkinkan

69 Agus Y udha Hernoko, Op Cit, h. 74.
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adanya hasil akhir yang berbeda. Dalam hal ini maka prinsip distribusi
proporsional terhadap hak dan kewagjiban para pihak harus mengacu
pada pertukaran yang fair (prinsip distribusi proporsiona). Dengan
demikian Kerjasama Operasional (KSO) sebagai proses mata rantai
hubungan para pihak harus dibangun berdasarkan pemahaman
keadilan yang dilandasi atas pengakuan hak para pihak yang terlibat
dalam perjanjian Kerjasama Operasional (KSO). Pengakuan terhadap
eksistens hak para pihak tersebut memanifestass dalam pemberian
peluang dan kesempatan yang sama dalam pertukaran kepentingan
(hak dan kewajiban). Namun demikian pengakuan terhadap hak,
kebebasan dan kesamaan dalam pertukaran kepentingan (hak dan
kewgjiban) tersebut tetap harus dalam bingkal aturan main yang
mempertimbangkan prinsip distribusi yang proporsional
Waskita Karya (Persero), PT Rimba Ayu Kencana dan PT Marinda
Utama Karya Subur merupakan perusahaan yang berbentuk badan hukum
sehingga merupakan subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban
hukum. Badan hukum yang dimaksud adalah sebagaimana Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang
mengartikannya sebagai berikut:
Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah
badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan
berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal
dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi

persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta
peraturan pelaksanaannya.
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Perseroan terbatas selaku badan hukum yang berarti cakap bertindak
dalam hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Mengenai kecakapan
bertindak dalam hukum ini diwakili oleh pihak yang mempunyai kekuasaan
dalam menjalankan kuasa untuk dan atas nama. Apabila kecakapan pada
umumnya didasarkan pada usia dewasa, namun dalam kaitannya dengan
kecakapan bertindak menurut hukum pada badan hukum, menurut Agus
Y udha Hernoko, bahwa ”"dalam hal subyek hukumnya adalah berupa badan
hukum, standar kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, cukup dilihat
pada kewenangan (bevoegheid), artinya kecakapan untuk melakukan
perbuatan hukum didasarkan pada kewenangan yang melekat pada pihakyang
mewakilinya®.”

Pada perseroan terbatas umumnya yang mewakili perseroan
melakukan perbuatan hukum misalnya membuat perjanjian adalah pengurus
atau orang lain yang dikuasakan untuk itu (sesua dengan anggaran dasar
perseroan). Meskipun cakap bertindak dalam hukum dalam melakukan
perbuatan hukum diwakili oleh para pengurus atau direks perusahaan yang
bersangkutan. Sehingga syarat kecakapan betindak dalam hukum terpenuhi

Suatu hal tertentu maksudnya perjanjian yang dibuat tersebut harus ada
obyek yang diperjanjikan sebagai suatu hal tertentu, maksudnya harus ada
obyek yang diperjanjikan untuk diserahkan atau dibuat. Obyek yang
diperjanjikan dalam perjanjian menurut Pasal 1333 BW setidak-tidaknya harus

tertentu, harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu

" Agus Y udha Hernoko, op cit, h. 168
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ditentukan asalkan dikemudian hari dapat ditentukan atau diperhitungkan.
Menurut Pasal 1334 BW bahwa barang yang baru akan ada dikemudian hari
dapat menjadi obyek perjanjian. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa barang
yang belum ada yang dijadikan obyek perjanjian tersebut dapat dalam
pengertian mutlak (absolute) dan dapat dalam pengertian relative (nisbi).”

Perikatan yang obyeknya tidak memenuhi Pasal 1333 BW adalah
batal, namun berdasarkan Pasal 1334 BW bahwa barang-barang yang baru
akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek persetujuan kecuai jika
dilarang oleh undang-undang secara tegas. Pada perjanjian pemborongan yang
dijadikan obyek adalah pekerjaan yaitu pembangunan perumahan. Pada
perjanjian kerjasama operasional ini yang dijadikan obyek perjanjian adalah
bangunan, sehingga Syarat suatu hal tertentu telah terpenuhni.

Perjanjian yang dibuat tersebut obyeknya haruslah diperkenankan,
maksudnya tidak dilarang oleh undang-undang, ketertiban umum maupun
kesusilaan, hal ini berarti dalam perjanjian yang dibuat mungkin terjadi :

1) perjanjian tanpa sebab;
2) perjanjian dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, dan
3) perjanjian dengan suatu sebab yang diperkenankan.”

Ketentuan di atas merujuk pada Pasal 1335 BW dan Pasal 1337 BW.

Perkataan “sebab” terdapat beberapa interpretasi dari para sarjana, yang pada

™ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Sumur Bandung, 1991, h.

22-23.

2 Vollmar, Inleiding tot de studie van het Nederlands Burerlijk Recht, Terjemahan

Adiwimarta, Gajahmada, Y ogyakarta, 1962, h. 127.
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dasarnya adalah sebagai berikut:” Pasal 1335 BW menentukan bahwa suatu
persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau
yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan. Pasal 1337 BW, menentukan
bahwa suatu sebab adalah terlarang jika sebab itu dilarang oleh undang-
undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan
ketertiban umum. Perjanjian pemborongan bangunan tidak bertentangan
dengan undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan.

Dalam perjanjian harus ada obyek yang diperjanjikan sebagai suatu hal
tertentu maksudnya harus ada obyek yang diperjanjikan untuk diserahkan atau
dibuat. Obyek yang diperjanjikan pada perjanjian kerjasama operasional
pembangunan milik pemerintah dibatasi, maksudnya tidak semua dapat
dijadikan obyek melainkan sebatas mengena infrastruktur. Pembangunan
infrastruktur fisik dan sosial dapat didefinisikan sebagal kebutuhan dasar fisik
pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi
sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan
agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Istilah ini umumnya merujuk
kepada hal infrastruktur teknis atau fisik yang mendukung jaringan struktur
seperti fasilitas antara lain dapat berupa jalan, kereta api, air bersih, bandara,
kanal, waduk, tanggul, pengelolahan limbah, perlistrikan, telekomunikasi,
pelabuhan secara fungsional, infrastruktur selain fasilitasi akan tetapi dapat
pula mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi aliran

produksi barang dan jasa sebagai contoh bahwa jalan dapat melancarkan

 Ibid.
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transportasi pengiriman bahan baku sampa ke pabrik kemudian untuk
distribusi ke pasar hingga sampal kepada masyarakat. Dalam beberapa
pengertian, istilah infrastruktur termasuk pula infrastruktur sosial kebutuhan
dasar seperti antara lain termasuk sekolah dan rumah sakit, bila dalam militer
istilah ini dapat pula merujuk kepada bangunan permanen dan instalasi yang
diperlukan untuk mendukung operasi dan pemindahan,” yang seharusnya
diselenggarakan oleh pemerintah melalui anggaran daerah, tetapi diserahkan
kepada badan hukum swasta untuk pembiayaan didasarkan atas perjanjian
yang lebih dikenal dengan build operate transfer (BOT) atau bangun, kelola,
serah (BKS).

Umumnya jenis contract ini dilakukan oleh pemerintah yang
membutuhkan dukungan pihak swasta untuk membangun proyek infrastuktur.
Contoh dari contract jenis ini antara lain Build-Operate-Transfer (BOT) dan
Production Sharing Contracts (PSC). Perjanjian kerjasama dibuat atas dasar
kesepakatan tertulis untuk penyediaan infrastruktur antara Menteri/Kepala
Lembaga/Kepala Daerah yang ruang lingkup, tugas dan tanggung jawabnya
meliputi sektor infrastruktur yang diatur dalam Peraturan Presiden. Kepala
Daerah adalah gubernur bagi daerah propinsi, atau bupati bagi daerah
kabupten, atau walikota bagi daerah kota (Pasal 1 angka 1 jo pasa 1 angka 2
Perpres No. 67/2005) dengan badan usaha. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 4

Perpres No. 67/2005 badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas,

™ http://id.wikipedia.org/wiki/I nfrastruktur. diakses tanggal 10 September 2012 .

70

Tesis PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI PROYEK LINNA NINDYAHWATI
PEMBANGUNAN JALAN TOL / FREEWAY PAKET 2 SAMBOJA
— PALARAN 1 KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 01/KSO/WRM/XI1/2010


http://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah
http://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_sakit

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),
dan koperasi yang ditetapkan melalui pelelangan umum sesuai dengan Pasal 1
angka 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005
Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Daam Penyediaan
Infrastruktur (Perpres No. 67/2005).

Dalam Perpres No. 67 Tahun 2005 menyebut mengenai tender tetapi
tidak mendefinisikan tentang tender. Dalam Pasal 13 ayat (2) disebutkan
bahwa Badan Usaha yang prakarsa Proyek Kerjasamanya diterima oleh
Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah, diberikan kompensasi.
Kompensasi dapat berbentuk pembelian prakarsa proyek kerjasama termasuk
Hak Kekayaan Intelektual yang menyertainya oleh Menteri/ Kepala Lembaga/
Kepala Daerah atau oleh pemenang tender. Pasal 14 Perpres No. 67 Tahun
2005 menyebutkan bahwa Pemberian tambahan nilai paling banyak 10 %
(sepuluh persen) dari nilai tender pemrakarsa dan diumumkan secara terbuka
sebelum proses pengadaan. Pembelian prakarsa proyek kerjasama merupakan
penggantian oleh Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah atau oleh
pemenang tender atas biaya yang telah dikeluarkan oleh Badan Usaha
pemrakarsa.

Perjanjian yang dibuat tersebut obyeknya haruslah diperkenankan,
maksudnya tidak dilarang oleh undang-undang, ketertiban umum maupun
kesusilaan. Perjanjian kerjasama operasional obyeknya berupa insfrastruktur

yang tentunya diperkenankan oleh undang-undang karena memang didasarkan
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atas peraturan peundang-undangan yaitu Perpres No. 67/2005 dan tidak
melanggar ketertiban umum maupun kesusilaan.

Syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk
membuat suatu perikatan disebut dengan syarat subyektif, sedangkan syarat
suatu hal tertentu dan suatu sebab yang diperkenankan disebut dengan syarat
obyektif. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Subekti: “Dua syarat yang
pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengena orang-orangnya
atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang
terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengena per-janjiannya
sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu”.” Apabila
perjanjian yang dibuat syarat subyektifnya tidak terpenuhi, maka perjanjian
tersebut dapat dimintakan pembatalan sesuai dengan yang dikemukakan oleh
Subekti sebagai berikut: "Apabila pada waktu pembuatan perjanjian, ada
kekurangan mengenal syarat yang subyektif, maka perjanjian itu bukan batal
demi hukum, tetapi dapat dimintakan pembatalan”.”® Namun jika syarat
obyektif tidak dipenuhi, maka "perjanjiannya adalah batal demi hukum.
Dalam hal yang demikian secara yuridis dari semulatidak ada suatu perjanjian
dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud

membuat perjanjian itu".”’

"™ Subekti, op. cit., h. 17.

® |bid., h. 22.
| bid.
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Perjanjian kerjasama operas (KSO) yang dibuat oleh PT Waskita
Karya (Persero), PT Rimba Ayu Kencana dan PT Marinda Utama Karya
Subur telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga perjanjian tersebut
mengikat pihak-pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang sesuai
dengan Pasal 1338 BW bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal 1338
ayat (1) BW merupakan perwujudan asas kebebasan berkontrak sebagai asas
yang menduduki posisi sentral di dalam hukum kontrak/perjanjian, meskipun
asas ini tidak dituangkan menjadi aturan hukum, namun mempunyai pengaruh
yang sangat kuat dalam hubungan kontraktual para pihak. Asas kebebasan
berkontrak merupakan azas yang menduduki posisi sentral di dalam hukum
kontrak, meskipun azas ini tidak dituangkan menjadi aturan hukum namun
memunyal pengaruh yang sangat kuat dalam hubungan kontraktual para pihak.
Azasini dilatarbelakangi oleh faham individualisme yang secara embrional.”®

Asas kebebasan berkontrak itu sendiri pada dasarnya merupakan
perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asas manusia yang
perkembangannya dilandasi semangat liberalisme yang mengaggungkan
kebebasan individu.” Asas kebebasan berkontrak ini mempunyai hubungan
erat dengan asas konsensualisme dan asas kekuatan mengikat yang terdapat

dalam pasal 1338 ayat (1) BW.%°

8 Mariam Darus Badrulzaman, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku Il Tentang Hukum Perikatan
Dengan Penjelasan, Alumni, Bandung, 1996, h. 110.

™ Agus Y udha Hernoko, Op. Cit., h. 93-94.

8 Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 84.
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Menurut Subekti cara menyimpulkan asas kebebasan berkontrak ini
adalah dengan jalan menekankan pada perkataan “semua’ yang ada di muka
perkataan perjanjian.®* Perkataan “semua’ menekankan pada kebebasan para
pihak dalam membuat perjanjian apa sgja, dengan bentuk atau format apapun
(tertulis, lisan, otentik, non otentik, sepihak serta dengan isi atau substansi
sesuai dengan yang diinginkan oleh para pihak, hanya sga ada suatu
batasannya yaitu asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang,
ketertiban umum dan kesusilaan.®
Sehubungan dengan perjanjian pada umumnya terdapat tiga azas
hukum kontrak dan perkecualiannya, yaitu:®
a. Azas kebebasan berkontrak (menurut bentuk dan isi) dengan perkecualian
kontrak-kontrak formal dan riil (bentuk) dan syarat causa yang
diperbolehkan (isi);

b. Azas daya mengikat kontrak (perkecualian: daya pembatas itikad baik dan
overmacht), dan

c. Azas bahwa perjanjian hanya menciptakan perikatan di antara para pihak
yang berkontrak (perkecualian janji demi kepentingan pihak ketiga).

Di dalam asas ini terkandung kehendak para pihak yang membuat

kontrak untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan di

81 Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 1995, h. 4-5.
8 Agus Yudha Hernok , Op. cit., h. 94-95.

8 |bid, h.152.
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antara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian. Asas kepercayaan
merupakan nila etis yang bersumber pada moral .2*

Kerjasama ini menjadi aternatif solus kerjasama yang saling
menguntungkan, build operate and transfer (BOT) dilakukan dalam jangka
waktu yang lama bahkan nyaris dalam jangka waktu satu generasi sehingga
perlu dikgi lebih mendalam keuntungan dan kerugian yang akan muncul
dikemudian hari. Juga berkaca dari permasalahan-permasalahan yang timbul
di daerah lain yang menggunakan sistem kerja sama ini. Penelusuran tentang
kerja samaini dapat dilihat dari proses awal dilakukannya kerja sama hingga
pada tahap pelaksanaan. Dengan melihat perjanjian terutama yang berkaitan
dengan hak dan kewajiban perlu dikaji apakah terlaksana dengan semestinya
yaitu sesual dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan pembagian modal Kerjasama Operasional
(KSO) para pihak dalam perjanjian KSO ini, maka keuntungan maupun
kerugian dari pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan
kegiatan pembangunan jalan tol / bebas hambatan / freeway Balikpapan-
Samarinda Paket Samboja Palaran | Kalimantan Timur yang dilakukan secara
Kerjasama Operasional (KSO) tersebut juga didasarkan kepada persentase
keikutsertaan modal dari masing-masing pihak yang tergabung dalam KSO
tersebut.

Pelaksanaan K erjasama Operasional (KSO) ini ditandai dengan dengan

pembentukan organisasi KSO yang dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan yang

®bid., h. 105-106
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terdiri atas Board of Director (BOD), Komite Manajemen (KM) dan Tim
Proyek (TP) yang bertugas/berkewgjiban sebagai pengawas Kerjasama
Operasiona (KSO) yang anggotanya terdiri dari 3 (tiga) anggota yang
mewakili masing-masing pihak yaitu Ketua merangkap anggota Board of
Director (BOD) : Ir. Herwidiakto, M.Tech (PT. Waskita Karya, Persero), serta
anggota Board of Director (BOD) masing-masing: H. Idham Khalid (PT.
Rimba Ayu Kencana) dan Kusna Rachmat (PT. Marinda Utama Karya Subur).
Dalam hal ini setiap keputusan yang dihasilkan berdasarkan kesepakatan
bersama atau apabila tidak tercapai keputusan akan dianggap sah apabila
disetujui sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota yang mewakili hadir dalam
rapat BOD. Tapi, apabila memang tidak tercapal kesepakatan sama sekali
maka perselishan antara BOD dalam KSO ini akan diselesaikan melaui
mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disepakati dalam perjanjian
KSO yaitu melalui Badan Artbitase Nasional Indonesia (BANI).

Setiap perubahan atau penggantian anggota Board of Director (BOD)
harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain. Setiap anggota Board
of Director (BOD) yang ditunjuk tidak dapat membatalkan tindakan atau
keputusan anggota sebelumnya yang dibuat sebelum pemberitahuan tersebut.
Masa tugas Board of Director (BOD) adalah selama jangka waktu kerjasama
berlangsung. Setiap anggota Board of Director (BOD) memiliki 1 (satu) suara
dalam semua hal yang diwakili Board of Director (BOD) untuk keputusan dan

persetujuan. Rapat harus dihadiri oleh semua anggota jika ada yang

berhalangan, maka harus diwakili dengan menggunakan surat kuasa.®

% pasal 5 Perjanjian KSO No : 01 /KSO / WRM /XI1 / 2010
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Secara garis besar dapat dijabarkan bahwa tugas dan kewajiban Board
of Director (BOD) adalah :

1. Memeriksa, memperbaiki, menolak atau merekomendasi anggaran
pel aksanaan K erjasama Operasional (KSO) dan perubahannya bila ada.

2. Memutuskan sub perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) atau pihak lain.

3. Memberikan keputusan untuk menandatangani bersama perjanjian dengan
pemberi tugas dan perubahannya.

4. Memberikan keputusan untuk menambah, mengurangi atau mengubah isi
perjanjian Kerjasama Operasiona (KSO).

5. Memberikan keputusan untuk pembelian Kerjasama Operasiona (KSO)
termasuk alat-alat untuk kepentingan proyek atas nama Kerjasama
Operasiona (KSO).

6. Memberikan persetujuan, menolak atau merekomendasikan pengeluaran
untuk fee, biaya pemasaran dan yang menyangkut biaya operasional
lainnya.

7. Menentukan modal kerja awa yang diperlukan Kerjasama Operasional
(KSO) dan setiap pihak harus menyediakan 1 dalam waktu 14 (empat
belas) hari setelah keputusan tersebut, dan jumlah modal kerja masing-
masing sesuai dengan persentase partisipasi atas persetujuan Board of
Director (BOD).

8. Memberikan keputusan untuk menerima atau menolak penerimaan sumber
dana kerja masing-masing anggota K erjasama Operasional (KSO).

9. Menentukan strategi dan kebijaksanaan dalam segi bisnis.
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10. Menentukan strategi klaim kepada pemberi tugas atau pihak ketiga.

11. Memberikan keputusan untuk menentukan apakah klaim akan diteruskan
ke arbitrase atau pengadilan terhadap setiap klaim ke pemberi tugas atau
pihak ketiga

Sementara itu, terkait dengan berakhirnya Kerjasama Operasional

(KSO) dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

a. Para pihak telah menetapkan dalam perjanjian kapan perjanjian itu

berakhir;
Daam pembuatan suatu perjanjian Kegasama Operasiona (KSO)
biasanya ditentukan kapan perjanjian itu dimulai dan kapan perjanjian
itu berakhir. Berakhirnya perjanjian karena jangka waktu yang
diperjanjikan telah habis merupakan suatu ha yang biasa Jangka
waktu yang telah berakhir dapat diperpanjang kembali berdasarkan
kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian.

b. Adanya pernyataan penghentian perjanjian Kerjasama Operasiond
(KSO) yang dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak
yang sifatnya sementara.

c. Keadaan dimana salah satu pihak melakukan wanprestasi
Bila salah satu pihak melakukan wanprestas dan merugikan pihak
lain, maka perjanjian Kerjasama Operasiona (KSO) dapat berakhir.
Pihak yang melakukan wanprestasi dapat di kenakan sanks sesual
dengan apa yang telah diperjanjikan dalam isi perjanjian Kerjasama
Operasiona (KSO) tersebut.

d. Keadaan diluar Kehendak Para pihak

78

Tesis PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI PROYEK LINNA NINDYAHWATI
PEMBANGUNAN JALAN TOL / FREEWAY PAKET 2 SAMBOJA
— PALARAN 1 KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 01/KSO/WRM/XI1/2010



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Berakhirnya perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) dalam hal ini
disebabkan oleh suatu hal yang di luar kehendak para pihak. Misalnya,
ditutupnya atau dicabutnya izin usaha salah satu anggota KSO yang
melakukan perjanjian Kerjasama Operasonal (KSO) yang
menyebabkan perusahaan tersebut itu tidak dapat beroperasi lagi.

e. Perjanjian Kerjasama Operasiona itu berakhir dengan adanya
persetujuan dari para pihak. Misalnya para pihak sepakat untuk
mengakhiri perjanjian Kerjasama Operasiona (KSO) yang mereka
buat dengan anggapan bahwa mereka tidak mempunyai kepentingan
lagi terhadap perjanjian itu.

Berakhirnya suatu perjanjian Kerjasama Operasiona (KSO)
tersebut tidak sama dengan hapusnya perikatan, karena dengan hapusnya
perikatan ada kalanya perjanjian tersebut belum berakhir, sedangkan
dengan berakhirnya perjanjian maka dapat menghapuskan semua perikatan
yang ada dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian Kerjasama Operas (KSO) akan berakhir hanya dengan
ketentuan-ketentuan yang telah disepakati sebagai berikut :

1. Proyek telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam
perjanjian Kerjasama Operasi (KSO).

2. Kerjasama Operas (KSO) telah menerima seluruh hak-haknya dari
pemberi tugas dan telah melaksanakan seluruh kewajibannya.

3. Posisi keuangan terakhir telah disetujui oleh para pihak.

4. Semua tugas dan tanggung jawab serta komitmen sesual yang

tercantum dalam dokumen perjanjian telah terpenuhi.
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5. Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) ini juga dapat berakhir lebih awal
dikarenakan suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pemberi tugas
tentang proyek ini.

Ketentuan mengenai masalah pengunduran diri dari para pihak
yang menjadi anggota Kerjasama Operasi (KSO) ditetapkan bahwa tidak
ada pihak yang dapat mengundurkan diri dari Kerjasama Operasi (KSO)
tanpa persetujuan tertulis dari pihak lain dan pemberi tugas selama jangka
waktu perjanjian ini. Meskipun terdapat ketentuan di atas, bila salah satu
pihak secara efektif mengundurkan diri dari Kerjasama Operasi (KSO)
selama jangka waktu perjanjian Kerjasama Operass (KSO) ini
berlangsung, pihak tersebut harus berhenti mewakili perwakilan pada
Dewan Mangemen. Setigp tindakan, persetujuan atau keputusan
sehubungan dengan perjanjian Kerjasama Operas (KSO) ini harus
dilakukan, diberikan atau dibuat semata-mata oleh pihak yang masih eksis
dalam perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) tersebut.

Hak dan kewgjiban pihak yang mengundurkan diri harus tetap
berkewajiban atas pernyataan dari setiap kerugian atau tanggung jawab
yang terjadi, yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian/atau
berlangsungnya Kerjasama Operasi (KSO), akan tetapi pihak yang
mengundurkan diri tidak berwenang lagi untuk menerima setiap bagian
keuntungan apapun yang diperoleh dari Kerjasama Operasi (KSO) melalui

pel aksanaan perjanjian.
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BAB 111
TANGGUNG GUGAT ANGGOTA KSO TERHADAP PENGGUNA JASA

JIKA TERJADI WANPRESTASI

3.1. Dasar Tanggung Gugat Ganti Rugi

Pelaksanaan suatu perjanjian pada umumnya didasarkan atas ketentuan
dan asas yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek yang berlaku dalam hukum
perjanjian. Hal ini juga berlaku pada perjanjian Kerjasama Operasi (KSO)
yang dibuat oleh PT. Waskita Karya (Persero) dengan PT. Rimba Ayu
Kencana dan PT. Marinda Utama Karya Subur. Terbentuknya perjanjian
Kerjasama Operasi (KSO) didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam
proyek pembangunan jalan dan jembatan Balikpapan-Samarinda Paket
Samboja Palaran | Kalimantan Timur. Kebebasan berkontrak di sini
maksudnya adalah bahwa antara pihak oleh PT. Waskita Karya (Persero)
dengan PT. Rimba Ayu Kencana dan PT. Marinda Utama Karya Subur bebas
melakukan kerjasama dan melaksanakan perjanjian tanpa ada tekanan atau
paksaan dari pihak lain.

Dengan lahirnya perikatan antara anggota yang terikat dalam
perjanjian KSO yang melaksanakan proyek pembangunan jalan dan jembatan
ini, maka menimbulkan pula prestasi yang harus dilakukan masing-masing
pihak anggota KSO tersebut.

Prestass atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah

“performance” dalam hukum perjanjian dimaksudkan sebagai suatu
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pel aksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu perjanjian oleh pihak yang telah
mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “term’ dan
“condition” sebagaimana disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan.
Adapun yang merupakan model-model dari prestasi adalah seperti
yang disebutkan dalam Pasal 1234 BW vyaitu berupa:
1. Memberikan sesuatu
2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu
Sedangkan pengertian wanprestasi ataupun yang disebut dengan istilah
“breach of contract” adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban
sebagaimana mestinya seperti yang dibebankan oleh perjanjian terhadap
pihak-pihak tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang
bersangkutan. Tindakan wanprestass membawa konsekuensi terhadap hak
pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wan prestasi agar
memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan tidak ada satupun
yang dirugikan karena wan prestasi tersebut. Tindakan wanprestasi itu dapat
terjadi karena:
1. Kesengagaan
2. Keaaan
3. Tanpakesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian)
Wanprestass menurut Abdulkadir Muhammad diartikan sebagai

berikut: “Wanprestas artinya tidak memenuhi kewgiban yang telah
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ditetapkan dalam perikatan”.® Menurut Wirjono Prodjodikoro dikemukakan:
“Wanprestasi. Perkataan ini berarti: ketiadaan suatu prestasi, dan prestasi
dalam hukum perjanjian berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi
dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah
pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaan janji untuk
wanprestasi” %’
Menurut Subekti, seseorang dikatakan telah wanprestasi apabila:
a) Tidak melakukan apayang disanggupi akan dilakukannya;
a) melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana
dijanjikan;
b) melakukan apayang dijanjikannya tetapi terlambat;
c) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya®
Menurut Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi dapat berupa tiga macam,
yaitu:
a) pihak berwajib sama sekali tidak melaksanakan janji;
b) pihak berwgjib terlambat dalam melaksanakannya;
c) pihak berwajib melaksanakannya, tetapi tidak secara yang semestinya

dan/atau tidak sebaik-baiknya ®

% Jbid., h. 20.
87 Wirjono Prodjodikoro, Op. Cit, h. 44.
8 Subekti, Op. Cit., h. 45.

8 Wirjono Pradjodikoro, Loc. Cit.

83

Tesis PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI PROYEK LINNA NINDYAHWATI

PEMBANGUNAN JALAN TOL / FREEWAY PAKET 2 SAMBOJA
— PALARAN 1 KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 01/KSO/WRM/XII/2010



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Seseorang dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi apabila tidak
melakukan apa yang disanggupinya, atau melakukan tetapi terlambat atau
melakukan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Wanprestas tersebut
mengakibatkan pihak lain menderita kerugian, dan seharusnya kerugian itu
tidak akan timbul jika pelaku menyadari akan perbuatannya tersebut,
karenanya pelaku harusah orang-orang yang mampu dalam melakukan
perbuatan hukum dalam arti bukan pihak yang tidak cakap bertindak dalam
hukum.

Hal ini berarti bahwa unsur dari wanprestasi adalah bahwa perbuatan
yang dilakukan oleh debitur dapat disesalkan, karena dengan perbuatan
tersebut dapat berakibat merugikan orang lain dan pelaku harus dapat
dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya tersebut.

Sebagaimana telah disebutkan di  atas salah satu unsur wanprestasi
adalah berakibat merugikan orang lain. Ha ini  sesuai dengan yang
dikemukakan oleh Yahya Harahap sebagai berikut: “Jika wanprestas itu
benar-benar menimbulkan kerugian kepada kreditur, maka debitur wajib
mengganti kerugian yang timbul. Akan tetapi untuk itu harus ada hubungan
sebab akibat atau kausal verband antarawanprestasi dengan kerugian”.®

Seseorang yang wanprestasi memberikan hak kepada pihak lain yang
dirugikannya untuk menggugat ganti kerugian. Mengenai bentuk ganti
kerugian dapat berupa penggantian biaya, rugi dan bunga, sesuai dengan

ketentuan Pasal 1246 B, yang menentukan: “Biaya, rugi dan bunga yang oleh

%y ahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1998, h. 65.
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s berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdirilah pada umumnya
atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat
dinikmatinya,...”.

Berbeda dengan hukum pidana atau hukum tentang perbuatan
melawan hukum, hukum perjanjian tidak begitu membedakan apakah suatu
perjanjian tidak dilaksanakan karena adanya unsur kesalahan dan para pihak
atau tidak. Akibat umumnya tetap sama, yakni pemberian ganti rugi dengan
perhitungan-perhitungan tertentu, kecuali tidak dilaksanakan perjanjian
tersebut karena dasan-alasan force majeure yang umumnya memang
membebaskan pihak yang tidak memenuhi prestasi. Di samping itu apabila
seseorang telah tidak dilaksanakan prestasinya sesuai ketentuan dalam
perjanjian, maka pada umumnya (dengan beberapa perkecualian) tidak dengan
sendirinya dia telah melakukan wanprestasi. Apabila tidak ditentukan lain
dalam perjanjian atau dalam undangundang, maka wanprestasinya si debitur
resmi terjadi setelah debitur dinyatakan lalai oleh kreditur yakni dengan
dikeluarkannya “ aktalalai” oleh pihak kreditur (Pasal 1238 BW).

Wanprestasi menimbulkan akibat hukum bagi perjanjian yang telah
disepakati oleh para pihak karena perjanjian tersebut sejak tanggal disetujui
dan ditandatangani berlaku sebagai undang-undang yang harus dipatuhi. Ada
empat akibat hukum sebagai akibat adanya wanprestasi dari salah satu pihak

yaitu: ™

o Hardyan Rudli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Sinar Harapan,
Jakarta, 1998, h. 26.
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1. Perikatan tetap ada. Kreditur masih tetap dapat menuntut kepada debitur
pel aksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping
itu, Kkreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan
melaksanakan prestasinya. Ha ini disebabkan kreditur akan mendapat
keuntungan apabila debitur melaksanakan prestas tepat pada waktunya.

2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 BW).

3. Beban resiko beralih. Untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul
setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan
besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu debitur tidak dibenarkan untuk
berpegang pada keadaan memaksa (over macht).

4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik kreditur dapat
membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan
menggunakan Pasal 1266 BW.

Pasa 1266 BW menyatakan bahwa, “syarat batal dianggap selalu
dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimba balik,
manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang
demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus
dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun
syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewagjiban dinyatakan di dalam
perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, hakim
adalah leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan s tergugat,

memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi
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kewgjibannya jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu
bulan”.

Pada dasarnya perbuatan wanprestasi dalam suatu perikatan akan
menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karena itu pihak yang
melakukan wanprestasi tersebut diwagjibkan untuk melakukan ganti rugi
atas perbuatan wanprestasi yang dilakukannya tersebut.

Ganti rugi yang disebabkan oleh timbulnya wan prestasi diatur
dalam Buku Il BW yang dimulai dari Pasal 1243 BW sampai dengan
Pasal 1252 BW. Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti
rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian
yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur.

Dalam perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) antara PT. Waskita
Karya (Persero) Tbk dengan PT. Rimba Ayu Kencana dan PT. Marinda
Utama Karya Subur misalnya dalam Pasal 15 dinyatakan bahwa salah satu
pihak tidak dapat membatalkan secara sepihak dari kerjasama operasi ini.
Apabila salah satu pihak menyatakan pengunduran dirinya secara sepihak,
maka pihak tersebut telah dinyatakan melakukan wanprestas dan
akibatnya tentu memperoleh sanksi sesuai kesepakatan yang telah
dicantumkan dalam perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) tersebut. Sanksi
yang akan diterima oleh pihak yang menyatakan mengundurkan diri secara
sepihak adalah tetap berkewajiban menanggung beban tanggung jawab
dan kerugian yang terjadi akibat dilaksanakannya perjanjian Kerjasama

Operasi (KSO) tersebut, akan tetapi pihak yang mengundurkan diri

87

Tesis PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI PROYEK LINNA NINDYAHWATI
PEMBANGUNAN JALAN TOL / FREEWAY PAKET 2 SAMBOJA
— PALARAN 1 KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 01/KSO/WRM/XI1/2010



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

tersebut tidak lagi memiliki hak untuk menerima setigp bagian dari
keuntungan apapun yang diperoleh dari Kerjasama Operasi (KSO) melalui
pel aksanaan perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) tersebut.

Dari klausul Pasal 15 Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) tersebut
jelas terlihat bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada pihak yang melakukan
wanprestas tersebut ada dua poin yakni tetap bertanggung jawab atas
pelaksanaan perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) tersebut dengan segala
konsekwensinya dan tetap menanggung beban kerugian yang timbul akibat
pelaksanaan perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) tersebut. Sanksi bagi
pihak yang melakukan wanprestasi tersebut merupakan bentuk ganti rugi
bagi pihak lain dalam perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) yang tetap
berkomitmen untuk melaksanakan perjanjian Kerjasama Operasi (KSO)
tersebut. Pengunduran diri salah satu pihak dalam perjanjian Kerjasama
Operas (KSO) secara sepihak merupakan suatu kerugian bagi pihak
lainnya dan wajib dikenakan sanksi ganti rugi untuk keuntungan pihak lain
yang dirugikan atas perbuatan wanprestasi tersebut.

Dalam Perjanjian Kerjasama Operasi Nomor: 01 / KSO / WRM /
X11'/ 2010 berikut degan addendumnya Nomor: ADD 1/ 1/ KSO/WRM
/ V1I [ 2011, para pihak akan bertanggung jawab baik secara bersama
sama atau masing-masing kepada pemilik proyek sehubungan dengan
kewgjiban-kewgjiban yang timbul sgak dari tender, negosias dan
pelaksanaan pekerjaan proyek. Dalam perjanjian Kerjasama Operasi

(KSO) berikut dengan addendumnya, masing-masing pihak memiliki
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kewgjiban yang harus dipatuhi dan ditaati dengan sebaik-baiknya
disamping juga memiliki hak yang dapat diperoleh apabila pelaksanaan
perjanjian Kerjasama Operas (KSO) tersebut sesuai dengan yang
diharapkan oleh masing-masing anggota Kerjasama Operasi (KSO).
Apabila terjadi perselishan ataupun perbedaan pendapat yang timbul
diantara anggota peserta perjanjian ini diluar maupun dalam di dalam
hubungannya dengan perjanjian ini disesuaikan secara musyawarah.
Apabila perselisihan pertentangan atau perbedaan pendapat tersebut tidak
dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh suatu
panitia pendama (Arbitrase) melaui BANI (Badan Arbitase Nasiona
Indonesia) perselisihan atau perbedaan pendapat yang dimaksud disini
adalah apabila para pihak tidak mematuhi klasula yang telah disepakati
dalam kedua perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) tersebut di atas atau
berbeda penafsiran terhadap isi klasul tersebut yang mengakibatkan tidak
dapat terlaksananya perjanjian tersebut dengan baik sebagaimana yang
diharapkan.

Dengan demikian dapat dikatakan penyebab terjadinya wan
prestasi/perselisihan dalam perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) antara
PT. Waskita Karya (Persero) dengan PT. Rimba Ayu Kencana dan PT.
Marinda Utama Karya Subur adal ah:

1. Tidak dipatuhinya klausula perjanjian Kerjasama Operas (KSO)
sebagian atau seluruhnya oleh salah satu pihak yang pada akhirnya

menimbulkan kerugian dipihak lain. Kerugian yang dimaksud disini
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harus dapat dibuktikan secara nyatalriil oleh pihak yang merasa
dirugikan tersebut karena tidak dipatuhinya secara utuh dan
menyeluruh klausul dalam perjanjian Kerjasama Operasi (KSO)
tersebut.

2. Adanya perbedaan pemahaman terhadap pengertian klausula perjanjian
diantara para pihak anggota Kerjasama Operasi (KSO), sehingga
pelaksanaan klausula perjanjian Kerjasama Operas (KSO) tersebut
berjalan tidak sesuai dengan rencana awal yang diharapkan.

Berdasarkan klasula yang telah disepakati bersama dalam
perjanjian Kerjasama Operas (KSO) yang dibuat di bawah tangan
tersebut, maka bila terjadi perselishan ataupun perbedaan pendapat
diantara para pihak anggota Kerjasama Operasi (KSO), maka langkah
penyelesaian yang ditempuh adalah dengan melakukan pertemuan antara
para pihak untuk mengadakan musyawarah, untuk mencapai kata mufakat.
Apabila dalam pelaksanaan musyawarah tersebut tidak tercapai kata
mufakat maka para pihak akan menempuh langkah kedua Nasiona yakni
dengan membentuk lembaga pendama (Arbitrase) melaui Badan
Arbitrase Indonesia (BANI).

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa semua ketentuan yang
telah disepakati para pihak anggota Kerjasama Operas (KSO), bak
perjanjian kerjasama operasi maupun addendumnya merupakan ketentuan
yang mengikat yang harus dipatuhi/ditaati dan dilaksanakan sebaik-

baiknya oleh para pihak. Tidak dilaksanakan sebagian atau seluruh
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ketentuan yang terdapat dalam ketiga perjanjian tersebut merupakan
tindakan wanprentasi, dari satu pihak atau pihak lain yang apabila
menimbulkan kerugian secara nyata bagi pihak lain yang menimbulkan
akibat hukum baik untuk membentuk ganti rugi bagi pihak yang menderita
kerugian terhadap pihak yang menimbulkan kerugian tersebut. Hal ini
sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1243 BW yang isinya
menyatakan bahwa “Barang sigpa yang menimbulkan kerugian terhadap
pihak lain wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan itu kepada pihak
yang dirugikan tersebut.

Pasal 14 tentang cidera janji menyatakan, “Apabila badan usaha
dari anggota Kerjasama Operass (KSO) dinyatakan pailit atau
dibekuoperasikan atau dilikuidasi (kecuali dalam rangka reorganisasi atau
penggabungan) sehingga tidak dapat lagi beroperasi sebagaimana
mestinya, maka keadaan demikian tersebut juga dinyatakan sebagai
wanprestasi  (cidera janji) karena nyata sudah tidak mampu lagi
mel aksanakan kewajiban sebagaimana yang diharapkan dalam perjanjian
Kerjasama Operasi (KSO) yang telah disepakati dan ditandatangani
tersebut. Oleh karena itu anggota Kerjasama Operasi (KSO) yang badan
usahanya dinyatakan pailit atau dibebani operasiona sehingga dilikuidasi
tersebut dinyatakan tidak lagi dapat memenuhi kewagjiban yang harus
ditanggung jawabinya sehingga dapat dinyatakan telah mengundurkan diri
secara sepihak. Akibat hukum dari pengunduran diri secara sepihak

tersebut, pihak lain dapat mengeluarkan pihak yang cedera janji tersebut

91

Tesis PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI PROYEK LINNA NINDYAHWATI
PEMBANGUNAN JALAN TOL / FREEWAY PAKET 2 SAMBOJA
— PALARAN 1 KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 01/KSO/WRM/XI1/2010



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

dari keikutsertaannya dalam Kerjasama Operasi (KSO). Pihak lain tersebut
juga berhak mengambil alih sisa dari bagian pekerjaan pihak yang cedera
janji tersebut, tanpa membebankannya dari kewajiban-kewajibannya yang
harus ditanggung sesuai bahagiannya atas kerugian Kerjasama Operasi
(KSO). Pihak lain tersebut juga berhak menahan konstribusi atau
partisipasi pihak yang cidera janji yang telah diserahkan kepada
Kerjasama Operasi (KSO), hingga diselesaikannya segala kewajibanya

kepada pihak lainnya (pemberi pekerjaan).

3.2. Pihak vyang Bertanggung Gugat Dalam Kontrak Kerjasama
Oiperasional

Kontrak kerjasama operasional diawali dengan kekutsertaan para
anggota kerjasama tersebut dalam suatu proses tender. Pada tender
pembangunan jalan tol, Badan Pembuat Komitmen (BPK) menenderkan
proyek melalui perjanjian kerjasama operasi yang disepakati dibagi dalam 111
Divis yaitu Divis |, dikelola oleh PT Waskita Karya (Persero) sebanyak 51
%, Divisi 1, dikelola oleh PT Rimba Ayu Kencana sebanyak 25 % dan Divisi
[l dikelola oleh PT Marida Utama KS sebanyak 24 % sehingga total jumlah
proyek yang harus dikerjakan adalah 100 %. Pembagian modal (sharing)
dalam Kerja Sama Operasi (KSO) tidak akan diubah, baik selama masa
penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan
tertulis terlebih dahulu dari pengguna jasa dan persetujuan bersama secara

tertulis dari masing-masing anggota K SO.
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Modal kerja tersebut dimasukan dalam suatu perusahaan yang
berbentuk badan hukum sebagai perusshaan utama atau leading firm,
sehingga selama para badan hukum yang menyetorkan modalnya tersebut
tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dari anggaran dasar perusahaan
yang dibentuk maka tanggung jawabnya adalah sebatas moda kerja yang
dimasukan dalam perseroan tersebut.

Para pihak menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemegang dan wajib
bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua
kewajiban sesua ketentuan dokumen kontrak. Tanggung jawab para pesero
pemegang saham perusahaan utama atau leading firm untuk menunjang
kegiatan tersebut di atas, Pihak Ketiga ditunjuk sebagai perusahaan utama atau
leading firm untuk KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama
KSO dan menandatangani semua dokumen termasuk dokumen pra kualifikas,
dokumen penawaran dan dokumen kontrak.

Para Pihak secara terpisah akan melakukan pengawasan penuh
terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk
memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan
tenaga kerja, perjanjian sub kontrak, surat menyurat dan lain-lain. Pengawasan
dari masing-masing pesero pemegang saham menunjukkan bahwa posisi dari
pemegang saham adalah sebagai dewan komisaris perseroan sebagaimana
Pasal 1 angka 6 UU PT adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan
pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta

memberi nasihat kepada Direksi. Pihak yang ditunjuk sebagai perusahaan
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utama adaah PT Waskita Karya (Persero), sehingga dalam KSO ini
merupakan hak / kewenangan salah satu pihak dalam ha ini pihak yang
ditunjuk sebagai perusshaan utama yang menjalankan kuasa atas nama
perseroan yang lainnya.

Kerjasama operasional yang dibentuk PT. Waskita Karya (Persero)
dengan PT. Rimba Ayu Kencana dan PT. Marinda Utama Karya Subur pada
hakikatnya bertujuan untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan dan
jembatan kegiatan pembangunan jalan tol / bebas hambatan / free way
Balikpapan-Samarainda Paket Samboja Palaran | Kaimantan Timur. Oleh
karena pemilik proyek pembangunan jalan dan jembatan tersebut adalah
pemerintah, maka ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pembangunan
oleh PT. Waskita Karya (Persero) dengan PT. Rimba Ayu Kencana dan PT.
Marinda Utama Karya Subur (KSO) tunduk pada Peraturan Presiden Nomor:
54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Disamping
Peraturan Presiden Nomor: 54 tahun 2010 tersebut diatas, pelaksanaan
pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan Balikpapan-Samarinda Paket
Samboja Palaran | yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya (Persero) dengan
PT. Rimba Ayu Kencana dan PT. Marinda Utama Karya Subur melalui
perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) itu juga harus tunduk pada ketentuan
yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 18 Tahun
1999 tentang Jasa Konstruksi, sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor: 54 tahun 1999 yang disahkan di Jakarta tanggal 7

Mei 1999.
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Pada Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah yang sebelumnya diatur dalam Keputusan
Presiden nomor: 80 Tahun 2003, pada Pasal 1 menyatakan bahwa,
“Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh
barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah/instansi
lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai
diserahkannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa dengan
menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di dalam pelaksanaan
pekerjaan pembangunan jalan tol / bebas hambatan / free way Balikpapan-
Samarinda Paket Samboja Palaran | yang dilaksanakan melalui perjanjian
Kerjasama Operasiona (KSO) oleh PT. Waskita Karya (Persero) dengan PT.
Rimba Ayu Kencana dan PT. Marinda Utama Karya Subur, termasuk kepada
pengadaan jasa konstruks yaitu layanan profesional yang membutuhkan
keahlian tertentu di berbagai bidang pemulihan yang mengutamakan adanya
olah pikir (Brainware) pekerjaan konstruksi yang dimaksud dalam ha ini
adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi
bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. Pasal 1 ayat (35) Peraturan
Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 yang mulai berlaku pada tanggal 6 Agustus
2010 ini menyatakan bahwa pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi,
mempunyai resiko tinggi, menggunakan peralatan yang di desain khusus
dan/atau pekerjaan yang bernila di atas seratus milyar rupiah

termasuk/digolongkan ke dalam pekerjaan kompleks. Dengan demikian
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pekerjaan pembangunan jalan tol /bebas hambatan/ free way Balikpapan-
Samarinda Paket Samboja Palaran | yang bernilai di atas tiga ratus milyar
rupiah tersebut juga termasuk ke dalam pekerjaan kompleks. Pasal 35 ayat (3)
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa pemilihan
pekerjaan konstruksi dilakukan dengan:

1. Peelangan umum,

2. Pelelangan terbatas,

3. Pemulihan langsung,

4. Penunjukan langsung atau pengadaan langsung.

Pasa 36 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
menyatakan bahwa, “Pemulihan penyedia barang/pekerjaan kontruksi/jasa
lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui methode pelelangan umum dengan
pasca kualifikasi”, ayat (2) menyatakan bahwa, “Khusus untuk pekerjaan
kontruksi yang bersifat kompleks dan diyakini jumlah penyediaanya terbatas’.
Pekerjaan pembangunan jalan tol /bebas hambatan/ free way Balikpapan-
Samarinda Paket Samboja Palaran |, merupakan pekerjaan kompleks yang
mengharuskan adanya keahlian dan teknologi tinggi, oleh karena itu diyakini
penyedia pekerjaannya cukup terbatas dan karena itu pelelangan tender
proyeknya digunakan sistem pelelangan terbatas. Pelelangan terbatas adalah
pelelangan dengan menggunakan sistem Pasca Kudlifikas dimana para
peserta lelang yang memasukkan proposal pelelangannya diseleksi terlebih

dahulu oleh panitia lelang dan hanya peserta yang memenuhi seluruh
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kualifikas persyaratan yang telah ditetapkan yang bisa lolos dan mengikuti
proses pelelangan terbatas tersebut.

Terpilihnya PT. Waskita Karya (Persero) dengan PT. Rimba Ayu
Kencana dan PT. Marinda Utama Karya Subur sebagai pemenang pelelangan
terbatas proyek pengerjaan jalan tol /bebas hambatan/ free way Balikpapan-
Samarinda Paket Samboja Palaran | menimbulkan tanggung jawab dalam
pel aksanaan pekerjaan tersebut. Jaminan kepada pengguna barang/jasa untuk
memenuhi  kewgjiban sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen
pengadaan/perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah. Jaminan atas
pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut terdiri dari. 1. Jaminan penawaran,
2. Jaminan pelaksanaan, 3. Jaminan uang muka dan jaminan pemeliharaan dan
jaminan sanggahan banding (pasal 67 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010.

Jaminan atas pengadaan barang/jasa sebagaimana tersebut di atas harus
dapat dicairkan tanpa syarat (uncontional) sebesar nilai jaminan dalam waktu
paing lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan
wanprentasi dari Pgjabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Unit Layanan
Pengadaan (ULP) diterima oleh pembuat jaminan. Pegabat Pembuat
Komitmen (PPK) adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
pengadaan barang/jasa, sedangkan unit layanan pengadaan yang selanjutnya
disebut Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah Unit Organisas yang bersifat
permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

ULP/PPK melakukan klasifikasi tertulis terhadap keabsahan jaminan yang
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diterima jaminan dari Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan
asuransi dapat dipergunakan untuk semua jenis jaminan, perusahaan
penjaminan sebagaimana dimaksud di atas adalah perusahaan penjaminan
yang memiliki 1zin dari Menteri Keuangan. Perusahaan asuransi penerbit
jaminan adalah perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual
produk jaminan (surety ship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 68 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tersebut
juga menyatakan bahwa, “Jaminan penawaran diberikan oleh penyedia Barang
pekerjaan konstruksi/jasa lainnya pada saat memasukkan penawaran yang
besarnya antara 1% (satu per seratus) hingga 3% (tiga per seratus) dari total
Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Pasal 68 ayat (2) selanjutnya menyatakan,
“Jaminan Penawaran dikembalikan kepada penyedia barang/pekerjaan
konstruksi/jasa lainnya setelah Pgjabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima
jaminan pelaksanaan untuk penandatanganan kontrak.

Pasal 68 ayat (3) selanjutnya menyatakan, “Jaminan Penawaran tidak
diperlukan dalam hal pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya
apabila sistem pemilihan yang dipilih adalah Penunjukkan Langsung (PL),
pengadaan langsung atau kontes/sayembara, Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
ditetapkan oleh Pgjabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan harga tafsiran
yang berlaku pada saat pekerjaan tersebut akan segera dilaksanakan.

Pasad 70 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010
menyatakan bahwa, “sebelum melaksanakan pekerjaannya, penyedia jasa

wajib memberikan jaminan untuk kontrak diatas seratus juta rupiah”, jaminan
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pelaksanaan pekerjaan tersebut diberikan oleh penyedia jasa pekerjaan

konstruksi setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

(SPPBJ) dan sebelum penandatanganan kontrak pengadaan Barang/pekerjaan

konstruksi/jasa lainnya besarnya nilai jaminan pelaksanaan adalah sebagai

berikut:

1. Untuk nilai penawaran terkoreks antara 80% (delapan puluh per seratus)
sampai dengan 100% (seratus per seratus) dari nilai total Harga Perkiraan
Sendiri (HPS), jaminan pelaksanaan adalah 5% (lima per seratus) dan nilai
kontrak.

2. Untuk nilai penawaran terkoreks di bawah 80% (delapan puluh per
seratus) dari nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS), besarnya jaminan
pel aksanaan 5% (lima per seratus) dari nila total Harga Perkiraan Sendiri
(HPS).

Jaminan pelaksanaan berlaku sgak tanggal kontrak sampai serah
terima barang/jasa lainnya atau serah terima pertama pekerjaan konstruksi.
Jaminan pelaksanaan akan dikembalikan setelah:

1. Penyerahan barang/jasalainnya dan sertifikat garans

2. Penyerahan jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai
kontrak khusus bagi penyedia pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya.

Apabila pekerjaan pembangunan jalan tol/bebashambatan/freeway
telah selesal secara keseluruhan, maka pihak KSO wajib memberikan jaminan
pemeliharaan kepada pengguna barang/jasa sebesar 5% (lima per seratus) dari

nilai kontrak dan harus diberikan kepada Pegjabat Pembuat Komitmen (PPK)
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yang tujuannya untuk menjamin pemeliharaan pekerjaan konstruksi/jasa
lainnya yang telah diserahkan kepada pengguna barang/jasa. Masa
pemeliharaan yang diwgjibkan kepada penyedia barang/jasa konstruksi
tersebut adalah dalam jangka waktu 365 (tiga ratus enam puluh [ima) hari
sgjak pekerjaan tersebut dinyatakan selesai 100% (seratus per seratus) dan
telah dilaksanakan serah terima kepada pengguna barang/jasa. Jaminan
pemeliharaan yang diberikan oleh pihak penyedia barang/jasa kepada pihak
pengguna barang/jasa tersebut akan dikembalikan setelah 14 (empat belas)
hari kerja sgak masa pemeliharaan tersebut selesai. Penyedia pekerjaan
konstruksi/ jasa lainnya dapat memiliki untuk memberikan jaminan
pemeliharaan atau memberikan retensi jaminan pemeliharaan atau retensi
sebagaimana disebutkan di atas besarnya 5% (lima per seratus) dari nilai
kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.

Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
1. Pembayaran bulanan
2. Pembayaran berdasarkan tahapan penyel esaian pekerjaan (termin)
3. Pembayaran secara sekaligus setelah penyel esaian pekerjaan.

Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan tol / bebas hambatan
/ free way Balikpapan-Samarinda Paket Samboja Palaran | opsi pembangunan
yang digunakan adalah pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian
pekerjaan (termin) penyelesaian pekerjaan pembangunan jalan tol
dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan tahapan pekerjaan yang telah

disepakati dalam perjanjian Kerjasama Operasional (KSO), setiap tahap
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pekerjaan yang telah di selesaikan oleh pihak WRM akan memperol eh prestasi
berupa pembangunan secara bertahap pula dari pengguna barang/jasa.
Pembayaran atas prestasi pekerjaan yang telah dilakukan oleh pihak WRM,
dilakukan setelah terlebih dahulu pihak pengguna jasalbarang memeriksa
secara seksama dan menyeluruh hasil pekerjaan tersebut apakah telah sesuai
dengan kesepakatan yang telah tercantum sebelumnya dalam dokumen
perjanjian antara pihak Kerjasama Operasional (KSO) dengan pihak pengguna
barang/jasa.

Daam hal terjadi perselishan antara para pihak dalam penyediaan
barang/jasa pemerintah, para pihak terlebih dahulu menyel esaikan perselisihan
tersebut melaui musyawarah untuk mufakat. Dalam ha penyelesaian
perselisihan tidak tercapal penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan
melalui Arbitrase, adternative penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasa 118 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010
menyatakan bahwa, “Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat
dikenakan sanksi adalah”:

1. Berusaha mempengaruhi Unit Layanan Pengadaan (ULP) / peabat
pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik
langsung maupun tidak langsung guna memenuhi kegunaannya yang
bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam

dokumen pengadaan/ kontrak dan/ atau ketentuan perundang-undangan.
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2. Melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk
mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan
barang/jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau
memadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain.

3. Membuat dan/ atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain
yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang
ditentukan dalam dokumen pengadaan.

4. Mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang telah
dipertanggung jawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Unit Layanan
Pengadaan (Pejabat Pengadaan)

5. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara
bertanggung jawab.

6. Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi ketidak sesuaian dalam
penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri.

Selanjutnya pasal 118 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

2010 menyatakan bahwa, “Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di

atas dikenakan berupa:

1. Sanksi administras

2. Sanksi pencantuman dalam daftar hukum

3. Gugatan secara perdata

4. Meélaporkan secara pidana kepada pihak berwenang

Pemberian sanks sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh

Pgjabat Pembuat Komitmen PPK/ULP/Pgabat Pengadaan sesuai dengan
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ketentuan. Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang

disampaikan penyedia barang/jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai

caon pemenang dan dimasukkan kedalam daftar hitam. Apabila terjadi
pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses pengadaan barang/jasa, maka

Unit Layanan Pengadaan (ULP) dikenakan sanksi administrasi, dituntut ganti

rugi dan atau dilaporkan secara pidana. Pasal 120 Peraturan Presiden Nomor

54 Tahun 2010 menyatakan bahwa, “penyedia barang/jasa yang terlambat

menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana yang ditetapkan

dalam kontrak, dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per
seribu) dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan
dan tidak melapaui besarnya jaminan pel aksanaan.

Pgabat Pembuat Komitmen (PPK) yang melakukan cidera janji
terhadap ketentuan yang dimuat dalam kontrol, dapat dimintakan ganti rugi
dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh Pegjabat Pembuat Komitmen (PPK)
di atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai
tagihan yang terlambat dibayar berdasarkan tingkat suku bunga yang
berlaku pada saat itu, menurut ketetapan Bank Indonesia.

2. Dapat diberikan konpensasi sesuai ketentuan dalam kontrak.

Menurut pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi, “Pengguna jasa dan penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas
kegagalan bangunan, kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab

penyedia jasa ditentukan terhitung sgak penyerahan akhir pekerjaan
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konstruksi dan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Kegagalan bangunan
sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan oleh pihak ketiga selaku penilai
akhir. Pasal 26 Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi Nomor: 18 Tahun
1999 selanjutnya menyatakan bahwa, “Jika terjadi kegagalan bangunan yang
disebabkan karena kesalahan perencanaan atau pengawas konstruksi dan hal
tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka perencana atau
pengawas konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang profesi
dan dikenakan ganti rugi jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan
karena kesalahan pelaksanaan konstrukss dan hal tersebut terbukti
menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pelaksanaan konstruksi wajib
bertanggung jawab sesuai dengan bidang usaha dan dikenakan ganti rugi jika
terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan pengguna jasa
dalam pengelolaan bangunan dan hal tersebut menimbulkan kerugian bagi
pihak lain, maka pengguna jasa wajib bertanggung jawab dan dikenakan ganti
rugi.

Kegagalan bangunan yang dimaksud dalam kalimat tersebut di atas
adalah suatu keadaan/kondisi yang membuat suatu bangunan menjadi tidak
berfungs sebagaimana tujuan pembangunannya baik sebagian maupun
seluruhnya, sehingga mengakibatkan penggunaan bangunan tersebut tidak
dapat dinikamti secaramaksimal.

Tanggung jawab penyedia jasa konstruks terhadap kegagalan
bangunan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang

Nomor: 18 Tahun 1999 berbeda dengan jaminan pemeliharaan bangunan yang
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tercantum dalam pasal 71 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Jaminan
pemeliharaan bangunan adalah mutu jaminan yang diberikan oleh penyedia
barang/jasa selama jangka waktu tertentu maksimal 1 (satu) tahun kepada
pengguna barang/jasa, terlepas dari terjadi atau tidaknya kegagalan bangunan.
Sedangkan kegagalan bangunan adalah suatu keadaan dimana bangunan
tersebut gagal memenuhi fungsinya sebagaimana mestinya, sehingga perlu
dilakukan perbaikan terhadap bagian-bagian yang mengalami kegagalan
bangunan tersebut kegagalan bangunan dapat disebabkan oleh kecerobohan
penyedia barang/jasa maupun pengguna barang/jasa.

Dalam hal ini, tanggung gugat para pihak dalam perjanjian kerjasama
operass (KSO) terhadap pemilik proyek pada dasarnya terletak pada
perusahaan utama dalam hal ini PT Waskita Karya (Persero). Meskipun
demikian tidak melepaskan tanggung jawab para perusahaan yang membentuk
perusahaan kerjasama dalam bentuk kerjasama operasi (KSO) tersebut.
Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 1367 BW bahwa seseorang dalam hal
ini perusahaan utama dalam KSO tidak hanya bertanggung jawab atas
kerugian yang ditimbulkan oleh dirinya sgja, melainkan bertanggung jawab
atas kerugian yang timbul akibat kesalahan dari perusahaan yang membentuk
perusahaan utama tersebut atau barang-barang yang berada di bawah
pengawasan perusahaan utama. PT Waskita Karya (Persero) sebagai
perusahaan utama tidak saja bertanggung jawab atas proyek pemerintah yang
dibangun secara kerjasama tersebut, melainkan juga tanggung jawab atas

kerugian (tanggung gugat) yang disebabkan oleh PT Rimba Ayu Kencana dan
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PT Marida Utama Karya Subur sebagai pihak-pihak yang berada di bawah
tanggungannya.

Pihak bertanggung gugat dalam kontrak konstruksi melalui kerjasama
operasi ada pada perusahaan utama dalam hal ini PT Waskita Karya (Persero)
atas kerugian yang terjadi dalam pelaksanaan pembuatan jalan tol, bukan
berarti bahwa seluruh tanggung gugat dalam pemberian ganti kerugian
tersebut dibebankan kepada PT Waskita Karya (Persero). Hal ini disebabkan
secara yuridis pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pembangunan jalan
tol adalah seluruh pihak yang terikat dalam perjanjian kerjasama operasi yang
telah disepakatinya, sehingga masing-masing pihak juga dibebani tanggung
jawab secara renteng.

Perihal tanggung jawab secara renteng secara tegas diatur dalam Buku
1l BW tentang perikatan sebagaimana tersebut pada Pasal 1278 BW sampai
dengan 1295 BW, dimana pada Pasal 1278 BW mengemukakan bahwa

Suatu perikatan tanggung-menanggung atau perikatan tanggung
renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan
secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut
pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan
kepada salah seorang di antara mereka, membebaskan debitur,
meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi
antara para kreditur tadi.

Hal di atas berarti bahwa jika dalam pelaksanaan pembangunan jalan
tol tersebut salah satu pihak misalnya PT Waskita Karya (Persero) atau PT
Rimba Ayu Kencana atau PT Marida Utama Karya Subur (KSO) ingkar janji

atau wan prestasi, maka pihak-pihak tersebut tidak dapat melepaskan diri dari
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tanggung gugat atas kerugian yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan
proyek pembangunan tersebut.

Memperhatikan uraian sebagaimana di atas, jika dalam pelaksanaan
pembangunan jalan tol tersebut ternyata salah satu perusahaan ingkar janji
atau melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain yang terjadi di luar isi
kontrak kerjasama, maka beban tanggung gugat ada pada perusahaan utama
dalam hal ini PT Waskita Karya (Persero) yang disepakati bertindak sebagai
perusahaan utama dalam KSO, meskipun demikian tidak melepaskan
kewgjiban PT Rimba Ayu Kencana dan PT Marinda Utama Karya Subur
secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian yang terjadi karena
kesalahan dalam pelaksanaan pembangunan jalan tol. Memang sebagai
perusahaan utama menjalankan kewagjiban untuk dan atas nama KSO
maksudnya atas nama ketiga perusahaan tersebut. Jadi meskipun dalam
pembangunan jalan tersebut dibagi dalam tiga bagian sesuai dengan jumlah
modal yang digunakan untuk pembangunan jalan tol, penyerahan modal
tersebut tidak ada kaitannya dengan bentuk tanggung jawab keluar dalam arti
untuk dan atas nama K SO, tentunyatidak adil jika keseluruhan kerugian yang

timbul menjadi tanggung jawab perusahaan utama.
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" PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI
DALAM RANGKA PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN TOL/BEBAS HAMBATAN /FREEWAY
BALIKPAPAN — SAMARINDA PAKET SAMBOJA PALARAN I
' o antara
PT. WASKITA KARYA (PERSEROQ)
dengan
PT. RIMBA AYU KENCANA
Dengan .
PT.MARINDA UTAMA KARYA SUBUR
Nomor : 01 / KSO / WRM / XII / 2010

Pada hari ini Senin, Tanggal Pua Puluh, bulan Desember, Tahun Dua Ribu Sepuluh,
bertempat di Samarinda , yang bertanda tangan ci bawah ini :

1. PT. WASKITA KARYA (PERSERO), diwakili oleh Ir, Herwidiakto,M.Tech,
Kepala PT. WASKITA KARYA WILAYAH BARAT 4 DIVISI II, yang dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama PT. WASKITA KARYA (PERSERO),
berkedudukan di JI. M.T. Haryono Kav. No. 10 Cawang, Jakarta Timur 13340,

selanjutnya disebut PT. WASKITA KARYA (PERSERO).

2. PT. RIMBA AYU KENCANA, diwakili oleh H.IDHAM KHALID, Direktur , yang
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.RIMBA AYU KENCANA,
berkedudukan di J1. Cipto Mangunkusumo No.21 Gunung Lipan Samarinda,
selanjutnya disebut PT. RIMBA AYU KENCANA

3. PT. MARINDA UTAMA KARYA SUBUR, diwakili oleh KUSNA RACHMAT,
Direktur , vyang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.MARINDA
UTAMA KARYA SUBUR, berkedudukan di J.Supomo No.79 Samarinda,
selanjutnya disebut PT.MARINDA UTAMA KARYA SUBUR.

PT. WASKITA KARYA (PERSERQO) dan PT.RIMBA AYU KENCANA dan
PT.MARINDA UTAMA KARYA SUBUR secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan
secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Menyatakan / Mengingat :

L. Bahwa PT. WASKITA KARYA (PERSERQ) dan PT. RIMBA AYU KENCANA
dan PT.MARINDA UTAMA KARYA SUBUR pada tanggal 02 September
2010 telah menandatangani Perjanjian Kesepakatan Pendahuluan (MOU)
dengan nama WASKITA — RIMBA — MARINDA KSO No.: 2266/ W / IX /
2010, yang dibuat khusus didepan Notaris ACHMAD DAHLAN, SH di Samarinda
dalam rangka mempersiapkan keikutsertaan dalam tender PROYEK /
PEMBANGUNAN JALAN TOL/BEBAS HAMBATAN / FREEWAY
BALIKPAPAN — SAMARINDA PAKET SAMBOJA — PALARAN I
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11. Bahwa WASKITA - RIMBA — MARINDA KSO telah dinyatakan sebagai
- Pelaksana Pekerjaan PEMBANGUNAN JALAN TOL/BEBAS
HAMBATAN/FREEWAY BALIKPAPAN - SAMARINDA PAKET SAMBOJA
PALARAN I, dengan Surat Perintah Kerja Nomor 620/03/PEMB.JLN.TL-
BH/SBJ-PLRN I/XII/2010,tanggal 20 DESEMBER 2010 dari Pengguna
Anggaran Kegiatan PEMBANGUNAN JALAN TOL/BEBAS
HAMBATAN/FREEWAY BALIKPAPAN — SAMARINDA PAKET SAMBOJA
PALARANT.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, untuk pelaksanaan PROYEK, PARA PIHAK
sepakat untuk menandatangani PERJANIIAN internal ini dengan ketentuan dan syarat-
syarat sebagai berikut ;

PASAL 1
UMUM

1.1 DEFINISI.

1.1.1  “PERJANJIAN" adalah perjanjian Kerjasama Operasi ini.

1.1.2  “KSO" adalah Kerjasama Operasi ini yang diberi nama WASKITA —
RIMBA — MARINDA KSO.

1.1.3 “PEMBERI TUGAS” adalah Pengguna Anggaran Kegiatan
PEMBANGUNAN JALAN TOL/BEBAS HAMBATAN/FREEWAY
BALIKPAPAN — SAMARINDA PAKET SAMBOJA PALARAN I
adalah  Pelaksanaan = PEMBANGUNAN - JALAN TOL/BEBAS
HAMBATAN/FREEWAY BALIKPAPAN - SAMARINDA PAKET
SAMBOJA PALARAN 1, berdasarkan Kontrak antara WASKITA -
RIMBA- MARINDA KSO dengan PEMBERI TUGAS.

1.1.4  “KONTRAK" adalah perjanjian termasuk perjanjian lanjutan jika ada,
antara WASKITA — RIMBA - MARINDA KSO dengan PEMBERI
TUGAS dalam rangka pelaksanaan PROYEK.

1.1.5 "“BOD KSO” adalah BOARD OF DIRECTOR KSO yang merupakan
badan tertinggi dalam KSO dalam pengelotaan pelaksanaan PROYEK,
sebagaimana diuraikan dalam ayat 5.1.

1.1.6  “KM” adalah Komite Manajemen sebagaimana diuraikan dalam ayat
5.2.

1.1.7  “TP” adalah Tim Proyek KSO yang menanganl pelaksanaan fisik
PROYEK, sebagaimana diuraikan dalam ayat 5.3 dan 5.4.

1.1.8  “PM" adalah Project Manajer yang ditunjuk oleh WASKITA —RIMBA
— MARINDA KSO dari PT.WASKITA KARYA ( Persero) untuk
Pemimpin KSO dalam pelaksanaan PROYEK.

1.1.9 “DPM" adalah Deputy Project Manajer yang ditunjuk oleh WASKITA -
RIMBA - MARINDA dari PT.RIMBA AYU KENCANAA dan
PT.MARINDA UTAMA KARYA SUBUR untuk Wakil Pemimpin KSO
dalam pelaksanaan PROYEK. _

1.1.10 “RKAP” adalah Rencana Kerja dan Anggaran Pelaksanaan Proyek.
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1.2 MAKSUD PERJANJIAN.

1.2.1  PARA PIHAK sepakat bahwa PERJANJIAN ini dibuat khusus dan
| terbatas untuk pelaksanaan PROYEK sesuai dengan ketentuan dan
syarat-syarat yang disebutkan dalam KONTRAK beserta lampiran-
lampirannya, antara KSO dengan PEMBERI TUGAS, termasuk
Addendum/Amandemen bila ada.

’

PASAL 2 | .
BENTUK PERJANJIAN , v

2.1 KSO ini dikelola secara “J0OB PORTION” atau * SISTEM PEMBAGIAN PORSI
PEKERJAAN ™ :

2.2 WASKITA —'RIMBA ~ MARINDA KSO, sepakat satu sama. lain bapwa masing-
masing akan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung
jawabnya sesuai dengan Isi yang terkandung di dalam PERJANJIIAN ini.

PASAL 3
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERJANJIAN

PERJANIJIAN ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir apabila :

3.1  Pelaksanaan PROYEK telah selesai termasuk masa pemeliharaannya serta telah
diterimanya pembayaran terakhir dari PEMBERI TUGAS, dan

3.2  Telah diselesaikannya kewajiban KSO kepada PEMBERI TUGAS maupun pihak-
pihak diluar KSO, dan

3.3  Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK dari/terhadap
KSO, dan i

3.4  Pembukuan KSO serta Rekening Bersama KSO telah ditutup.

3.5  Atau atas persetujuan bersama antara PARA PIHAK dalam PERJANJIIAN ini.

PASAL4 s
PORSI PEKERJAAN &

4.1 Masing-masing PIHAK sepakat untuk membagi pelaksanaan pekerjaan PROYEK
secara divisional sesuai dengan LAMPIRAN I PERJANIIAN ini.

DivisiI  : dikelola oleh PT. WASKITA KARYA (PERSERO) 51 % %

Divisi II : dikelola oleh PT. RIMBA AYU KENCANA 25 %
DIVIS I1II: dikelola oleh PT.MARINDA UTAMA KS _ 24 9%
3 dari 16 RIMBA - JARIMDA
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Atau dengan perincién sebagai berikut :

WASKITA — RIMBA — MARINDA KSO

NILAI KONTRAK TERMASUK PPN 10 % = Rp. 374,246,537,000
NILAI KONTRAK DILUAR PPN 10 % = Rp. 340,224,124,545
PORSI |
DIVISI I PT. WASKITA KARYA ( PERSERO ) 51 %

= 51 % x Rp. 340,224,124,545 . = Rp. 173,154,303,518.18

r

DIVISI II PT, RIMBA AYU KENCANA 25 %

= 25 % x Rp. 340,224,124,545 = Rp. 85,056,031,136.36
DIVISI III PT. MARINDA UTAMA KARYA SUBUR 24 % -

= 24 % x Rp. 340,224,124,545 = Rp. 81,653,789,890.91

Untuk biaya Operaslonal KSO. Masing — masing Divisi dikurangi porsinya sebesar 6 %
dituar Indirect Cost ( Biaya Tidak langsung ) atau 6 % x Rp. 340,224,124,545 = Rp.
20,413,477,473 . Sehingga Porsi masing — masing Divisi setelah dikurangi biaya
operasional KSO menjadi :

Porsi Divisi I PT. WASKITA KARYA ( Persero )
Rp. 20,413,477,473 x 51 %
Rp. 173,154,303,518 - Rp. 10,410,858,211

p. 10,410,858,211

=R
= Rp, 163,103,445,307

Porsi Divisi IT PT. RIMBA AYU KENCANA

Rp. 20,413,477,473 x 25 % = Rp. 5,103,361,868

Rp. 85,056,031,136 — Rp. 5,103,361,868 = Rp. 79,952,669,268
Porsi Divisi 11T PT. MARINDA UTAMA KARYA SUBUR

Rp. 20,413,477,473 x 24 % = Rp. 4,899,227,393

Rp. 81,653,789,891 - RP. 4,899,227,393 = Rp.76,754,562,497

Porsi KSO WASKITA — RIMBA — MARINDA
6 % x Rp. 340,224,124,545 = Rp. 20,413,477,473

4.2.1 Harga Tersebut sudah termasuk segala biaya Pelaksanaan dan juga

INDIRECT COST ( biaya tidak langsung ), yang menjadi tanggung jawab
masing — masing Divisi, yang terdiri dari :

Biaya Peralatan Kerja m

1,
2. Biaya Persiapan dan Penyelesaian Proyek
3. Biaya Perpajakan
4. Biaya Administrasi Proyek
5. Biaya Pemasaran paav il
6. Biaya Bank -0 VA Y Y-
e el Sana @I EA&M%E
WASKITA - RIMBA JIARINDA
YA
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Apabila terjadi pekerjaan tambah/kurang pada lingkup pekerjaan, maka porsi
masing — masing PIHAK tetap mengacu prosentase dari Nilai Kontrak KSO
sebagaimana Pasal 4 Ayat 4.1.

Masing — masing Divisi bertanggung jawab penuh atas penyelesaian pekerjaan
yang berhubungan dengan biaya, mutu dan waktu pekerjaan sesuai spesifikasi
kontrak dan diterima olehn PEMBERI TUGAS sampai dengan masa pemeliharaan
selesai. _

PASAL 5
ORGANISASI

PARA PIHAK sepakat untuk membentuk organisasi KSO menjadi 3 (tiga) tingkatan
(Level) yaitu Board off DIRECTOR (BOD) Komite Manajemen (KM) dan Tim

Proyek (TP).

5.1

Tesis

BOARD OF DIRECTOR { BOD KSO ).
5.1.1 Susunan keanggotaan BOD KSO ditetapkan sebagai berikut :

1. Ketua merangkap anggota : Ir.  HERWIDIAKTO.M.Tech.
PT. WASKITA KARYA (PERSERO).

dari

2. Anggota : H.IDHAM KHALID dari PT. RIMBA
AYU KENCANA
3. Anggota : . : KUSNA RACHMAT dari

PT.MARINDA UTAMA KARYA

SUBUR

5.1.2 Setiap perubahan atau penggantian Anggota BOD KSO harus
diberitahukan secara tertulis pada kesempatan pertama kepada PARA

5.1.3

5.1.4

PIHAK.

Setiap anggota yang ditunjuk sesuai ayat 5.1.2 di atas tidak dapat
membatalkan tindakan dan keputusan yang dibuat anggota yang
digantikannya.

Tugas dan Wewenang BOD KSO adalah ;

5.1.4.1

5.1.4.2

5.14.3

5.1.4.4

PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI PROYEK

Memutuskan penunjukan maupun pengangkatan serta
penggantian anggota KM dan TP sampai dengan tingkat
Manajer.

Melaksanakan pertemuan dengan Pihak External maupun
Pihak Internal untuk kelancaran tugas KSO.

Mengambil keputusan mengenai pengadaan barang-barang
yang tidak bergerak maupun yang bergerak yang akan
dijadikan harta KSO dalam pelaksanaan PROYEK, sesuai
dengan RKAP.

Mengadakan pertemuan dengan KM dan / atau TP untuk
mengevaluasi pelaksanaan PROYEK. Waktu dan tempat
pertemuan akan ditentukan oleh BOD KSO atau atas
permintaan dari KM sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali,
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5145 Menunjuk Tim Audit yang akan melakukan audit terhadap
kegiatan KSO dalam periode yang ditentukannya.

5.1.46  Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan/Akhir PROYEK dan
membagi Hasil Usaha / sisa anggaran yang dikelola KSO
kepada masing-masing PYHAK berdasarkan hasi! audit oleh
Tim Audit yang ditunjuk.

5.1.47  Menetapkan  kebijakan-kebijakan operasional KSO
berdasarkan usulan-usulan dari TP dan KM.

5.1.5 Quorum dan Keputusan BOD KSO.
5.1.5.1 Setiap anggota BOD KSO memiiiki 1 (satu)} suara dalam
, setiap pengambilan keputusan KSO.

5.1.5.2 Rapat harus dihadiri oleh semua anggota, jika ada yang
berhalangan, maka harus diwakilkan dengan menggunakan
Surat Kuasa. Keputusan dalam rapat dapat dianggap sah-
apabila disetujui sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota yang
mewakili hadir,

5.1.5.3  Apabila keputusan rapat sesuai ayat 5.1.5.2 tidak dapat
tercapai, maka Ketua mempunyai hak untuk mengambil
keputusan rapat, tetapi apabila masih ada anggota yang
berbeda pendapat dengan keputusan tersebut maka
perbedaan pendapat tersebut dianggap sebagai perselisihan
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19.2 dan 19.3
PERJANJIAN ini.

5.2 KOMITE MANAJEMEN (KM).

5.2.1 Untuk kelancaran pengelolaan KSO, PARA PIHAK sepakat
membentuk KM yang anggotanya terdiri dari 3 (Tiga) orang, masing-
masing 1 (satu} orang dari PT. WASKITA KARYA (PERSERO) ,
1 ( satu} orang dari PT.RIMBA AYU KENCANA dan 1 (satu) orang
dari PT. MARINDA UTAMA KARYA SUBUR.

Susunan KM ditetapkan sebagai berikut :

1. Ketua merangkap Anggota : Ir. AHMADI dari PT. WASKITA
KARYA (PERSERO).

2. Anggota : ARI SUYAMTO dari PT. RIMBA
AYU KENCANA ‘

3. Anggota : BAMBANG PRAYITNO dari PT.
MARINDA UTAMA KARYA
SUBUR

5.2,2  Setiap perubahan atau penggantian anggota KM oleh salah satu
PIHAK harus memberitahukan secara tertulis pada kesempatan
pertama kepada BOD KSO.

5.2.3  Setiap anggota yang ditunjuk sesuai dengan ayat {5.2.2) di atas tidak
dapat membatalkan tindakan atau keputusan anggota vyang
digantikannya. @ﬂ
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5.24  Tanggung Jawab dan Wewenang KM.
5.2.4.1 Bertanggung jawab untuk pelaksanaan semua keputusan
dan kebijaksanaan yang telah diputuskan BOD KSO.

5.2.42  Bertindak sebagai Pengawas dan Pengendali Operasional,
mengarahkan pelaksanaan pekerjaan, memeriksa laporan
kemajuan pekerjaan dan pengelolaan biaya pelaksanaan
PROYEK yang dilaksanakan TP.

5.2.4.3  Melakukan transfer dana dari Rekening Bersama KM ke
Rekening Divisi I KSO, Rekening Divisi II KSO,
Rekening Divisi ITT KSO maupun ke Rekening TP secara
proposional sesuai perhitungan dan waktu yang disepakati

7 bersama oleh para anggota KM.

5.2.44  Mengadakan pertemuan dengan TP untuk mengevaluasi
pelaksanaan PROYEK sekurang- kurangnya sekali dalam
3 ( tiga) bulan.

5.2.4.5 Memeriksa, mengkaji, dan mengusulkan pekerjaan
tambah/kurang yang diajukan kepada PEMBERI TUGAS.

5.2.4.6  Mempertimbangkan dan menyetujui usulan TP mengenai
pengangkatan pejabat/petugas di bawah Manajer,

5.2.4,7  Bersama dengan TP merumuskan pola sistem prosedur KSO
yang terutama menyangkut aspek keuangan, teknik
(pelaksanaan pekerjaan), perpajakan, akuntansi,
administrast dan personalia. '

5.2.48 Mengurus dan menandatangani Jaminan Uang Muka,
Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeltharaan di
Lembaga Keuangan atau Bank.

5.2.49 Membuka rekening atas nama KS-O untuk képenting.an'
operasional. : : : -
< G2 at0y oo Z i S-2.4 7 et

5.2.5 Quorum Dan Keputusan KM,

5.2.5.1  Setiap anggota KM memiliki 1 (satu) suara dalam setiap
pengambilan keputusan KM.

5.2.5.2  Rapat harus dihadiri oleh semua anggota, jika ada yang
berhalangan, maka harus diwakilkan dengan menggunakan
Surat Kuasa. Keputusan dalam rapat dapat dianggap sah
apabila disetujui sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota yang
mewakili tiga belah pihak.

5.2.53  Apabila keputusan rapat sesuai ayat 5.2.5.2 tidak dapat
tercapai, maka Ketua mempunyai hak untuk mengambil
keputusan rapat, tetapi apabila masih ada anggota yang
berbeda pendapat dengan keputusan yang diambil Ketua,
maka keputusan akan diserahkan pada rapat BOD KSO.

Kerja Sama Q

WAS:{I'IA il

7 dari 16

Tesis PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI PROYEK LINNA NINDYAHWATI

PEMBANGUNAN JALAN TOL / FREEWAY PAKET 2 SAMBOJA
— PALARAN 1 KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 01/KSO/WRM/XI1/2010



53  Tim Proyek (TP).

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

5.3.1  Tim Proyek yang selanjutnya disebut TP selaku pelaksana pekerjaan,
terdiri atas wakil dari PARA PIHAK vyang mengelola pelaksanaan
PROYEK sesuai dengan KONTRAK.

5.3.2 TP disusun dengan struktur organisasi sebagaimana dinyatakan dalam

“Lampiran II PERJANJIAN ini. Susunan personil TP adatah sebagai
berikut :

5.3.2.1

!

5.3.2.2

5.3.2.3

5.3.24

5.3.25

5.3.2.6

Si3RYW

5.3.2.8

5.3.29

Tesis PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI PROYEK

Project Manager (PM), berasal dari PT. WASKITA
KARYA (PERSEROQ), memimpin Tim Proyek.

Manager Personalia & Keuangan berasal dari PT.
WASKITA KARYA ( Persero ). Mengelola Keuangan dan
sumber daya manusia termasuk laporan keuangan dan
perpajakan.

Manager Teknik berasal dari PT. RIMBA AYU
KENCANA. Mengelola Teknik termasuk penggabungan
laporan Divisi I, Divisi II dan Divisi IIL

Manager Adkon berasal dari PT. MARINDA UTAMA

KARYA SUBUR. Mengelola seluruh administrasi teknik dan *

kontrak Divisi I, Divisi II dan Divisi III, termasuk
pengurusan uang muka dan termin.
Deputi Project Manager ( DPM ) berasal dari PT.

WASKITA KARYA ( Persero ). Mewakili Project Manager

dan Mengelola Pelaksanaan proyek Porsi Divisi 1.

Deputi Project Manager (DPM), berasai dari PT. RIMBA
AYU KENCANA, mewakili Project Manager untuk mengelola
Pelaksanaan proyek Porsi Divisi II.

Deputi Project Manager ( DPM ) berasal dari
PT.MARINDA UTAMA KARYA SUBUR, mewakili Project
Manager untuk mengelola pelaksanaan proyek porsi Divisi
III.

Manager Keuangan, Mauager Teknik dan Manager
Administrasi Kontrak dibantu beberapa staf untuk
membantu kelancaran tugas dan kebutuhan sesuai lampiran
I surat perjanjian ini.

a. PM, Manager Keuangan & Personalia, Manager
Teknik dan Manager Administrasi Kontrak dibayarkan
Billing Rate, dan bagi PM atau Manager yang merangkap
tugas di masing — masing Divisi disepakati Billing ratenya
dibayarkan 50 ( lima Puluh ) % dari anggaran yang
ditetapkan, sesuai lampiran I surat perjanjian ini.

b. Untuk Staf ( Pembantu ) Manager akan dibayarkan
honor dan lembur apabila diperlukan.

c. KSO tidak menyediakan Billing Rate untuk Deputi Project
Manager sesuai kesepakatan bersama.

-

‘£ £

E’{ﬁirjfﬁ S L?fy

WASKITA RIMBA - \Rli‘»[‘lA
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d. Untuk Penggantian Transport dan honor Pengawas

lapangan dan Konsultan dibayarkan Divisi masing — masing

. Kecuali koordinator lapangan dan Team Leader Konsultan

dibayar ( menjadi beban ) KSO sesuai Lampiran I Surat
* perjanjian ini.

Tanggung Jawab dan Kewajiban Tim Proyek (TP).

Secara internal tugas dan kewajiban TP adalah melaksanakan kegiatan lapangan
dengan mendayagunakan sumber daya KSO secara optimal dan memenuhi
persyaratan mugu, waktu, dan biaya yang telah ditetapkan. Tugas dan kewajiban
TP tersebut diatas meliputi bidang-bidang perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Secara eksternal TP bertugas dan bertanggung jawab sebagai wakil Tim Proyek
KSO untuk mengurus kepentingan-kepentingan KSO terhadap PEMBERI
TUGAS maupun Pihak Ketiga yang menyangkut aspek-aspek pelaksanaan
pekerjaan.

5.4.1 Bidang Perencanaan.
5.4.1.1 Membuat usulan organisasi [.apangan.
5.4.1.2 Membuat usulan Metode Konstruksi.
5.4.1.3 Membuat usulan Jadwal Pelaksanaan Proyek yang dilengkapi
dengan Jadwal Bahan, Jadwal Tenaga Kerja, dan Jadwat Alat.

TP wazjib mengusulkan butir-butir tersebut di atas kepadé KM dengan tembusan

-kepada BOD KSO untuk mendapat persetujuan/pengesahan.

5.4.2 Bidang Pelaksanaan.

54.2.1 Menjalankan pelaksanaan fisik PROYEK sesuai dengan
Dokumen Kontrak antara Pemberi Tugas dengan KSO.

5.4.2.2 Melaksanakan ketetapan dan perintah-perintah KM maupun
BOD serta melaksanakan kesepakatan yang dicapai dalam
pertemuan berkala dengan KM.

5.4.2.3 Mewakili KSO dalam hubungan dengan Penguna Anggaran

(PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan ( PPTK ) Proyek/Koordinator Pengawas Proyek
untuk - keperluan  pekerjaan  tambah/kurang, eskalasi,
Addendum/Amandemen. TP waijib melaporkan kepada KM
untuk mendapat persetujuan tindak lanjut dan pengambilan
keputusan.

5.4.2.4 Melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak
terkait sehingga fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik.
Rapat PROYEK diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali
dalam satu bulan.
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'5.4.3 Bidang Pengendalian.

5.4.3.1 Melaksanakan pengendalian langsung atas kegiatan fisik di
lapangan agar sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

5.4.3.2 ,Membuat pembukuan dan pencatatan keuangan PROYEK
sesuai dengan sistim informasi yang ditetapkan KM.

5.4.3.3  Membuat laporan berkala atas kegiatan lapangan.

5.4.3.4 Membuat laporan khusus mengenal hal-hal yang bersifat
mendesak.

5.4.3.5 Mengadakan evaluasi dan usulan tindak lanjut.
5.4.3.6 Membuat dokumentasi proyek baik visual maupun administratif.

5.4.4 Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

TP wajib rnelaksanakan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
yang mengacu kepada Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan
Menteri PU, No. KEP.174/MEN/86 dan 104/KPTS/1986 tanggal 4 Maret
1986.

PASAL 6
SISTEM PROSEDUR KSO

6.1  Dalam melaksanakan lingkup pekerjaan masing-masing PTHAK, PARA PIHAK
sepakat untuk menjalankan seluruh proses pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan
sistem prosedur KSO. KM dan TP merumuskan pola sistem prosedur KSO yang .
akan diusulkan kepada BOD KSO untuk dimintakan penetapannya.

6.2  PARA PTIHAK sepakat untuk tidak menggunakan stau memperlihatkan identitas
PT. WASKITA KARYA (PERSERO) atau PT. RIMBA AYU KENCANA maupun
PT.MARINDA UTAMA KARYA SUBUR secara sendiri-sendiri dalam seluruh
proses pekerjaan.

WASKITﬁ ﬂin‘.ﬂfi MARNUA
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PASAL 7
REKENING BANK

PARA PIHAK sepakat bahwa KM atas nama KSO membuka rekeningr di salah
satu Bank BUMN / BUMD, yang disebut Rekening Bersama KM.

Penerimaan dana dari PEMBERI TUGAS berkenaan dengan pelaksanaan
PROYEK, harus dimasukkan ke Rekening Bersama KM untuk selanjutnya di
transfer ke rekening masing masing divisi sesuai porsi yang telah ditentukan.

Penarikan dana dari Rekening Bersama KM hanya dapat dilakukan dengan
tanda tangan bersama Ketua KM dan anggota KM.

BT oo

-

PASAL 8
JAMINAN

KSO harus menyediakan Jaminan Uang Muka, Jaminan Pelaksanaan, dan
Jaminan Pemeliharaan.

Berkenaan dengan Pasal 4 ( PORSI PEKERJAAN ) maka segala biaya atas
penerbitan Jaminan sesuai ayat 8.1 diatas menjadi beban WASKITA — RIMBA —
MARINDA KSO

PASAL 9
ASURANSI

KSO harus mengurus pengadaan asuransi antara lain Jamsostek, CAR, dan TPL
(Third Party Liability), mulai dari proses evaluasi calon rekanan / penanggung
polis asuransi sampai dengan penetapan pemenangnya.

Berkenaan dengan Pasal 4 ( PORSI PEKERJAAN ) maka premi dan biaya-biaya
pengadaan polis asuransi KSO ditanggung WASKITA — RIMBA — MARINDA KSO.

e PP

WASKITA - i?\”ﬁf\ - ’\_F_{;’;
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PASAL 10
PAJAK-PAJAK

Selama pelaksanaan PROYEK, KSO harus memilik Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP) sendiri.

PARA PIHAK, dalam melaksanakan lingkup pekerjaannya masing-masing dalam @LG;

Divisi I KSO , Divisi II KSO dan DIVISI III KSO tetap mengqunakan
Nomor Pokok Wajib Pajak KSO.

Semua beban pajak yang timbul akibat pelaksanaan lingkup pekerjaan masing-
masing. PIHAK menjadi tanggung jawab WASKITA — RIMBA — MARINDA
KSO ,

PARA PIHAK sepakat Tahun Fiskal berawal pada tanggal 1 Januari dan berakhir
pada tanggal 31 Desember tahun yang sama.

PM diwajibkan untuk mengurus surat pajak rampung KSO pada setiap akhir
tahun fiskal.

Biaya Retribusi galian C adalah menjadi tanggung jawab Divisi sesuai volume <’

pekerjaan yang dikelola masing — masing Divisi.

PASAL 11
EKSKLUSIVITI

PARA PIHAK dalam PERJANIJIIAN ini, baik langsung maupun tidak Larigsung,
tidak boleh mengajukan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan
termaksud dalam KONTRAK atau bagian dan padanya secara terpisah atau secara
bergabung dengan pihak ketiga diluar PERJANJIAN KSO. Prinsip eksklusiviti yang
disebut dalam PERJANJIAN ini akan diberlakukan oleh PARA PIHAK di cabang
mereka dan setlap anak perusahaan , atau orang yang tergabung atas nama
mereka sewaktu-waktu menjalankan pengawasan.

- PASAL 12

TANGGUNG JAWAB KEPADA PEMBERI TUGAS

Maéing — Masing Divisi sepakat untuk melaksanakan dan menyelesaikan aj-ﬁf

pekerjaan sesuai dengan biaya, mutu, dan waktu yang ditetapkan di dalam
KONTRAK dengan PEMBERI TUGAS.

Masing-masing Divisi akan melaksanakan pekerjaan perbaikan dan fa
ad

penyempurnaan PROYEK termasuk masa pemeliharaan, sampai diterima
dengan baik oleh PEMBERI TUGAS sesuai dengan spesifikasi kontrak antara
KSO dengan PEMBERI TUGAS.

KSO harus melaksanakan tindak lanjut sampai dengan tuntas terhadap notisi
temuan apabila dilaksanakan pemeriksaan (audit ) oleh Pemberi Tugas atau
lembaga / Badan Pemeriksa External.

bi
WASKITA - le@]n\/ AERJNUA
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Berkenaan dengan Pasal 4 { PORSI PEKERJAAN ) maka biaya atas ayat 12.1,
12.2, 12.3, sepenuhnya menjadi beban masing — masing Divisi,dan untuk
mengantisipasi biaya yang timbul akibat perbaikan dan penyempunaan tersebut
masing — masing Divisi memberikan jaminan yang dikeluarkan Asuransi yang
mempunyai security bond dan sudah di reasuransikan di lembaga Asuransi yang
bonafide di Luar negeri, dan tidak termasuk dalam daftar black list.

PASAL 13
‘KETERLAMBATAN DAN PEMBAYARAN DENDA

Jika KSO oleh PEMBERI TUGAS dikenakan denda akibat keterlambatan atau
akibat cacat pekerjaan atau hal lain adalah menjadi tanggung jawab MASING —
MASING DIVISI YANG TERLAMBAT sesual porsi pekerjaan masing masing.
Jumlah denda keterlambatan atau denda lain harus sesuai dengan yang
ditetapkan dalam KONTRAK,

Maksimum Keterlambatan disepakati 10 ( Sepuluh) % dari porsi yang dikelola
masing — masing Divisi, apabila tidak ada tindak lanjut pencapaian progres
untuk meminimalisasi keterlambatan Project Manager KSO akan membuat
surat teguran secara tertulis, dan ditembuskan ke KM dan BOD, dan bila mana
surat teguran tersebut tidak diindahkan maka masalah keterlambatan Divisi yang
bersangkutan akan di limpahkan ke KM dan BOD. Untuk selanjutnya BOD yang
mengambil keputusan untuk Divisi di maksud.

PASAL 14
CIDERA JANIL

Salah satu PIHAK dinyatakan cidera janji apabila PIHAK tersebut tidak mau
dan atau tidak mampu melaksanakan secara nyata atas ketentuan-ketentuan
dalam PERJANIJIAN ini, yang disebabkan karena :

Badan Usahanya dibeku-operasikan atau menjadi pailit atau dillkuidasi
(kecuali )likuidasi itu dimaksudkan untuk reorganisasi atau penggabungan); atau
Lalai untuk menyediakan jaminan atau kontrak jaminan sebagaimana dituntut
dalam PERJANIJIAN ini, dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari setelah
diterimanya pemberitahuan dari PIHAK lainnya; atau

Melanggar ketentuan dalam PERJANJIAN ini dan tidak melakukan tindakan-
tindakan perbaikan dalam waktu 14 (empat betas) hari sejak diminta oleh
PIHAK lainnya.

Apabila salah satu PIHAK cidera janji, maka PIHAK lainnya berhak untuk :

Mengeluarkan PIHAK yang cidera janiji dari keikutsertaannya dalam KSO.

Mengambil allh sisa porsi pekerjaan PIHAK vyang cidera janji, tanpa
membebaskannya dari kewajiban-kewajiban yang harus ditanggungnya sesuai
porsinya dan atas kerugian KSO yang timbul berdasarkan. KONTRAK.

3 <Al g6
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14.2.3 Menahan kontribusi atau partisipasi PIHAK yang cidera janji yang telah
diserahkan kepada KSO hingga diselesaikannya segala kewajiban dari PIHAK
yang cidera janji kepada PIHAK lainnya atau KSO. '

14.2.4 PIHAK lainnya melanjutkan kegiatan KSO hingga pelaksanaan PROYEK selesai.

14.2.5 Bila penyelesaian pekerjaan PROYEK lingkup PIHAK yang cidera janji tidak
menghasitkan laba, maka PIHAK yang cidera janji tidak berhak atas pembagian
laba tersebut. Tetapi bila penyelesaian pekerjaan lingkup PIHAK yang cidera
janji tersebut menghasitkan kerugian, maka kerugian tersebut seluruhnya tetap
harus ditanggung oleh PIHAK yang cidera janji, dan PIHAK yang cidera janji
harus membayarkan kepada PIHAK lainnya sebesar kerugian tersebut pada
waktu yang disepakati bersama PARA PIHAK.

i

PASAL 15
PENGUNDURAN DIRI

15.1 Salah satu PIHAK tidak dapat mengundurkan diri dari KSO kecuall atas
persetujuan tertulis dari PIHAK lain dan PEMBERI TUGAS selama jangka
waktu PERJANJIAN ini.

15.2 Apabila salah satu PIHAK mengundurkan diri KSO tanpa mengindahkan ayat
14.1 maka kepada PIHAK tersebut diberfakukan ketentuan seperti tersebut
pada Pasal 19.1, Pasal 19.2, dan Pasal 19.3.

153 add

PASAL 16
PUBLIKASI

PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan PROYEK dan demi untuk kepentingan KSO

- dilarang memberikan tanggapan atau penyiaran berita secara lisan atau tertulis kepada
pihak ketiga, tanpa persetujuan BOD KSO.

PASAL 17
" BAHASA

PARA PIHAK sepakat menggunakan Bahasa Indonesia dalam PERJANIIAN ini.

PASAL 18
HUKUM YANG BERLAKU

Untuk segala hal yang terjadi akibat PERJANJIAN ini, hukum yang berlaku adalah
Hukum Negara Republik Indonesia.

14 dari 16
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PASAL 19
PENYELESATAN PERSELISIHAN

Apabila timbut perselisinan diantara PARA PIHAK sebagai akibat PERJANJIAN
ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk
mufakat.

Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak dimulainya musyawarah
ternyata perselisinan tersebut tidak mencapai mufakat, maka PARA PIHAK
sepakat untuk menyelesaikan perselisihan- melalui BANI (Badan Arbitrase
Nasional Indonesia) di Jakarta. '

Putusan BANI bersifat final dan mengikat PARA PIHAK secara mutlak untuk
tingkat pertama dan terakhir, serta tidak dapat dilakukan banding atau kasasi.
Pelaksanaan PERJANJIAN ini maupun KONTRAK tidak boleh berhenti dengan
alasan diadakannya penyelesaian perselisihan sebagaimana disebut pada ayat
19.1 dan 19.2.

PASAL 20
ALAMAT KERJASAMA OPERASI

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk kepentingan komunikasi dalam pelaksanaan
PROYEK, alamat KSO ditetapkan sebagal berikut :

Alamat Dewan Direksi Kerjasama Operasi (BOD KSO) :
PT. WASKITA KARYA (Persero)
Jl. M.T. Haryono Kav. No. 10 Cawang, -
Jakarta 13340

Telepon ~ :(021) 850 0005
Fax : (021) 819 4141
Email : waskita@waskita.go.id

Alamat Komite Manajemen (KM) :
J). Gamelan No. 7 Samarinda

Telepon : (0541) 738151

Fax : (0541) 745030

Email “+ waskitartanusa@yahoo.com
PASAL 21

ADDENDUM / AMANDEMEN

21.1  Dalam rangka pelaksanaan PERJANJIAN ini apabila di kemudian hari diperlukan
adanya perubahan atav penambahan, maka akan dibuat addendum/
amandemen yang akan ditandatangani oleh PARA PIHAK. :
212 Addendum/amandemen dimaksud pada ayat 21.1 merupakan bagian yang trdak
terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
15 dari 16
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PASAL 22
LAMPIRAN

PARA PIHAK sepakat bahwa semua Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari

PERJANIJIAN dan mengikat PARA PIHAK setelah dltandatanganl oleh masing-masing
PIHAK, atau kuasanya masing- masmg T -

PASAL 23
PENUTUP

PERJANJIAN ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 3(tga) diantaranya diberi meterai
secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian PERJANJIAN ini ditandatangani pada hari dan tanggal yang telah disebutkan
pada halaman pertama PERJANJIIAN ini.

Untuk dan atas-nama ; Untuk dan atas nama ;

PT. RIMBA AYU KENCANA PT. MARINDA UTA# KARYA SUBUR

H.IDHAM KHALID - KUSNA RACHMAT
Direktur _ _ Direktur

Untuk dan atas nama ;
PT. WASKITA KARYA ( Persero

Ir.HERWIDIAKTO M.Tech
’B(epala Wilayah Barat .4 Divisi - IT /f

o< [Nu feon

NOyK
MpNGET (ENOESAHKAN

NG “w.,\- | DENGAN ASLIRYA

A VAN Lo
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ADDENDUM PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI
DALAM RANGKA PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN TOL/BEBAS HAMBATAN /FREEWAY
BALIKPAPAN — SAMARINDA PAKET SAMBOJA PALARAN I
antara :
PT. WASKITA KARYA (PERSERO)
dengan
PT. RIMBA AYU KENCANA
dengan '
" PT..MARINDA UTAMA KARYA SUBUR
Nomor: ADD1 /1 /KSO/WRM/VII / 2011

Pada hari ini Rabu, Tanggal Enam, bulan Juli, Tahun Dua Ribu Sebelas,
bertempat di Samarinda , yang bertanda tangan di bawah ini :

1. PT. WASKITA KARYA (PERSERO), diwakili oleh Ir. Herwidiakto, M.Tech,
Kepala PT. WASKITA KARYA WILAYAH BARAT 4 DIVISI II, yang dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. WASKITA KARYA (PERSERO),
berkedudukan dl JI. M.T. Haryono Kav. No. 10 Cawang, Jakarta Timur 13340,

selanjutnya disebut PFT. WASKITA KARYA (PERSERO).
2. Semula tertulis:

PT. RIMBA AYU KENCANA, diwaklli oleh H. IDHAM KHALID, Direktur ,
yang dalam hal Ini bertindak untuk dan atas nama PT. RIMBA -AYU KENCANA,
berkedudukan di- JIi. Cipto Mangunkusumo No. 21 Gunung Lipan

Samarinda, selanjutnya disebut PT. RIMBA AYU KENCANA

berubah menjadi:

PT. RIMBA AYU KENCANA, diwakili oleh H. IDHAM KHALID, Direktur ,
yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. RIMBA AYU KENCANA,
berkedudikan ‘dl Jl. Sutomo No.72 Samarinda, selanjutnya disebut

PT. RIMBA AYU KENCANA
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3. Semula tertulls
PT. MARINDA UTAMA KARYA SUBUR diwakili oleh KUSNA RACHMAT,
Direktur, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. MARINDA
UTAMA KARYA SUBUR, berkedudukan di Jl. Supomo No.79 Samarinda,

selanjutnya disebut PT.MARINDA UTAMA KARYA SUBUR.

berubah menjadi:

PT. MARINDA UTAMA KARYA SUBUR diwakili cleh KUSNA RACHMAT,
Direktur, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. MARINDA
UTAMA KARYA SUBUR, berkedudukan di 3l. Cipto Mangunkusumo No. 21
Gunung Lipan Samarinda, selanjutnya disebut PT.MARINDA UTAMA
KARYA SUBUR.

PT. WASKITA KARYA (PERSERO) dan PT. RIMBA AYU KENCANA
dan PT. MARINDA UTAMA KARYA SUBUR secara sendiri-sendiri disebut
PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Menyatakan / Mengingat :
1. Tetap.

0 Tetap.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, untuk pelaksanaan PROYEK, PARA PIHAK
sepakat untuk menandatangani ADDENDUM PERJANJIAN internal ini dengan
ietentuan dan syarat- syarat sebagal berikut :

PASAL 1
UMUM

1.1 DEFINISI
1.1.1 Tetap.
1.1.2 Tetap.
1.1.3 Tetap.
1.1.4 Tetap.
1.1.5 Tetap.
1.1.6 Tetap.
1.1.7 Tetap.
1.1.8 Tetap.
1.1.9 Tetap.
1.1.10Tetap.
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1.2 MAKSUD ADDENDUM PERJANJIAN
1.2.1. Tetap.

PASAL 2
BENTUK ADDENDUM PERJANJIAN

2.1 Semula tertulis:
KSO ini dikelola secara “JOB PORTION” atau “SISTEM PEMBAGIAN PORSI
PEKERJAAN"
“berubah menjadi:
KSO ini dikelola secara terpadu (INTEGRATED MANAGEMENT).

2.2 Semula tertulis: -
WASKITA — RIMBA — MARINDA, KSO, sepakat satu sama lain bahwa masing-
masing akan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung
jawabnya sesuai dengan isi yang terkandung di dalam PERJANJIAN ini.

berubah menjadi:
Masing-masing PIHAK tidak boleh bertindak sendiri-sendiri atas nama KSO,
tanpa persetujuan tertulis PIHAK lainnya.

2.3 Masing — masing PIHAK akan mematuhi serta mengindahkan segala
ketentuan hukum, peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan -
ketentuan laln yang sudah disepakati KSO.

PASAL 3
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA ADDENDUM PERJANIIAN

ADDENDUM PERJANIJIAN inl mulai berfaku sefak ditandatangani dan berakhir

apabila :

3.1 Tetap.

3.2 Tetap.

3.3 Tetap.

34 Tetap.

3.5 Tetap.
Foi M;h:;.i iﬁgf% 51
WA SO - RiiBA -ﬁiﬁmwm
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4.1
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PASAL 4

PASAL 4
PORSI PEKERJAAN

Masing-masing PIHAK sepakat untuk membagi pelaksanaan pekerjaan
PROYEK secara divisional sesuai dengan LAMPIRAN I PERJANJIAN ini.
Divisi I  : dikelola oleh PT. WASKITA KARYA (PERSERO) 51 %
Divisi II :dikelola oleh PT. RIMBA AYU KENCANA 25 %
DIVIS III : dikelola oleh PT.MARINDA UTAMA KS 24 %

Atau dengan perinciah sebagai berikut :

WASKITA — RIMBA — MARINDA KSO
NILAI KONTRAK TERMASUK PPN 10 % = Rp. 374,246,537,000

NILAI KONTRAK DILUAR PPN 10 % = Rp. 340,224,124,545
PORSI s
DIVISI I PT. WASKITA KARYA ( PERSERO ) 51 %

= 51 % x Rp. 340,224,124,545 = Rp. 173,154,303,518.18

DIVISI II PT. RIMBA AYU KENCANA 25 %
= 25 % x Rp. 340,224,124,545 = Rp. 85,056,031,136.36

DIVISI III PT. MARINDA UTAMA KARYA SUBUR 24 %
= 24 % x Rp. 340,224,124,545 = Rp. 81,653,789,890.91

Untuk bliaya Operasional KSQ. Masing — masing Divisi dikurangi porsinya
sebesar 6 % diluar Indirect Cost ( Biaya Tidak langsung ) atau 6 % x Rp.
340,224,124,545 = Rp. 20,413,477,473. Sehingga Porsl masing — masing
Divisi setelah dikurangi beban KSO menjadi :

Porsi Divisi I PT. WASKITA KARYA ( Persero )

Rp. 20,413,477,473.- x 51 % = Rp. 10,410,858,211.-

Rp:173,154,303,518 - Rp. 10,410,858,211 = Rp. 163.103.445.307.-
Porsi Divisi IT PT. RIMBA AYL) KENCANA

Rp. 20,413,477,473.~ x 25 % = RP, 5,103,361,868.-

‘Rp. 85,056,031,136. - RP. 5,103,361,868.- = Rp. 79,952,669,268.-
Porsi Divisi III PT. MARINDA UTAMA KARYA SUBUR

Rp. 20,413,477,473.~ X 24 % = RP. 4,899,227,393.-

Rp. 81,653,789,891. - RP. 4,899,227,393.- = Rp 76,754,562,497 .-
Porsi KSO WASKITA — RIMBA — MARINDA

6 % x Rp. 340,224,124,545 = Rp. 20,413,477,473.-
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4.2.1 Harga Tersebut sudah termasuk segala biaya Pelaksanaan dan juga
INDIRECT COST ( biaya tidak langsung ), yang menjadi tanggung
iawab masing — masing Divisi, yang terdiri dari :

Biaya Peralatan Kerja

Biaya Persiapan dan Penyelesaian Proyek

Biaya Perpajakan

Biaya Administrasi Proyek

Biaya Pemasaran

Biaya Bank

ok

4.2 'Apabila terjadi pekerjaan fambah/kurang pada Iingkdp pekerjaan, maka porsi
masing — masing PIHAK tetap mengacu prosentase dari Nilai Kontrak KSO
sebagaimana Pasal 4 Ayat 4.1.

4.3 Masing — masing Divisi bertanggung jawab penuh atas penyelesaian
pekerjaan yang berhubungan dengan biaya, mutu dan waktu pekerjaan
sesuai -spesifikasl kontrak dan diteima oleh PEMBERI TUGAS sampai
dengan masa pemeliharaan selesal.

Berubah menjadi:

PASAL 4
KONTRIBUSI DAN PARTISIPAST

PARA PIHAK sepakat untuk berpartisipasi dalam hak, kewajiban, wewenang dan
tanggung jawab dalam KSO dengan porsi masing-masing.sebagai berikut :
PT. WASKITA KARYA (PERSERQ) sevesar 51 % (Lima puluh satu prosen)
- PT. RIMBA AYU KENCANA sebesar 25 % (Dua puluh lima prosen)
- PT. MA)\RINDA UTAMA KARYA SUBUR sebesar 24 % (Dua puluh empat
prosen

PASAL 5
ORGANISASI

PARA PIHAK sepakat untuk membentuk organisasl KSO menjadi 3 (tiga) tingkatan
(Level) yaltu Board of DIRECTOR (BOD), Komite Manajemen (KM) dan Tim
Proyek (TP).
5.1 BOARD OF DIRECTOR ( BOD KSO ).
5.1.1 Tetap.
5.1.2 Tetap.
5.1.3 Tetap.
5.1.4 Tugas dan Wewenang BOD KSO adalah ;
5.1.4.1. Tetap.
5.1.4.2. Tetap.
5.1.4.3, Tetap.
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- 5.1.4.4. Tetap.
5.1.4.5. Tetap.
5.1.4.6. Tetap.
5.1.4.7. Tetap.
5.1.5 Quorum dan Keputusan BOD KSO.
5.1.5.1. Tetap.
5.1.5.2. Tetap.
5.1.5.3. Tetap.

KOMITE MANAJEMEN ( KM)
5.2.1. Tetap. '
5.2.2. Tetap.
5.2.3. Tetap.
5.2.4. Tanggung Jawab dan Wewenang KM.
5.2.4.1. Tetap.
5.2.4.2. Tetap.
5.2.4.3. Semula tertulis:
Melakukan transfer dana dari Rekening Bersama KM ke
Rekening Divisi I KSO, Rekening Divisi II KSO,
Rekening Divisl III KSO, maupun Rekening TP secara
proporsional sesuai perhitungan dan waktu yang disepakati
bersama oleh para anggota KM.

Berubah menjadi:

Melakukan transfer dana dari Rekening Bersama KM ke

Rekening TP secara proporsional sesuai perhitungan dan
- waktu yang disepakati bersama oleh para -anggota KM.

5.24.4. Tetap.

5.2.4.5. Tetap.

5.2.4.6. Tetap.

5.24.7. Tetap.

5.2.4.8. Tetap.

5.2.4.9. Tetap.

5.2.4.10. Memutuskan untuk menyetujui atau menolak atas setiap
penawaran dan Pemasok/Sub Kontraktor yang nilainya di
atas Rp. 1 milyar sampai dengan Rp. 10 milyar yang
diusutkan TP.

5.2.4.11. Memberi rekomendasi dan mengusulkan kepada BOD KSO
atas penawaran Pemasok / Sub Kontraktor yang nllainya
diatas Rp. 10 milyar.
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5.2.4.12. Melaksanakan pembayaran kepada Pemasok/Sub kontraktor -

yang nilainya diatas Rp. 1 milyar.

5.2.5. Quorum Dan Keputusan KM.
| 5.2.5.1.
5.2.5.2,
5.2.53.

Tetap:
Tetap.
Tetap.

Tim Proyek {TP)

5.3.1. Tetap.

5.3.2. TP disusun dengan struktur organisasi sebagaimana dinyatakan dalam
Lampiran ADDENDUM PERJANIIAN ini. Susunan personil TP adalah
sebagai berikut :

5.3.2.1.
5.3.2.2.
5.3.2.3.

5.3.2.4.

5.3.2.5.

PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI PROYEK

Tetap.

Tetap.

Semula tertulis:

Manager Teknik berasal dari PT. RIMBA AYU KENCANA.
Mengelola Teknik termasuk penggabungan laporan Divisi I,
Divisi II, dan Divisi III.

Berubah menjadi:

Manager Teknik berasal dari PT. MARINDA UTAMA
KARYA SUBUR. Mengelola Teknik KSO.

Semula tertulis:

Manager Adkon berasal dari PT. MARINDA UTAMA
KARYA SUBUR. Mengelola seluruh administrasi teknik dan

kontrak Divisi 1, Divisi II, dan Divisi III, termasuk

pengurusan uang muka dan termin.

Berubah menjadi:

Manager Adkon berasal dari PT. WASKITA KARYA
(Persero). Mengelola Administrasi Teknlk dan Kontrak KSO
termasuk pengurusan uang muka dan termin.

Semula tertulis:

Project Manager ( PM ) berasal dari PT. WASKITA KARYA
{Persero). Memimpin dan Mengelola Pelaksanaan proyek Porsi
Divisi I.

Berubah menjadi:
Project Manager {PM), berasal dari PT. WASKITA
KARYA {Persero). Memimpin dan mengelola Pelaksanaan
Proyek.
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Semula tertulis:

Deputi Project Manager (DPM), berasal dari PT.
RIMBA AYU KENCANA, mewakili Project Manager
untuk mengelola Pelaksanaan proyek Porsi Divisi I1.

Berubah menjadi:

Deputy Project Manager (DPM), berasal dari PT. RIMBA
AYU KENCANA, - mewakili Project Manager untuk
mengelola Pelaksanaan Proyek. - :
Semula tertulis:

Deputi Project Manager ( DPM ) berasal darl
PT.MARINDA UTAMA KARYA SUBUR, mewakili Project
Manager untuk mengelola pelaksanaan proyek porsi
Divisl II1.

Berubah menjadi:
Deputy Project Manager (DPM), berasal dari PT.

' MARINDA UTAMA KARYA SUBUR, mewakili Project

Manager untuk mengelola Pelaksanaan Proyek.

Tetap.

a. Semula tertulis:

PM, Manager Keuangan & Personalia, Manager Teknik
dan Manager Administrasl Kontrak dibayarkan Billing
Rate, dan bagi PM atau Manager yang merangkap tugas di
masing — masing Divisl disepakati Billing ratenya dibayarkan

50 (lima puluh) % dari anggaran yang d|tetapkan, sesuai

lampiran I surat perjaniian Ini.

Berubah menjadi:

PM, DPM, Manager Keuangan & Personalia, Manager
Teknik dan Manager Administrasi Kontrak dibayarkan
Billing Rate, dan bagi PM, DPM atau Manager yang
merangkap tugas di induk perusahaan masing — masing
disepakati Billing ratenya dibayarkan 50 (lima puluh) % dari
anggaran yang ditetapkan, sesual lampiran ADDENDUM
PERJANIJIAN ini.

b. Tetap.

¢. Semula tertulls:

KSO tldak menyediakan Billing Rate untuk Deputy Project
Manager sesuai kesepakatan bersama.

PEMBANGUNAN JALAN TOL / FREEWAY PAKET 2 SAMBOJA
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Berubah menjadi:
KSO menyediakan Billing Rate untuk Deputy Project Manager

 sesuai kesepakatan bersama dengan diterbitkannya

ADDENDLUIM PERJANJIAN ini.

d. Semula tertulis: _

Untuk Penggantian Transport dan honor Pengawas lapangan
dan Konsultan dibayarkan Divisi masing-masing. Kecuall
koordinatar lapangan dan Team Leader Konsultan dibayar
(menjadi beban) KSO sesual lampiran I Surat perjanjian ini.

Berubah menjédi:
Untuk Penggantian Transport dan honor Pengawas tapangan
dan Konsultan, termasuk PPTK, koordinator lapangan dan

team leader konsultan dibayarkan KSO sesuai lampiran -

ADDENDUM PERJANJIAN ini.

5.4. Tanggung Jawab dan Kewajiban Tim Proyek (TP).

Tesis

Tetap.

5.4.1. Tetap.
5.4.1.1
5.4.1.2
5.4.1.3

5.4.2. Tetap.
5.4.2.1
5.4.2.2
5.4.2.3
5.4.2.4

5.4.3. Tetap.
5.4.3.1
5.4.3.2
5.4.3.3
5.4.3.4
5.4.3.5
5.4.3.6

5.4.4. Tetap.

PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI PROYEK

Tetap.
Tetap.
Tetap.

Tetap.
Tetap.
Tetap.
Tetap.

Tetap.
Tetap.
Tetap.
Tetap.
Tetap.
Tetap.

(
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7.2.

7.3.

7.4.

8.1
8.2

Tesis

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

PASAL 6
SISTEM PROSEDUR KSO
Tetap.
Tetap.
PASAL 7
REKENING BANK
Semula tertitlis:

PARA PIHAK sepakat bahwa KM atas nama KSO membuka rekening di
salah satu Bank BUMN/BUMD, yang disebut Rekening Bersama KM.

Berubah menjadi:

PARA PIHAK sepakat bahwa KM atas nama KSO membuka rekening di
salah satu Bank BUMN/BUMD, yang disebut Rekening Bersama KM dan
Rekening Bersama TP.

Semula tertulis:

Penerimaan dana dari PEMBERI TUGAS berkenaan dengan pelaksanaan
PROYEK, harus dimasukkan ke Rekening Bersama KM untuk selanjutnya
ditransfer ke masing-masing divisi sesuai porsi yang telah ditentukan.

Berubah menjadi:

Penerimaan dana dari PEMBERI TUGAS, berupa Uang Muka, Termlijn,
Retensi, ataupun Eskalasi (apabila ada) berkenaan dengan pelaksanaan
PROYEK, harus dimasukkan ke Rekening Bersama KM.

Tetap.

Penarikan dana dari Rekening Bersama TP hanya ddpat dilakukan dengan
tanda tangan PM dan diketahui oleh DPM masing-masing member.

PASAL 8

JAMINAN
Tetap.
Tetap.
Hona S
10 dari 16 *_ -_
PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI PROYEK WS

PEMBANGUNAN JALAN TOL / FREEWAY PAKET 2 SAMBOJA
— PALARAN 1 KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 01/KSO/WRM/XII/2010

T



10.

[

10.3
10.4
10.5
10.6

Tetap.

12.1
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PASAL 9

ASURANSI
Tetap.
Tetap.

PASAL 10

PAJAK-PAJAK
) Tetap. '

Semula tertulis:

PARA PIHAK, dalam melaksanakan lingkup pekerjaannya masing-masing
dalam Divisi I KSO , Divisi II KSO dan DIVISI III KSO tetap
menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak KSO.

Berubah menjadi:
Pajak — pajak yang timbul dalam transaksi keuangan yang berkaitan dengan
pelaksanaan PROYEK sepenuhnya beban Waskita — Rimba — Marinda, KSO.

Tetap.

Tetap.

Tetap.

Semula tertulis: ,

Biaya Retribusi Galian C adalah menjadi tanggung jawab Divisi sesuai
volume pekerjaan yang dikelola masing-masing Divisi.

Berubah men]adl.
Biaya Retribusi Galian C adalah menjadi tanggung jawab Waskita Rimba
- Marinda, KSO.

PASAL 11
EKSKLUSIVITI

PASAL 12
TANGGUNG JAWAB KEPADA PEMBERI TUGAS

Semula tertulis:

Masing - Masing Divisi sepakat untuk melaksanakan dan menyelesaikan -
pekerjaan sesuai dengan biaya, mutu, dan waktu yang ditetapkan di dalam
KONTRAK dengan PEMBERI TUGAS.
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Berubah menjadi:

KSO melaksanakan dan menyelesaikan peker}aan sesuai dengan biaya,
mutu, dan waktu yang ditetapkan di dalam KONTRAK dengan PEMBERI

TUGAS.

Semula tertulis:

Masing — Masing Divisi akan melaksanakan pekerjaan perbaikan dan
penyempurnaan PROYEK termasuk masa pemeliharaan, sampai diterima
dengan - balk oleh PEMBERI TUGAS sesuai dengan spesifikasi kontrak
antara KSO dengan PEMBERI TUGAS.

Berubah menjadi:

KSO akan melaksanakan pekerjaan perbaikan dan penyémpurnaan PROYEK
termasuk masa pemeliharaan, sampal diterima dengan baik oleh PEMBERI
TUGAS sesuai dengan spesifikasl kontrak antara KSO dengan PEMBERI
TUGAS.

Tetap.
Semula tertulis:

Berkenaan -dengan Pasal 4 ( PORSI PEKERJAAN ) maka biaya atas ayat
12.1, 12.2, 12.3, sepenuhnya menjadi beban masing — masing Divisi, dan
untuk mengantisipasli biaya yang timbul akibat perbaikan dan
penyempurnaan tersebut masing ~ masing member memberikan jaminan
yang dikeluarkan assuransi yang mempunyai security bond dan sudah di
reasuransikan di lembaga yang bonafide di Luar negeri, dan tidak termasuk

dalam daftar black list.

Berubah menjadi:

Blaya atas ayat 12.1, 12.2, 12.3, sepenuhnya menjadi beban KSO, dan untuk
mengantisipasi biaya yang timbul akibat perbaikan dan penyempumaan
tersebut KSO memberikan jaminan pemeliharaan kepada PEMBERI TUGAS
apabila taglhan retensi 5% sudah diteima oleh Waskita-Rimba-Marinda,
KSO.

PASAL 13
KETERLAMBATAN DAN PEMBAYARAN DENDA

Semula tertulis:

Jika KSO oleh PEMBERI TUGAS dikenakan denda akibat keterlambatan
atau akibat cacat pekerjaan atau hal lain adalah menjadi tanggung jawab
MASING - MASING DIVISI YANG TERLAMBAT sesuai porsi pekerjaan
masing masing.
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Berubah menjadi:

Jika KSO oleh PEMBERI TUGAS dikenakan denda akibat keterlambatan
atau akibat cacat pekerjaan atau hal lain adalah menjadi tanggung jawab
Waskita-RiImba-Marinda, KSO.

13.2 Tetap.

13.3 Semula tertulis: _

: Maksimum Keterlambatan disepakati 10 (Sepufuh) % dari porsi yang dikelola -
masing-masing Divisi, apabila tidak ada tindak fanjut pencapaian progres
untuk meminimalisasi keterlambatan Project Manager KSO akan membuat
teguran tertulis, dan ditembuskan ke KM dan BOD, dan bila mana surat
teguran tersebut tidak diindahkan maka masalah keterlambatan Divisi yang
bersangkutan akan dilimpahkan ke KM dan BOD. Untuk selanjutnya BOD
yang mengambil keputusan untuk Divisi di maksud,

Berubah menjadi: ditiadakan

PASAL 14
CIDERA JANJI

14.1 Tetap.
14.1.1 Tetap.
14.1,2 Tetap.
14.1.3 Tetap.

14.2 Tetap.
14.2.1 Tetap.
14.2.2 Tetap.
14.2.3 Tetap.
14.2.4 Tetap.
14.2.5 Tetap.

PASAL 15
PENGUNDURAN DIRI

15.1 Tetap.

15.2 Tetap.

15.3 Apabila salah satu PIHAK mengundurkan diri, maka PIHAK tersebut tidak lagi
mempunyal hak apa pun terhadap semua Sumber Daya Manusla, Sumber
Daya Alat dan Sarana/Prasarana di PROYEK hingga sdat selesainya PROYEK
berdasarkan KONTRAK.

‘ N R v\ AT AV
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Tetap.

Tetap.

Tetap.

19.1 Tetap.
19.2 Tetap.
19.3 Tetap.
194 Tetap.

Tetap.

21,1 Tetap.
21.2 Tetap.

Tetap.
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PASAL 16
PUBLIKAS!

PASAL 17
BAHASA

PASAL 18
HUKUM YANG BERLAKU

PASAL 19
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 20
ALAMAT KERJASAMA OPERASI

PASAL 21
ADDENDUM / AMANDEMEN

PASAL 22
LAMPIRAN

14 dari 16 m. o d. *
PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI PROYEK

PEMBANGUNAN JALAN TOL / FREEWAY PAKET 2 SAMBOJA
— PALARAN 1 KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 01/KSO/WRM/XII/2010




ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

PASAL 23

Semula tertulis:

PASAL 23
PENUTUP

PERJANJIAN ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 3 (tiga) diantaranya diberi
meterai secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

?

Berubah menjadi:

23.1

23.2

23.3

24.1

24.2
24.3

244

Tesis

PASAL 23
PEMBAGIAN LABA DAN PEMBEBANAN RUGI

Pembagian laba PROYEK atau pembebanan rugi PROYEK dilaksanakan
sesuai partisipasi masing-masing PIHAK sesuai Pasal 4 ADDENDUM
PERJANJIAN ini.

Apabila salah satu PIHAK cldera janji sesuai pasal 14, atau mengundurkan
dir sesuai Pasal 15, maka PIHAK tersebut tetap dibebani kerugian PROYEK
dan tidak berhak atas laba PROYEK.

PARA PIHAK sepakat bahwa penjabaran lebih lanjut atas ketentuan ayat
23.1 dan 23.2 dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan bagian yang
tfldak terpisahkan dari ADDENDUM PERJANIJIAN ini.

PASAL 24
PEMBAGIAN ALAT DAN SISA MATERIAL

Setelah pelaksanaan PROYEK selesai, atas persetujuan BOD KSO, apablla
masih terdapat alat dan sisa material milik KSO di PROYEK, alat dan sisa
material tersebut akan dijual melalui pelelangan yang dilkuti PARA PIHAK
dan/atau pihak ketiga. '

Apablla penawaran salah satu PIHAK sama tinggl dengan penawaran plhak
ketiga, maka PIHAK tersebut diprioritaskan ménjadl pemenang lelang.

Hasll penjualan alat dan slsa material akan dibaglkan kepada PARA PIHAK
sesual partisipasinya masing-masing tersebut dalam Pasal 4 ADDENDUM
PERJANJIAN Ini. N

Apablla tidak ada peminat, baik sebagian maupun keseluruhan, maka alat
dan sisa material dimaksud akan dibagikan kepada PARA PIHAK secara fisik
sesuai dengan partisipasinya yang ditentukan dalam Pasal 4 ADDENDUM
PERJANJIAN ini dengan pedoman Nilai Buku alat dan sisa material di saat
itu.
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PASAL2S .
PENUTUP |

ADDENDUM PERJANJIAN ini dlbuat dalam rangkap 4 (empat), 3 (tlga)
diantaranya diberi meterai secukupnya dan masmg masmg mempunyal kekuatan
hukum yang sama.

Demikian ADDENDUM PERJANJIAN ini dltandatangam pada Hari dan tanggal -
vang telah disebutkan pada halamari‘pertama ADDENDUM PERJANJIAN ini.

’

Untuk dan atas nama ; ~.  Untuk.dan atas nama ;

PT. RIMBA AYU KENCANA , . . ;PT.MARINDA UTAMA KARYA SUBUR
| <

IDH ALID KUSNA RAQHMAIW
Direktur Direktur

\ Untuk dan atas nama ;
PT. WASKITA KARYA ( Persero )

A-NARINDA

r.HE ech
b,KepaIa Wilayah Barat .4 Divisi - Il/ﬁ
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MASTER ANGGARAN PELAKSANAAN PROYEK

( MAPP)

DINAS PEKERJAAN UMUM

NOMOR AB : B4 3D 10 K03
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ANGGARAN PELAKSANAAN PROYEK

RESUME SESUAI KGDE RAB ATAU FUNGS|

RP-PROD-02

Rov. : 00, 01 Jual 2009

ASLI E]
REVISIKE - D

NAMA PROYEK : PEMBANGUNAN JALAN TOL BALIKPAPAN - SAMARINDA
NO. AB : B43D10K09
1. Junmjlah PY RP + Vatas deigan Kurs MAPP Rp.  340.224.124.870,00
2. PPN ‘ Rp.  34.022.412.437,00
3, PENYETORAN KE KAS NEGARA Rp. o 0,00
4. NILAI KONTRAK Rp.  374.246.537.457,00
KODE | KODE RAB ] PORS! PORSI| VALAS JUMLAH (%) KETERANGAN
AKUNT[r] i) raf o] e URAIAN RUPIAH VALAS | £Q. DLM RP {Rp:} THD POP|
1 Fl 7 4 5 & 7=4+8 8 8
PENDAPATAN DI PROYEK { PDP ) 340.224,24.970,00 340.224.124.970,00 | 100,00
610.14 : BEBAN DI PROYEK { BDF )
! 1 UMUM 8.103,504.600,00 B5.103.804.600,00 238
; 2 PEMBERSIHAN TEMPAT KERJA 9.864.888.233,80 9.064.986.23388 | 285
: 3 PEMBONGKARAN - - -
4 PEKERJAAN TANAH 184,122.885.372,06 184.122.895.372,08 | 54,12
5 GALIAN STRUKTUR 1.114.202,038,00 111420203800 | 0,33
8 DRAINASE 1.848.383.561,87 1.848.383.651,87 | 0,48
7 SUBGRADE 82.212.678,80 8221267880 ( 002
: 8 LAPIS PONDASI AGREGAT - . -
| 8 PERKERASAN 13.115.491.473,51 13,115.401.47351 | 2,85
' 10 STRUKTUR BETON 19,262.409,580,35 19.262.403.560,35 | 566
i i1 PEKERJAAN BAJA STRUKTURAL - - -
! 12 PEKERJAAN LAIN - LAIN 1.070.048,293,69 1.079.048,29368 | 032
s 13 PENCAHAYAAN LAMPU LALU UINTAS - - -
1 14 BANGUNAN - BANGUNAN PADA JALA - 3 -
i 15 PENGALIHAN DAN PERLINDUNGAN U . - -
i 16 MEKANIKAL, ELEKTRIKAL BAN PLUME . - -
810, d BEBAN DI FROYEK (8K)
4 i Peralatan { = ) dan ™} . 18.406.808.400,00 16.406.806,400,00 | 4,82 (") Peralalen yang Udak
5 : Porslapan Panyeiesalan 6.074,304,123 60 607430412360 | 1,78 | maesuk dalam harga
] ' Administrasl Proyek 30.963.325.545,28 30.863.325.549,28 | 9,10 [ waluan MPFungnl
7 Biaya Pamasaran 1.000.000.000,00 1.000,000.000,00 ’ 0,20 [ Tenmasuk baban
B Blaya Bank { diuar bunga barik) 4.018,483.100,00 4.019.493,100,00 1,18 | penyusulan alalPoyek
JUMLAH BK 296.676.436.97384 | 0,00 0,00 296.676.436.973,84 | 87,20
700 BIAYA TIDAK LANGSUNG
BUA Divisl - 0,00
BUA Wilaysh - - 0,00
Mearkeling Member KSQ 3.402.241.249.70 340224124870 | 1,00
) Panyusutan (diluar panyusutan alal 406,288.049,66 408.268.948,09 0,12
H prayek} :
; Laba sebelum Bunga Bank { EBIT) 39.738.477.796,50 39.738.177.786,60 [ 11,68
| Bunga Bank { bunga kredi BF ) 1.701.120.624,85 1.701.12062485 | 050 |
; Laba sebalum PPH { EBT ) 35.037.057.171,85 38.037.057.171,65 | 14,18
1 BUA Pusat . . 0,00
i PPH 3% 10.206.723,748,10 10.208.723.748,10 |  3.00
. Dana THT - 0,00
Laba sesudah BUA Pusat & THY, seb PPH|  27.830.333.422,65 27.830.333.422.85 | 8,18
] PPN 34,022 412.487,00 34.022.412.467,00 | 10.00
; JUMLAH NILAl KONTRAK 374,246.637.467,00 374.248.537.467,00 | 110,00
!
; Memgetahul:
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uyamio
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: - PZ=11%
r. Herwldiakto, M.Tech Kusna Rahyat
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Fermullr ; PRD 5.7

ey y
SKPEAD WASKITA - RIMBA - MARINDA, KSO TR
WARKITA "."J. A =
' ANGGARAN PELAKSANAAN PROYEK
PERINCIAN BEBAN PERALATAN *)
KODE BEBAN
NAMA PROYEK  : PEKDANGUNAN JALAN TOL BALIKPAPAN - ] eeu 4100 [_] OU/PELUMAS 4800
SAMARINDA
" (] sewa 4200 [] SUKUCADANG 4700

NO. AB : B430 10 K09 ("] oepPresias) 4300 {_] OPERATOR 4800

JADUAL PROYEK : 201210 ad. 2110813 [] earanBakar  4s0a [] xaupRrasi 4300

NO [KODE JENIS ALAT LAMA ANALISA BEBAN SuUB JUMUAH

URUT |BEBAN URAIAN PAKAI JUMLAM
) - BEBAN Rp. VALAS VLS EQ. Rp. Rp. Ry.

1 2 a 4 -5 [ 7=6Bxkurs") - B8 9

1 Alat’banty fain 25.000.000,00 °
4100 - Alat banlu 1Ls 33 bulan 757,575,176 . - 25.000.000.00 :

2 ‘Htap pakerjaan /arpal 142.600,000,00
4100 *« Tarpal 1000 M2 24 bufan 5.931,50 - . - 142,500.000,00

3 . "Baby Waila 89.970.000,00
4100 - Bel 0 unit 10 butan - . . -
4200 - Sewa 2 unlt 10 bulan 2.750.000,00 - - 55.000.000,00
4500 - Salar 10 bulan 1.498,500.00 - 26.670,000,00
4800 - DiifPelumas 10 bulan 125.000,00 - - 2.500.000,00
4700 - Suku cadang 10 bulan 125,000.00 S . 2.500,000,00

4 .Bor Baton 6.000,000,00
4100 - Beli 2 unit 24 bulan 1.000.000.00 - - 2.000.000,00
4700 - Sulu cadang 24 bulan 62.500.00 - - 3.000.000.00

5 Compresaor 40.982.000,00
4100 - Bali 1 unll 24 buian 25.000.000,00 - - 25.000.000,00
4500 - Solar 24 bulan 749.250,00 . 3 17,862.000,00
4600 - OliPglumas 24 bulan 125.000,00 - - 3.000.000,00
4700 - Suku cadang 24 bulan 125.000.00 - - 3.000.000,00

8 Concrete Mixer 163,200.000,00
4200 - Sewa 4 unlt 12 bulan 752.250.00 - - 38.106.000,00
4500 - Bahan Bakar Premium 12 bulsn 2.247.750,00 . . 107.892,000,00
4600 - ClisPgiumas 12 bulan 200.000,00 . . 9,800.000,00
4700 - Suku cadang 12 buian 200.000.00 d L 9.600.000,00

7 ) Vibrator Engine+Convartar o 124.£60,000,00
‘4100 N 4 uolt- 24 bulsn 8.000.000,00 . . 24.000000.00 | .. - :
4500 - Bahan Bakar Promium 24 butan 660.000,00 - . 63,380.000,00
4800 - OliefPelumas 24 bulan 187.500.00 . . 18.000.000,00
4700 - Suiu cadang 24 bulan 200.000,00 - - 19204.000.00

[ fFensat 25 KVA 444.52€.000,00
4100 - Bey 0 unit 24 bulan o 2 - . -]
4200 - Sews 2 unit 24 bulan 7.500.000,00 . . 360.000.000,00
4500 - Solar 24 bufan 1.498.500,00 - . 71.628.000,00
4600 - QiPelumas 24 bujan 150.000,00 . - 7.200.000,00
4700 - Suku cadeng 24 buian 112.500.00 = . 5.400.000,00

9 Genuat 20 KVA Sllant 888.280.000,00
4100 - Bell 2 wnit 40 pulen 57.500,000,00 . - 115,000.000.00
4200 - Sewa 0 unit 40 bulan - - - -
4500 - Sotar 40 butan 8.981.000,00 - . 718.260.000,00
2800 - OW/Peluman 40 bulan 187,500,00 - . 15.000.000,00
4700 - Suku cadang 40 bulan 112.500,00 . - 6.000.000,00

10 Genset 5 KVA 127.840.000,00
4100 - Ball 2 unlt 30 bulen 12.000.000,00 - - 20.000.000,00
4200 - Sewa 0 unll 30 bulan . . . -
4500 - Solar : 30 bulan 1.486.500.00 - . £0.910,000,00
4800 - OfifPelumas 30 bulen 187,500.00 - - 11.250.000,00
4700 - Suku cadeng 30 bulan 112.500,00 - . 6.750.000,00

11 ‘@erinda baton . 6.600,000,00
4100 - Beli- 2 unl 24 bulan 1.500:000.00 - 3.000,000,00
4500 - OléPslumas 24 bulan 37.500,00 - . 1.600.000,00
4700 - Suku cadang 24 bulan 247.500,00 - - 1.600.000,00
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[ Formuir:PROO1Z |

» L i
W AO WASKITA - RIMBA - MARINDA, KSO [ Edist ;4
T ” . . . N

ANGGARAN PELAKSANAAN PROYEK
PERINCIAN BEBAN PERALATAN °}
ODE BEBA
NAMAPROYEK  ; PEWBANGUHAW JALAN TOL BauwPapsn- | [ BEU 4100 ] OUIPELUMAS 4800
SAMARINDA
[T] sewa 4200 || SUKUCADANG 4700
HO. AB : 8430 10 Ka9 [] oepresws 4400 [ ] OPERATOR 4800
JADUAL PROYEK : 30DAZI0  sd. 210813 . [T] emwsneaxar 4500 [ | KALEBRAS! 4800
NO | KODE JENIS ALAT LAMA ANALISA BEBAN sua JUMLAH
URUTY BEBAN| URALAN PAKA] JUMLAH
BEBAN Rp. VALAS VLS EQ. Rp. Rp. Rp.
)i 2 3 ] 5 ] 7 =6 x kurs '} ] 9
12 Gargbak cor €.000.000,00
4100 - Boli 20 unit '24 butan 300.000.00 - - 8,000.000.00
. 13 Kendaman roda 2 {sspeda motos bobek} 46.860.000,00
4200 - Sewa 1 wnit 13 bulan 775.000,00 - - 25.575.000,00
4500 - Bensin 33 budan 495.000.00 - - 16.325.000,00
4600 « OlPolurnas 17 butan 100.000,00 - - 1.850,000,00
4700 - Suku cagdang 33 bulan 100.000,00 - - 3,300.000,00
14 JKendaraan roda 2 {sapada motor kawanakl) i 317.660.000,00
4100 - Ball & unll 33 pufan 42.500.000.00 - - 75.000.000,00
4500 - Bensin 33 bulan 825.000.00 - - 183.350,000,00
4E00 -~ OlPalumas 33 bulen 200.000,00 - - 38.600.000,00
4700 - Suku cedang 33 bulan 200.000,00 - - 36.600.000,00
15 Sowa Kendarman roda 4 {Minlbuz} vniuk pekerjaan peralapan 50.62£.000,00
4200 - Sawa 1 unit 7 bulan 6.000,000,00 - - 42,000.000,00
4560 - Bensln 7 bulan 2,025.000.00 - - 14.175,000,00
4800 - Ok/Palumas 4 bulan 200.000,00 - - 700.000,0¢
4700 - Suku cadang 4 bulan 500.000,00 - - 1.750.000.00
18 Kendaman roda 4 (Minlbus): PM, DPM, KSDM, Taknik!Adkon, LoglatKILM 1.120.626.000,00
4200 - Bel 5 unil 33 bulan 137.500.000.00 - - 687.500.000,00
4500 « Bansin 33 bulan 2,0256,000,00 - - 334,125.000,00
4800 - OlPelumas 17 bulan 200.000,00 - - 18,500.000,00
4700 - Suku cadang 33 bukan 500.000,00 - - 82.500.000,00
18 Sewa Kendarzan roda 4 {Dobla Cabin} Survay Awal Lapangan 461,250.000,00
4200 - Sawe 1 unit 30 bulan 12.000,000,00 - - 360,000.000,00
4500 - Solar 3 bulan 2.700.000.00 - 81.000.000,00
4800 - DiiPslumas 15 bulan 350.000,00 - - 5.25(,000.00
4700 - Suku cadang 30 bulan 500.000,00 - - 15.000.000,00
19 ‘Kendaraan rcda 4 [Doble Cabin} Survay Awal Lapangan & Patroli 216.,375.000,00
4100 - Bell 1 unil 33 bulan 105.000,000,00 - - 105.000,000,00
4500 - Solar 33 bulan 2,700.000,00 - - 89.100.000,00
4600 ~ Ol/Felumas 17 bulan 350.000.00 . - 5.775.000,00
4700 - Suku cadang 33 bulan 500.000,00 - - 18.500.000.00
20 -Kendaraan roda 4 (Doble Cabin) kendaaan DPM, Site Manager 672.760.000,00
4100 - Bati 2 unil 33 putan 225.000.000,00 - - 450.000.000.00
4500 - Solar 3 bulan 2.700.000,00 - - 178.200.000,00
4500 - OlPohumas 17 bulan 350,000,00 - - 11,550.000,00
4700 = Suku cadang 33 pulan 500.000.00 S - 233.000.000,00
21 Masin Laa 63,330.000,00
4100 - Bel 1 unlt 39 bulan 15,000.000,00 - - 15.000.000,060
4500 - Solar 30 bulan 1.468.500,00 - - 44.655.000,00
4800 - QllPshanias 30 bulan 75,000,00 - - 2.250.000,00
4700 - Suku cadang 30 bulan 37.500,00 - - 1.125.000.00
22 Yamping Ramer { Stampar 65.015.000,00
4100 - Bell 2 unlt 33 bulen 8.500.000,00 - - 17.000.000,00
4500 - BBM 33 bulan 577.500.00 - - 38.115.000,00
4500 - OWPehsmas 33 bulan 75.000.00 - - 4.650.000,00
4700 - Suku cadang 33 bulan 75,000,00 - - 4,950.000,00
23 Bulidozer 4.020.932.000,00
4100 - Ball 2 unil 33 budan 400.000.000,00 - - 800.000.000.00
4500 - Solar 23 bulan 47.952,000,00 - - 3.184.832.000,00
46800 - OWPelumas 17 bulsn 700.000.00 - - 23,100.000,00
4700 - Suku cadang 33 pulan 500.000,00 - - 33.000.000,00
4500 - Oparator 33 bulan 2.400,000,00 - - -
L
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KO \é_@ . WASKITA - RIMBA - MARINDA, KSO
ANGGARAN PELAKSANAAN PROYEK

PERINCIAN BEBAN PERALATAN 2

(ODE REBAN
NAMA PROYEK ~ : PEMBANOUNAN JALAN TOL BALIMPAPAN « ] eeu 4100 [] Ou/PELUMAS 4600
sasanmn 3 sewa 200 [] SUKUCADANG 4700
NO.AB : B4 3D 10 KO® ] oerresis 4400 [_] OPERATOR 4800
JADUAL PROYEK : 3042110  sd. 210813 [] essaneakar 4500 [ ] KALIBRAS! 4900
NO | KODE JENIS ALAT LAMA ANALISA BEBAN ] JUMLAHA
URUT (BEBAN URAIAN PAKA! JUMLAH
BEBAN Rp. VALAS | VLS EQ.Rp. Rp. Rp.
1 2 3 4 5 5 7 =6 Kkurs ** 8 B
24 EXCRVATOR 2.336.616.000,00
4100 - Bak 2 unit 33 bulan 250.000,000.00 700.000.000,00 :
4500 - Solar | 32 buan 23.876.000,00 1.562.416.000,00
4800 - OlPelumas 17 uvuian 700,000.00 - 23.100.000,00
4700 - Suku cadang 3 hulan 500.00,00 33.000.000,00
4800 ~ Oparalor 33 bulan 2.400.000,00 - - -
25 VIBRATORY ROLLER 0,00
4100 - Beli 0 unit 33 butan 350,000.000,00 - -
4500 - Solar 33 bulan 23.876.000,00 . -
4800 - OWPolumas g 17 bulan 700.009,00 - - -
4700 - Suku cadang 23 bulan 500.000,00 - - .
4800 - Oparator 33 bulan 2.400.000.00 e - -
2% DUMPTRUK 12 TON 4.781.945.400,00
4100 - Befi 3 unit 33 butan 300,000.000,00 . - $00.000,000,00
4500 - Solar 33 bulan 38.361.600.00 - - | 3.797.798.400,00
4600 - OlPelumas 17 bulan 700.000.00 - - 34,650.000,00
4700 - Suku cadang 33 bulan 500.000.00 48.509.000,00
4800 - Supir 33 bulan 2.016.000,00 -
27 JOTAL STATION 138.000.000,00
4100 - Ball 2 unit 23 bulsn 52.500.000.,00 s 105,000.000,00
4700 + Sulu cadang 33 bulan 500.000.00 - 33.000.000,00
T B - Rar bander S| - #4i4o0i000,00
4100 - Bal 2 unit 10 butan 20.000,000.00 - 3 40,000.000,00
4500 - Bangla 0 bulan 625.000,00 . -
4600 + OilPglumas 10 bulan 20,000,00 - 400,000,00
4700 - Sulg cadang 10 bulan 200,000.00 - 4.000.000,00
28 Bar Cutler : 48.190.000,00
4100 - Ball 2 unkt 10 budan 7.500.000,00 . = 15,000,000,00
4500 - Bansin ; 0 bulan 625.000,00 . .
4600 - QUPgiumas 10 bulan 5.000,00 - 100.000,00
4700 - Suku cadang 10 bufan 150.000,00 3 3,000.000,00
Jumigh 16.406.206.400,00
REKAPITULAST
4100 Bed Rp.  3.584.500.000,00
4200 Sewa Rp.  1.566.183.000,00
4500  Pahan Baker Rp.  10.504.723 40000
4800  OF Pelumas Rp. 231.825.000,00
4700  Suku Cadang Rp. 413,475,000,00
4800  Oporator Rp. - 000
4900  Kolbasi Rp. 0,00
Jumiah 16,408,808.400,00

hu

Paralatan yang WKak fermatuk dalam

analiss horgs saluan mecam pakargean
“*J=  Kurs USCHYaWS 5.1 Valas = Rp. ........
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3 L ) Formullr : PRD 01-8
&2 Gy [l wasKaTa - RIMBA - MARINDA, KSO CIR|
WA EMITA = -

ANGGARAN PELAKSANAAN PROYEK
PERSIAPAN DAN PENYELESAIAN
NAMA, PROYEK : PEMBANGUNAN JALAN TOL BALIKPAPAN - SAMARINDA
NO. AB + B4 30 10 KO8
JACUAL PROYEK » N0 sg. 210813
NQ. | KODE . i
URUT|BEBAN URAJAN BEBAN ANALISA BEBAN SUB TOTAL TOTAL
] 2 1 4 5 [
§a00 PERSIAPAN DAN FENYELESAIAN
1 5100 MobllisesfDamobliisasl Alat 23.000.000,00
51001 - Baby 2 wnil 2 kali u 756,000 3.000.000,00
51002 = Bor baton 2 wunil 2 kali x - 0.00
51003 - Comprassor 1 wnil 2 kal X - 0,00
51004 - Concrete mixer 4 unt 2 kali x 600.000 4.800.000,00
51005 - Concrate Vibrator [Engine) 4 unil 2 kali x - 0,00
51006 - Gensel 150 KVA 2 unt 2 kali X 500.000 2.000.000,00
51007 - Gensal 20 KVA 2 unil 2 kali x - 0,00
51008 - Gensel 5 KVA / Penerangan lapangan 2 unit 2 kali X 100.000 400.000,00
51000 - Gerinda betan 2 unit 2 kali x 100.000 400.000,00
51010 - Gerobak cor 20 unit 2 kall x 100.000 4.000.000,00
S - Kondaraan roda 2 {sepeda molor bebok) 1 unil 2 kali x 100.000 200,000,00
51012 - Kendarsen roda 2 (sspeda molor kawasakd) 8 unit 2 kali x 100.000 1.200.000,00
51013 - Sewa Kendaman roda 4 (Minfbus) untux pekerasn pert 1 unlk 2 kall x 250,000 500.000,00
51014 = Kondaraan roda 4 {Minfbug): PM, DPM, KSDM, Teknik), 5 unit 2 kali x 250000 2.500.000,00
51015 - Sewa Kerdaraan roda 4 (Doble Cabin} Swvey Awal La 1 unit 2 kel x 250,000 500.000,00
51016 - Kendargan rode 4 (Dobke Cabin) Survey Awal Lapanga t wnit 2 kal x 250.000 £00,000,00
51017 - Kendaraan roda 4 (Doble Cabin) kendaraan DPM. Site 2 wunit 2 kalt x 256,000 1.000.000.00
51018 - Meek Las 1 unil 2 keli x 500000 1.000.000,00
51018 - Tamping Ramar / Slampar 2 unit 2 kati x 256,000 1.000.000,00
- Bulidozer
- Excavalor
- Vibretory roller
- Dumptuck 12 lon
2 | 5200 | Mobilisasl Demebilieasl T. Kera / Parsonnel 260.000.000,00
52001 = Tukang baty 40 orpx 4kai x Rp. 250.000 40.004,000,00
52002 - Tukang kayu 30 oigx dkali x Rp. 250,000 30,000.000,00
52003 | - Tukangbes 30 opgx 4kai x Rp 250.000 30.000.000,00
52004 - Pekera 80 opx 4 kali % Rp. 250,000 80.004,000,00
£2005 - Opsaralor & helper 80 omx 4kai x Rp. 250.000 80.000,000,00
3 5300 Pambabasan Tanah ! Ganti Rugl Tanaman 5§00.000.000,00
53001 - Biaya koordinasi PZT. di 1k ke x Rp. 250,000.006 250.000.000,00
53002 - Pangganuan tanaman, dil 1k 1keli x Rp. 250.000.000 250.000,000,00
4 5400 | Pemeliharaan beton ] ik 1kai x Rp. 500.000.000 500.000,000,00 £00,000,000,00
5 | S500 | Bangunan Penunjang
Direks| Keet & Kantor Kanitrektor : 2,884,784,122,60
55001.| -. - ‘Eentor Kontrakdor 1 bn  285m2 x Rp. 1451028 ST
55001 - Kgntor Kontrakior Yambalisn 1 bin 81m2 x Rp 1.451.028
55002 - Sewa Tanah Lokasl Direksl Kaat / Pagar 3000 M2 4 Thn 1hali x Rp. a0.000.000
55003 - Gudarg bahan & Alat di Quamy 118 Okai x Rp. 15.000.0040 c.00
55004 = Pemb Pos Keamanan & Pelaksana 12 m2 1hai x Rp. 750,000 9.000.000,00
55005 - Pagar Pengaman proyek 350 m' 1hai x Rp. 250,000 87.500.000,00
55006 | - Uslrik + Inslalasinya 2 Lok 1hkat x Rp 10.000.000 20.000,000,00
55007 | - Pembualan alr bersh & lnstalasi 2 Lok 1hali x Rp. 12,500,000 25.000.000,00
55006 - Papan Nama/ Logo / papan KILM. dU 2 bh 1kaii x Rp. 7.500.000 15.000.000,00
55000 = Rambu-mmbu semantara 0 Lok 1kai x Rp. 10.000.000 0,00
55010 = AG Kantor Ownar 1 PK 1 Lok tkai x Rp. 3.700.000 3.700,000,00
55011 - AG Ruang Rapat Kanlor Owner 1.5 PK 2 Lok 1kak x Rp 4.000.000 B.000.000,00
55012 - AG Ruang Konsulan MK, Pangawas 1PK 2 Lok 1hal x Rp. 3.700.000 7.400.000,00
55013 - AG Ruang Rapat K5O 1.5 PK 1 Lok 1hali x Rp. 4.000.000 4.000.000,00
55014 = AG Ruangan K50 1 PK 2 Lok 1hali x Rp. 3.700.000 7.400.000,00
55015 - AG Uniuk Mass 172 PK 8 Lok 1kai x Rp. 3.200.000 . 25,600.000,00
85018 - Bleya Perslapan Kanloe di Jin.G Sebalum Olrekd 1 Lok 1wl x Rp. 30.000.000 30.000.000,00
55017 - Sewa Mesa unluk Ovmer ) 1 Lok Itn x Rp. 25.000.000 75.000.000,00
L Klmmn-
| ss07 |- rnbumnmn kairygwan 1'bln 22m2 x Rp. 1.177.246
55018 | - “Pambanguriai meas Karyawen tambatian 1 bin 432m2 x Rp 1177248
55018 | - Sowa mesakaryawan 32 bln Tkei a2 Rp 300.000
55018 - Kasur + bantal + sprei, ol 1L 60 kai x Rp. 875,000
55020 - Lamari pakalan 1 L 60 kali x Rp. 250.000
55021 = Pestangkapan meas f dapur Diceks| Kaal 1 Set 1kali x Rp. 7.500.000
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YA :,"_"‘N_.._,
R4 Al WASKITA - RIMBA - MARINDA, KSO
G T A = o 3 .
ANGGARAN PELAKSANAAN PROYEK
PERSIAPAN DAN PENYELESAIAN
NAMA PROYEK 1 PEMBANGUNAN JALAN TOL BALIKPAPAN - SAMARINDA
NO. AB - : B4 3010 KDY
JADUAL PROYEK 1 A0 sd. 210810
NO. | KOGE
URUT|BEBAN URAIAN BEBAN . ANALISA BEBAN SUB TOTAL TOTAL
\ 2 3 ] 5 8
55022 - Pelangkepan mess f dapur Kanlor KSO 1 Sal 1hali %  Rp 7.500.000 7.500,000,00
55023 | - Parengkapan mass f dapur Mess t Sat tkali x Rp.  15.000.000 15,000.000,00
Rekanlng buianan :
55024 = Panysmbungan lelapon 1 tkal x Rp. 25000000 25.000.000,00
55025 - Raksning lalpon 38 bin 1 x Rp 3.750.000 142,500.000,00
55026 | - Blaya Panggantan Pulsa unluk PM & Manager 3% o thell x  Rp. 2.250,000 | 123.500.000,00
55027 - Bantuan Pulsa Untuk Stal KSQ { 18 Crang) 28 bin 1kai x Rp. 2.400.000 91.200.000,00
55028 - Biaya Pengganlian Pulsa Drivar & 0B { 7 Orang } 38 bin twali x Rp 700.000 28.600.000,00
55029 - Masin Faxdmila 2 unil 1hali x Rp 5.000.000 10.000.000,00
55030 | - Blaya penyambungan llsiik ik 1%l x Rp. 500.000.000 500,000.000,00
55031 -+ Rekeaing Rslrik 28 b 1kali x Rp. 4.000.000 152.000.000.00
55032 - Rakaning alr 38 bin 1kai x Rp o 0,00
& | 5600 | Pertengkepan Karja 717.950.000,00
Kontrakior :
56001 - Sepalu lapangan 150 psg © 1hkall x Rp. 350.000 52.500,000,00
56002 - Safely Helmat 150 bh 1kal x Rp. 75,000 11.250.000,00
56002 - Jas Hulan 50 bh 1kai x Rp. 125.000 8.250.000,00
56004 | - Payung {uniuk Surveyor) 30 bh tkai x Rp 100,000 3.000.000.00
£8005 - Maje Koflag 1 bh 1kai x Rp. 3.000.000 3.000.000.00
56006 - Meja Stal Pangawas Owner 4 bh 1kall x Rp 2.000.000 6.000.000,00
58007 = Maja Team Leadsr konsuilan 2 bh 1kai x Rp. 3.000.000 8.000.000,00
58008 - Mefa Staf Pengavwas Konsuttan 5 bh 1kali % Rp. 2.00:0.000 10.000.000,00
56009 - Meja Projacl Mansgar & Manager 2 bh i1xai x Rp 3.000.000 €.000.000.00
568010 - Meje karja Siaf KSO 8 bh ikati = Rp. 2.000,000 12.000.000,00
56011 - Meja Rapal Gmer & Konsuilan ( lanpa laci ) 10 bh 1kal x Rp. 2,000,000 20.000.000,00
56012 - Maja Rapal KSO 2 bh 1hai x Rp. 2.000.000 4.000.000,00
58013 - Kursi Tamu 3 mal thkai x Rp. 7.000.000 21.000.000,00
56014 - Kurs: Emponomis 32 bh 1rali x  Rp. 2.500.000 80.000.000,00
Sed1s = Kursl lipal 24 bh 1kai x Rp 300.000 7.200,000,00
56016 - Rax buku, d7 S5 bh t%li x Rp 1.000.000 5.000,000,00
56017 | - Whita Board Ownar & KSO 2 bh 1t hai x Rp. 2.000.000 4,000.000,00
58018 - Computer PC KSO 10 bh 1%l x Rp. 5.000.000 50.000.000,00
55018 - Laplop B8 th {'@ai x Rp, 7.500.000 £0.000.000,00
56020 - P/ Printer A3 Cwner i bh 1@l x Rp 11.500,000 11.500 000,00
S6021 - Prinler A3 KSO 1 bh 1aall x Rp. 4.000.000 4.000.000,00
56022 = Printer Ad KSO B bh 1kali x Rp. 1.500.000 12.000.000,00
56023 - Masin Pholo copy 1 bh viali x  Rp. © 40.000.000 40.000,000,00
58024 - Mala gambar { rapal pataksana 1 bh 1kali x Rp. 2.750.000 2.750.000,00
55025 - Parlengkapan komputer {UPS, Modem, flash disk, du) 32 bin Tkall x Rp. 4 000.000 32.000.000,00
5602¢ = Infocus proyekior 1 bh 1kell x Rp 10.000.000 10.000.000,00
56027 - Kamera OLSR Cannon SO00 i bh Txai x Rp. 7.000.000 7.000.000,00
58025 - Kamera 3 bh Ykai x Rp. 3.000.000 0.000.000,00
56020 - Hendycam 1 uni 1hkai x Rp. B.000.000 8.000.000,00
56030 = Mesin faximile + PABX 1 bh Tkal x Rp 5.000.000 5,000.000,00
55031 - Sersgam karyawan 150 org 3thn 2 Rp, 300,000 135.000.000,00
56032 - Peralalan Satpam 3 thn 1hkali x Rp 2.000.000 ©.000.000,00
56033 ~ Sticker, D Card persond, dil 1 is 1kai x Rp 10.000.000 10.000.000.00
5600 - Brankas kantor KSO 1 wii 1 kai x Rp 7.500.000 7.500.000,00
58035 - Lemas Kanlor Pengawas Ownar 2wl 1kai x Rp 3.000.000 6.000.000,00
58038 - Laman Kanler Konsultan 1 unt 1kai x Rp. 3.000.000 3,000,000,00
56037 - Lemar Kantor KSO 3 unil 1kai x Rp. 3.600.000 9.000.000.00
55038 ~ Leman Arslp KSO 4 unil 1kali x Rp 750.000 3.000.000,00
56038 - Lemad basi {tlampat alat ukur) 2 wnil tkall x Rp. 3.500.000 7.000.000,00
58040 - Hulkas Ownsr & KSO 2 uail ixal x Rp. 2,500.000 5.000,000,00
58041 - LCD TV 37 Unluk KSO & Owner 2wl 1kall x Rp. 5.000,000 18.000.000,00
7 | 8700 | Pengukuran & Pehyelldikan Tanah 430.800.0060,0¢
57001 ~ Total Station + bak uhur 32 bin 2kall x Rp. 4.500.000 288.000.000,00
57002 | - Theodolta + bak ukur 32 bin Okai x Rp. 1.500.000 0,00
57003 - Weiarpaye + bak v A2 bin 2mai x  Rp. 1.000.000 £4,000.000,00
57004 | - Maleran panjang 50 m {baja) 4 th tkai x Rp. 950.000 3,800,000,00
57005 - Maleran @ 5m 40 bh  1kali x Rp. 75.000 3.004.000,00
57008 | - Malerial ukur bantu {kayy, cat pylox, lall, dilj 32 b ikal x Rp. 2.000,000 £4.000,000,00
Srou7 - Service & kallbrasi aial L 2 kot 4kai x Rp. 1.000.000 B,000.000,00
\\W{W “
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. . Formullr; PRD D1-8
&KP {5\ (3 [T wASKITA - RIMBA - MARINDA, KSO 2o
FHANMITE T

ANGGARAN PELAKSANAAN PROYEK
PERSIAPAN DAN PENYELESAIAN
NAMA PROYEK : PEMBAHGUNAN JALAN TOL BALIKPAPAN - SAMARIRDA
HO. AB : 84 30 10K09
JADUAL PROYEK 1 20 sd. 210813
NO. | KQBE
URUT|BEBAN URALAN BEBAN ANALISA BEBAN SUB TOTAL TOTAL
[ 2 3 [ [ s
8 5BOO Laboratorium . . 280.000.000,00
58001 - Tasl porkarasan (aspal) - 32 bin Gkai x Rp. 4.500.000 0,00
58002 - Testbaton 32 bin 1%ai x Rp 4.500.000 144.000,000,00
56003 | - Testufsl 32 bin Okali x Rp. 4500000 0.00
58004 = Tesl Umbunan . 32 bin 1hai x Rp. 4,500,000 144.000.000,00
% | 5801 | Pamellharaan Hasll Kerja {selama & bulan} 48.770.000,00
Parbalkan Pekerjaan
5901 Sewa axcavalor - 1,00 x 600 jam x Rp. L] 0,00
5001 | Sewa Dump Truck 100 x 800jam X Rp 0 0,00
5801 | Sawa molor grader 1.00 x e jam x Rp. 0 4,00
5901 | Sewa vibro roder 100 x 800 Jam x Rp. 1} 0,00
5901 Truck tank alr 100 x 800 jam x Rp. 1} 0,00
5901 | Pompadlr . 1.00 x 800 jam x Rp. 0 0,00
Blaye Operasianal
5801 Sawa kanloc + masg 1,00 x Hbn x Rp 1} 0.00
5901 | Rekaning listik + ielpon 1.00 x 6bin x Rp. [1] . .00
5001 Pamb. Alat lulia, blaya [atocopy, ol 100 x &bn x Rp 0 0,00
5001 Edaya perjeianen dinas 200 x &6bln x Rp 0 0,00
5801 Sewa kend. roda 4 (minibug) 100 x 6bin x Rp 6.000.000 35.000.000,00
5801 BE8M + sarvice kand. roda 4 {minlbus) 100 x 8ba x Rp 2025.000 12.150.000,00
5501 Sewa sspeda molor 200 x 6bin x Rp. 0 0,00
5601 | B8M + service sepeda molor 1,00 x 6bin x Rp 270,000 1.620.000,00
5501 | Gajli karyewan (Pelaksanat Toknik) 100 x 6bln x Rp 1] 000
5801 Gajj keamanan 200 x Bbin x Rp 0 0,00
5801 Makan karyewan I x 6bn x Rp ] 0,00
5801 Blaya koordinasl, donasl kemasyarakatan 100 x 6bin x Rp 1] 0,00
10( 5902 73K dan KILM 320.000.000,00
58021 - Blaya K3LM (Pengobalan, dii} 32 bin Thali x Rp. 10,000,000 320.000.000,00
S9022 - Rambu-rambu 0 bin Okai x Rp. o 0.00
6.074.304.123 80
Catatan :
Lirglan beben datas diassualiopn
knsbauduhan dahgan memparhallan
pangkodesn baban.
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[ Formuir: PRO 013

KA1, WASKITA - RIMBA - MARINDA, KSO )
wamnra S5
- ANGGARAN PELAKSANAAN PROYEK
BEBAN ADMINISTRASI PROYEK
MAMA PROYEK . PEMBANGUNAN JALAN TOL BALIKPAPAN - SAMARINDA
NO. AB + B4 3D 10 K09
JADUAL PROYEK ; 30M2M0 ad, 21/08/13
NO. | KODE :
URUT | BEBAN URAIAN BEBAN ANALISA BERAN SUB TOTAL TOTAL
1 2 3 4 5 8
8 6800 | Parjalanan Dinas 2.407.800.000,00
48001 - PMADPM 3 X 230 kali X 2.500.000 247.500.000,00 E
88002 - Managar 8 X 170 kali x 2.00.000 234.800.000,00
88003 B PalaI?ana. Slall, Survey 33 X 17,0 kali x 2.300.000 1.2990.300.000,00
8800G - PHL dan honhorer 18 x 11,0 kali X 2300.000 455,400.000,00
88007 «  Kunjungan kerja dad Pusal / Dlvis| 6 X 6,0 kali X 5,000,000 160.000.000,00
] 6800 | Biaya Dokumentasl ) 192.850.000,00
60001 - Calsk foto 50 X 38 bin % +.500 2,850.000,00
89002 = Alum falo 12 x 10 sal x 250.000 30.000.000.00
69003 - Fim dokumentasl / animasi 1 x 1Ls x 30.000.000 30.000,000.00
60004 - Folo Udera 1 x 1Ls % 50.000.000 50.000.000,00
69005 - Makat 0 x 1Ls x 35.000.000 - -
69008 - Shop drewing & As bul drawing 1 x 2Ls x 40.000.000 80,000.000,00
10 €901 | Asurans) lenaga keila 340.224.124,87
89011 - Aswansl lanaga keifa {Astek) 410 % X 40224124070 340.224.124,87
1" 6902 Akamodasl 3.500.219.000,00
Masa konstruks!
69021 ~ Blaya makan karyawan 160 X 33 bin R 600.000 3,188.000.000,00
69022 - Blaya makan lambur 18 X 33 b X 210.000 126.818.000.00
89023 = Air minum, gula, kopd, dil. 1 x 33 bin x 2.500.000 B82.500.000,00
Masa Pemeliharaan
69021 - Blays makan karyawan k) X & bin X 600.000 108.000,000,00
68022 - Blaya makan lambur o X 6 bin x 210.000 -
85023 =  Alr minum, gua, kopt, dil. 1 X B bin S 2.500.000 16.000,000,00
12 6004 Pajak Bgerah / pediinan 3.160.212.818,84
o8041 - Donasl kemasyarakelan 1 X 33 bin X 5.000,000 165.000.000,00
G042 = Rastliusl Pajak T o1 X 240.224.124 870 2.381.560.874,70
€043 - Koordinator Kaamanan Seiempat 1 x 36 bln x £.000.000 216.000.000.00
68044 - Ratribusl Gakan C 1anah 500 Rp x 712827 388.313.250,00
48045 - Relibusl Galian C batv & paslr 1500 Rp X 3088 4.831.484,02
8e046 - Ratnbusl Gallan € sktu 1000 Rp X 68.899 6.699.000,00
13 €805 Blaya talndain 1,326,000.000,00
65051 - Tranesport & lembur Direksl / Pengawas | 10 x 33 bin x 2,000,000 660,000.000,00
69052 = Transport & lembur Konsullan Pongawal 10 X 33 bin x 1.200.000 396.000.000,00
89053 - Honor MK 5 X 27 bin x 2.000.000 270.000.000,00
10.963.325.649,28
Coatatan:
Urafan baban dinias disetusdan
&n_;u.n
pengkocisan baban.
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Formulir : PRD 01-10

] WASKITA - RIMBA - MARINDA, KSO S I

WASNITA

ANGGARAN PELAKSANAAN PROYEK
BEBAN PEMASARAN

NAMA PROYEK : PEMBANGUNAN JALAN TOL BALIKPAPAN - SAMARINDA
NO. AB : B43D 10 KO8
JADUAL PROYEK : 301210  s.d.21/08M13
NO. | KODE :
URUT |BEBAN URAJAN BEBAN ANALISA BEBAN 508 TOTAL TOTAL
1 2 T3 ' ] 5 6

7000 | BEBAN PEMASARAN

1 7100 Pengurusan Proyek 1.000,000.000,00
71001 - Termmin : 1,00 x 33 kali x 20.000.000 660.000.000,00
71002 - Konfrak 1,00 x 1 kali x 25.000.000 25.000.000,00
71003 - Uang Muka 1,00 x 2 kali x 15.000.000 30.000.000.00
71004 - Retensi 1,00 x 1 kali x 10.000.000 10.000.000,00
71005 - Vanation Order / Addendum Konlrak| 1,00 % 5 kall x 25000.000 125.000.000,00
710086 - Blaya PHO & FHO 1,00 % 2 kali x 75.000.000 150.000.000,00

2 7200 | Pengembangan Perusahaan 0,00 x 340.224.124.970 0,00 0,00

0.00

3 7300 Conlingencies X 0,00 0,00

1.000.000.000,00

Catatan :

Uralan baban diatas disesualkan
kebuluhan dangan memperhalikan
pengkodaan baben.

—
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CAQ [ waskiia -gima - MAmNDA KS0

Formullr: PRD #1.11

W [“w-\{ £ " Edlsl : 4
WASMIY.O =
ANGGARAN PELAKSANAAN PROYEK
BEBAN BANK
NAMA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL BAL[KPAPAN SAMARINDA
NO. AB ; B43D10KDE
JADUAL PROYEK 1210 sd. 297N .
NO. | KODE '
URUT |BEBAN URAIAN BEBAN ANALISA BEBAN SuB TOTAL TOTAL
1 2 3 4 5 3
[ 3
8000 BEBAN BANK
1 8100 Provis| Jaminan Penawaran 19.726.300,00
81001 | Provisl Jaminan Penawaran/ tendefbond |- 075% x - 3,50% x . 0,25 x 300.590.809.091 19.726.300,00
2 B200 Provisl Jaminan Pelaksanaan 1.884.108.500,00
82001 Provisl Jaminan Pelaksanaan 5,00% x 225% x J00 x 374.248.537.000 1.263.082.100,00
82002 | Provisi Jaminan Add Weklu Pelaksanaan 500% x  2.25% x 1,00 x 374.246.537.000 421.027.400,00
3 8300 Provisi Jaminan Uang Muka 1.796.383.300,00
63004 Provisi Jaminan Uang Muka 20,00% x  0,60% x 300 x 374.246.537.000 1.347.287.500,00
83002 Provist Jaminan Uang Muka Add '20,00% x 0,60% x 1,00 x 374.248.537.000 449.055.800,00
4 8400 Provisl Jaminan Pemebharaan 112.274.000,00
84001 Provisl Jaminan Pemeliharaan 5,00% x 0,80% x 1,00 x 3I74.246.537.000 112.274.000,00
5 8500 Bunga bank 32.000.000.,00
85001 Bunga bank / BF 7
25002 Biaya adminlslrasl bank 100 x 3200 x 1.000.000 32.000.000,00
a 8600 Blaya Akunlan Pubilk 37£.000.000,00
86001 Blaya Akunlan Pubiik 3,00 th x 1.00 x 125.000.000 375.000.000,00
4.019.493.100,00
Catatan :
Uralan beben di plas gleesualkan
dangen
pargkodean baban.
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SRR,

PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI PROYEK

AENCANA ANGGARAN BIAYA PROYEK
PROYEK JEN. TOL { BEBAS HAMBATAN f FREEWAY PAKET Il
SAMBOIA - PALARAN |
’ WASKITA - HIMBA - MARINDA K5O
ko Jenls Pekerfaan Volume Sat. Harga Satuan Jumnlah Keterangan
| PERSIAPAN ' -
44 Dlseks keet Owner / Xonsultan / Team Proyek
{1 _Sewa Tenah Lakus! Olreksi Keat f Pagar 3000 M2 [ Thn [ Rp _30,000,000.00 | Rp 120,000,000.00
11 Direks) keot Untuk Owner & Kensultan ) 75 M2 | R 2,750,000.00 | Rp 208,250.000.00
11 She Offica KSO - 75 M2 | R _2,750,000.00 | Rp 206,250,000.00
34 Mess Kapyavan 72 M2 _[Rp _2,000,00000 | & 144,000,000.00
15 Blaya Kontrak 1 ls |Rp 25,000,000.00 | Ap 25,000,000.00
“1§  Sawa Mest untuk Gwrer 3 The _JRp  25,000,000.00 | Rp __ 75,000,000.00
{1 _Bisya Perslapan Kantor di Jin.Gemelan Sebelum Bicekst ket jadl 1 s Jnrp 30,000,000.00 | R 30,000,000.00
18 Xamar Msndi % Tollet & unit 30 M2 |Rp _2,000,00000 | Rp _&0,000,000.00
39 Water Tower & Sumur 2 Ly Ap 25,000,000.0G | Rp _50,000,000.00
410 Minurnan Ksnter a0 Bin Rp _1.000,000.00 |Rp- 44,000,000.00 A
i Konsumsl Mess 40 gn_ | Rp _18,600,000.00 | Rp 744,000,000.00
41 Papun Nama Proyek 1 Ls Rp __10,000,000.00 ; Rp _10,000,000.00 |
98 Blays Sefamatan Proysk j 7 1 s _|Rp 15,000,000.00 | #p 15,000,000.00
| Sub TotalA [ 1,725,500,000.00
1V PERLENGKAPAN DIREVS! KEET & MESS
;-1 AC Kantor Owner 1 PX 2 Ut fRp 5.000,000.00 | Rp 10,000,000.00 | LG Plasma / Setera.
] Acku:E Repat Kantos Ownar 2 PK 1 unk IAp 7,500,000.00 | Rp 7.500,000.00 | 1G Plasma / Setara |
_! . ACRuang Konsultan 1P ] 2 Uslt | Rp _5,000,000.00 | Rp 10,000,000.00 | LG Plasma / Setars
JU ACRuang RapatkKSO2PK__° 3. Unkk | Ap __7.500,000.00 | Rp . - 7 LG Fisstoa / Setara
45 ACRuanganXSD1PK ' 2 Unit tRp _ 5,000,000.00 | R _10,000,000.00 | LG Plasma / Setara
46 ACUntukMess3f2PK 8 Unt |Rp - 400000000 | Ap 32,000,000.00 | LG Plasma / Setara
{1 _» pan Mess | Ternpat tidur, xuurrm 16 | og |R _2,500,000.00 | Rp 4000000000 ]|
48" Perlengimpan Dapur Direial Keet 1 Sat | Rp _5,000,000.00 | Rp _5,000,000.00
39 Perlengiapan Dagur Kantor KSO 1 set | Rp __5000,00000 | Rp " 5,000,000.00
:)Eo Penalatan D:Eur Mest temnasuk mgi! mhn dan kursi maja mahn i sat [Rp °~  10,000,000.00 | Rp _10,000,000.00 |
i Sub Yotel 8 - 137,000,000.00
t  MEIA DAN XURS! :
Iy Meakorap ~ - : 1 Unk |Rp ~  3,000,00000{&p 3.000,000.00
12_" Mejs St Pengawas Owner 3 Unit | Rp 200000000 [Rp ~___ £,000,000.00
3 Meja TeamiLeader konsultan - Usit | R 3,000,000.00 | Rp ___3.000,000.00
4 _MejaStaf Pengawns Konsultan - 5 Unit 1,500,000.00 ng ] 7.500,000.00
-{5_"Me]a Profect Manager & eru'u [ Unit | Rp _3,000,000.00 | Rp . 12,000,000.00
6 Muja kurfa Staf kSO 6 Unit | Rp _1,500,000.00 | Rp- 9,000,000.00
Iz MeaR :Ovmerak ltln]d\lms] 2 Unit' I Rp $.000,000.00 | R 10,0400,
iu' tXs$0 ] 2 Unk Fl![._l 5,000,000.00 | Rp 10,000,000.00
® Kurﬂh worla i 1 tnit_| & 2,000,00000 | 2,000,000.00
10 Kurst kerla Staf Cromar 3 Uaolt [ap- 1,500,000.00 | Rp _ 4,500,000.00
[ Tebm Lesder Kot - 2 Unk - | Rp __2,500,000.00 | & X .00
12 KursiKed Pangavas Konsultan .5 Unit (& _1,500,000.00 | Rp __7,500,000.00
- Surs] kai et &m ] Unit 1,000,00000 | Rp . 5,000,00¢.00
4 Kursl kedjs Saf KSO 6 Unt IRp 1,500,000.00 f fip - __9,000,000.00
15 Kuril Rapat Ownér &Konsul‘nn Cl‘\iloa 12 Unlt [ Rp aopoooo [Rp 3,600,000.00 | Chitas
16__Kunyi Rapat kSO { Chites } 12 Unit | Rp 300,000.00 | Rp ' _3,600,000.00 | Chitos
7 Kursi Tarmu i 2 Set [Rg 500000000 R _10,000,000.00
Sub Torai € Rp 113,700,000.00 |
D ALMARI R
1 Almar Kantor Pengawas Owner 1 Unit_ I Rp 3,000,000.00 | Rp _3,000,000.00
2 Almar Kentor Konsulan 1 Unit JBp 3,000.000.00 _3,000,000.00
1 Alrmar] Xantar K50 F] unit 1 Rp- 3,000,000.00 | #p -5,000,000.00
i Al Arslp XSO 4 k[ & 750,000.00 | Rp 3,000,000.00
§  Brankast Lintuk Kantor KSO 1 unit IR ~ 7.500,00000 | R 7,500,000.00
Sub Yotol D 2 000,00
e — R ———— T S |
7l
L
s
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RENCANA ANGGARAN BIAYA PROYEK
PROYEK JLN, TOL / BEBAS HAMBATAN / FREEWAY PAKET 11
SAMBOIA - PALARAN |
WASKITA - RIMBA - MARINDA K50
| £ [PERLENGKAPAN KANTOR -
1 yComp PCXSO 6 Unlt | Rp 5,000,000.00 | Rp 30,000,000.00 Jintsl Core 2 Duo
2 |laptop 4 Unit |Rp 5,00000000 | Hp  32,000.000.00 | Toshiba Cor i3
3 _|PC/ Printer A3 Qwner 1 St |Rp 12,500,000,00 | B 12,500,000.00 { Cannon
4 |Printer A3 X50 1 Unit | R 4,000,000.00 | Bp_ 4,000,000.00 | Cannon IX 5000
| 5 |PrdnterAd ] a Unit_ | rp 1,500,000.00 | Rp 12,000,000.00 | Cannon
6 |Masin Photo copy 1 Set | Rp 40,000,000.00 | Rp 40,000,000.00 | Cannon
7__|LCD TV 37 Untuk KSO & Owmer 2 ah | #Ap ,000,000.00 | Rp 16,000,000.00 ng
8 |infocus Untuk Presentas] F Unlt | Rp 8,000,000.00 | R, 8,000,000.00
9 |Kilias Owrver & KSO 2 Unit_ | Rp 2,500.000.00 | Rp 5,000,000.00 | LG
10_|Whits Board Owner &G0 2 unit | Ap 2,000,000.00 | Rp A,000,000,00
11 _|Pemelharsan Peralatan Xantor 40 Bin_ 1A 1,000,000.00 | Rp 4D,000,000.00
12 DkgenpzrunmhxnnmrmKumu!undanPengawu 3 unlt | Ap 2,000,000,00 | Rp 6,000,000.,00
‘ Sub Totol E lap 203,500,000.00
_ F__|KENDARAAN OPERASIONAL .

1 [Kendarasn{ #iobil Double Cabin | 1 Unt JRp . 3%0,000,000.00 | Rp 350,000,000.00 | Mitsubliht Strada
{2 |Mobil Owner{ lnhova T 1 unit 18 250, .00 | Ap 250,000,000.00 | Toyata Kijang innova
3_ [Kendiraan Opersionat PM { Double Cabln ) 1 untt |8 350,000,000.00 § Rp 350,000,000.00 | Mitsublshi Strads
1.4 endlrunggg_sl Marager KSDM { tnnovas ) 1 Unlt |Rp 250,000.000.00 § Rp 250,000,000-00 | Toyota Kjang innava
LS |Kendsrasn or Teknlk [Admn{_lnnmj 1 Unkt | Rp 250,000,000.00 | Rp 250,000,000.00 | Tayara Kjang Innova
4 _8_|sapeds Motor{Trall}) 1 Untt [Rp 30,000,000.00 | Rp 30,000,000.00 | Kawasskd
7 Gemet!ﬂtvl(sam] 1 Unit | Ap 125,000,000.00 | A 125,000,000.00 | Curraing

il 8 |Rentslnobll - 3 8n jRp 5240,000.00 | #p 18,720,000.00
{_9_ |Rental maoblt Oouble Cabin ) ] Blo (Rp ~_ 15,000,000.00 ! rn;,\ £7,000,000.00
4 20 i Baloee { DEM ) Kendanmar 40 Bin_ | Rp 6.750,000.00 | Rp 270,000,000.00
11 mnmdg@mjl’elumﬂsml [ [ 2,500,000.00 { Rp’ 100,000,000.00 1
132 {suutada hhdlrun 40 aln_ Rp -~ 250050000 ) Rp 100,000,000.00 .
13 [Pajak Kend: 3 Thn | Rp 12,500,000.00 | Rp 37,500,000.00
Sub Totof F i fg_ 2,184,225000.00
G__|ALAT TULIS KANTOR
1 AN Utk K5 I By | Rp - 5,672,500.00 | Rp 276,900,0(41.00
2_|ATK Untuk Owsier / Konsultan 0 [ 8 (& 3,371.502.,00 | Rp 134,860,000.00
3 ya Foto Copy Ad 60000 | thr | Rp. 200.00 | Rp 12,000,000.00
A__)alays Foto Copy A3 35000] Lbr | Rp 750,00 | Rp 11,250 000.00
5 _|Pembellan Map Snohecier avg 8h_ fhp 30,000.00 | Bp 9,000,000.00
6 _ |Map Bantex urituk Dolunven teknik Adkan, dan XSDM 0 bn_ | Ap 840.000.00 | AP 13,200,000.00
7 [Materal 30600 W (R £,000.00 | R 18,000,000.00
8 |Kakulator 10 bh__|Rp 1,500,000.00 | Rp 15,000,000.00
SubTotalG “In 000.00
H noxumamsx
1 hxannnmsacunnonsm 1 Uit | Rp 7.000,000.00 | Rp 7,000,000.00 | Cannan 5000
2 [Handy Cam ° 1 Unit !Ap 800062000 | Rp_ - £,000,000.00 | Cannon
3_|cetakFoto - 3000] 1br JRp 150000 )Rp ~ — 4.500,000.00
4__jAibirh Dokuméntast 2 Bh - IRp - 1.000000.00 | Rp 32,000,000.00
Sub Total G - 5 000.00
Totall ' Hp 4,503,130,000.00
] uTwauAuaumum
A feank
1 _|erovigl Iarvinan Pelaksanasn 3 Thn JRp = 42102735413 |Rp 1,263,
2 Prwhlhnﬂm*u_n! 3 Thn |[Rp 436,520,458.10 | Rp 1,459,561,494.30
1 3 |Provisi tarninen Pemellharaan 1 Thn_ ke 121,630.124.53 | Ap 121630,124.53
1 4_|Btays Aluntan Publik_ 3 Thn_[Rp 100,000,000.00 | Rg 200,000,000,00
5_ |Anurans CAR 1 s _|Rrp $81,369.80550 |Rp 56135980550
Sub Total A j ) Rp 370554348570
B _|PAIAK
1 _|Restitusi Pajak 7 %__|Rp 2041344749220 | & 1,428,941,224.87
2 _|famsostek 1 s |Rp sm,gzuzu? Rp 340,224,124.97
: . sgrqmn - 1,763,165,44
}
i
| QQ 77"/
j
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RENCANA ANGGARAN BIAYA PROYEK
PROYEK ILN. TOL / REBAS HAMBATAN / FREEWAY PAKET N
i ot ‘ SAMBOUA - PALARAN |
. WASKITA - RIMBA - MARINDA K5O

]
& |usum
£
i Jediog Rate dan Gjf Saf
‘ll Gaji Project Mansger { Ranglap Jabatan 50% | 40 Bln Rp 25,000,000.00 | Rp 500,000,000.00
2 |Ga]l Manager Teknik - 40 Bin_| Rp 15,000,000.00 | Rp 600,000,000.00
13 _|Gall Mansgar Penyonll & Xsuangan 40 Bin | Rp 15,000,000.00 | _“E £00,000,000.00
& _|Gsil Manager Adkor 40 Bin_{Rp :5oooxoouno Rp 600,000,000.00
|5 |Guji statxeuangan (3 Orang } ) Bin_| Rp 1500000000 [Rp __ £00.000,000.00
. |6_|Gajl Sakratars 40 Bln_ | Rp 4,000,000.00 | Rp —_160,000,000.00
7 | ca]l staf Teknik 40 [Tl T %,000,000.00 | Rp __200,000,000.00
(8 _lGa] Stat Adkon 40 aln | & S000000.00 | Rp 200.000,000.00
9 _|Gall Satpam { 4 Oran 40 Bln__} Rp _5,000,000,00 | Rp 240,600,000.00
10 |Ga]} Oftce Boy {2 Orang ) a0 Bin | Rp 3,000,000.00 | R 120,000,000.00
11 |Gafi Csver {5 Omng] a0 Bln__|Rp - 10,000,000.00 | Ap 400,000,000.00
112 | gg,nhm tu Mess KSO [ 2 Ovang ) 4 8ln__|Rp _2,000,000.00 | Rp 80,000,000.60
13 pantu Mess Ownar { 2 Orang ) 40 Bln_ |Rp ° 2000,000.00 | Ap ___£0,000,000.00
14 Pm OI'IKI wan 17 1 s i 80,000,000.00 | Rp 80,000,000.00
115 40 bin_| Ap 16,000,600.00 | R £40,000,000.00
16 f 40. | Blin |Ap _ 18,000,000.00 | Rp -720,000,600.00
17 |Honor Koondiretor Pengawas ka ngan _ 40 gin_{Rp  _ "2,500,000.00 | Rp" - 100,000,000.00
i 4 o Iap _ - 250000000 |Rp  100,000,000.00-
19 _|Lembur Koordinator Pei msl-tnmleadet 40 Bin_ lRp -4,000,000.00 | Rp 360,000,000.00
. 36 Bin_[Rp  10,000,000.00 | Ap’ " 360,000,000.00
3 Thn |Rp. 16125000000 [ Rp ~ - 483,750,000.00
NPWP 1 is _|Rp 200,000,000.00 | kp 200,000,000.00
23 _|Blaya Notarls uintuk Pengesshan K5O 1 15 _Jh 25,000,000.00 |Rp 25,000,000.00
{24 HNotarls PemBubsmn K50 1 1S |Rp 25,000,600,00 . 25,000,000.00
125 [l neyn Tarmin 20 Wil |Rp - 16,000,000.00 320,000,000.00
‘{26 _amuan Tamu 40 8n_ |Rp 10,000,000.00 | Ap 400,000,000.00
1 27 |Dohasi f Kontingéncls 40 Bin IR 5,000,000.00 | R 100,000,000.00
428 [ol jmbungan Listrlk - 1 | s [r 500,000,000.00 | R 500,000,000.00
{29 |Baptw Ustrik j 4n Bn | R —4,000.00000 | R 16,000,000.00
< 30 [Blays Parfalsnan Oiras 3 Tha |Rp . 76,000000.00 | K 226,000,000.00
NIED Rzpat BOD & KM 3 Thn | R 20,000,000.00 | Rp £0,000,000.00
21 32" |Bhiya RapatTeam k 3 Tha | Rp 18,000.000.00 | Rp 54,000,000.00
=] 33 gy_a_l’___e_ngi__pannmu -3 Thn [Rp 75,000,000.00 | Rp 225,000,000.00
- 54 |Bsju Dinas 120 sel | Rp 300,000.00 | & 36,000,000.00
135 |Sepatu Safe ) = | R 500,000.00 | Rp 30,000,000.00 | Kicken / Setara
| 35 ]sataty Halm 200 Bh _|Rp 150,000.00 | R - 50,000,000.00
37 atw Lspangan Untuk Tamu 40 set | R 300,000.00 | R _12,000,000.00
1{ 38 [PonhtanSatpam ~_ - a Thn | Ry 5,000,000.00 | Rp . 15,000,000.00
; Sub Totol ¢ i Rp ___ 2,543,750,000.00
i - - : ‘ a 2
= | ALATKOBMUNIKAS .
|1 _|Btaya Peiyambungan Tele| 1 s |Rp 5,000,000.00 | Ap 25,000,000.00
2 Ralenic Te i \ 40 8in |Rp 3,750,000.00 { Rp 150,000,000.00
3. inggantian Putsa untuk PM & 40 Bin | &p _3,250,000.00 | Rp - 131,000,£00.00
|4 _|Bantusn Prlss Untik Stef KSO | 16 Oral [T Bn [A _2400000001Rp __ $6,000,000.00
[ enggantfan Pulss Driver & 08 7 ] 0 Bla fAp 700,000.00 | Rp 28,000,000.00
LB F . 2 sk fRp 500000000 [ Rp 10,000,000.00
s+ 7 [TorrMeslafax - - - K unk | R _4,000,000.00 | Rp -24,000,000.00
B EE Alst Komunias fiast { HT) 5 gh | ®p 1,750,000.00 | Rp 8,750,000.00 {°
e pmwmt . 2 Unit |Rp _ 10,000,000.00 | R 20,000,000.00
s Sub Total D [ 491.750,000.00
} Total Iy i Rp _ 15510,302,936.54
: 2 20,413,438 936.54
o IDIRECT COST j : ) 19 * 340,224,124,970.00 ]
K - : - ___Totaln . - fp - -
- __Tom d - 20,413 438 936.59
1 Pembutatan Rp___20,413,000,000.00
: R . - -
Semptinds, fanvaz 2031
. " Mengetahul Ditert oleh
. Komlte Mansjamen Manager KSOM
: - W’}n T !
: o ]
g / —_%.\J |
| Bambang Prayitna Arl Suyamto Bangunw
! -
i
! Dluudui
: (58t ©
; erja Sama Oppfak !
: ~
' A - y
i MHA_ - RIMBA - M
l .
i Ir.Herwldlakto,0, Tech _H.idham Kusna Rahmat
i '
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__[(Rp.]:
I'EIISIAPAN
__|Direks} keat Cwmer / Konsultan / Team Proyek
" |Sewa Tanah Lokas! Direksi Keet / Pagar 3000 M2 Thn 1.00 30,000,000 30,000,000
| Direkes keet Untuk Qwner & Konsuftan M2 1.00 _2,750,000 2,750,000
Site Office KSO M2 1.00 2,750,000 __ 2,750,000
Mess n M2 1.00 2,000,600 . 2,000,000
. Kontrak Ls 1.00 25,000,000 25,000,000
. |Sewa Mess untuk Owner Tha 1.00 25,000,000 25,060,000
|Btaya Persiapan Kantor di Jin.Gamelan Sebetum Direks! keet jad| Ls 1.00 30,000,000 30,000,000
Kamar Mandl & Tollet - M2 1.00 2,000,000 2,000,600
Water Tower & Sumur [ 1.00 25,000,000 25,000,000
Minuman Kantor Ein 1.00 1,000,000 1,000,000
Unit 1.00 18,500,000 _ 18,600,000
. Ls 1.00 10,000,000 10,000,000
] Ls 1.00 15,000,000 15,000,000
v Fi
5 R PERLENGmm DmEKSI KEET & MESS
E T |ACKantor Owner 1PK Unit 1.60 5,000,000 5,000,000
58] - [AC Ruzng Rapat Kantor Owner 2 PIC Unit 1.00 7,500, 7,500,000
SN 1AC Rimng Konsiftan 1PK ~ Unit 1.00 5,000,000 5,000,000
; g AC Ruang Rapat KSO 2 PK - Unit 1.00 7,500,000 7,500,000
s xso 1PK_ “Untt 1.00 5,000,000 5,000,000
g S AC Mess 12 PX Unit 1.00 4,000,000 4,000,000
7 Mkapgn Mess ( Tempat Hdur, Kasur Lﬂ) Org 1.00 00,000 2,500,000
_|Perlengiaypan Dapur Direks] Keet Set 1.00 5,000,000 5,000,000
9 Kanlor K80 - © Set 1,000 _ 5,000,000 5,000,000
" _|Peralatan Dapur Mess termasuk meja makan dan kurs! mefa ma Set 1.00 10,000,000 10,000,000
MEJA DAN KURST
Meja Kodap Unit 1.00 ~ 3,000,000 3,000,000
Meja Staf Owner Undt 1,00 2,000,000 2,008,000
Mafa Team leader sader konsuftan Unit 1.00 3,000,000 3,000,000
Meja Staf Pengavas Konsultan Unit 1.00 _1,500,600 _ 1,500,060
" [Mefa Project Ma & Manager Unit 1.00 3,000,000 3,000,000
Staf KSO | Uit 1.00 ___ 1,500,000 1,500,000
- MLpatowner& tan { Chitos ) Unit 1.00 _5,000,300 5,000,060
" |Meja Rapat ¥50 Unit 1.00 5,000,000 5,000,000
Kursl Unit 1.00 2,000,000 2,000,000
Kursl Staf Owaler Unlt 1,00 1,500,000 1,500,000
__|Kurst ip & Team Leader Koru.dlan uUnit 1.00 2,500,000 _ 2,500,000
Kuirs) Kesfa Staf M’.\s Konsuﬂm Unit 1.00 1,500,000 1,500,000
_{Kims} “Unit 1,00 _2,006,000 _ 2,000,000
JRurst kefa surxso Unit 1.00 1,500,000 1,500,600
|Kursi Rapat Owner & Konsultan ( Cites Unit 1.00 300,000 _300,000
Kursl t KSO { Chitas ) Unlk 1.00 300,000 300,000
Me dun Kursl Tamu { Sofa ) Set 1.00 _5,000,000 __5,000,000
ALMART
_[Almar Kanin DOwner Unit 1.00 3,000,000 3,000,000 |
Amari Kantor Konsultan Unit 1.00 3,000,000 3,000,000
Almad Kentor K50 - Unit -1.00 3,000,000 3,000,000
" |Almar! Arsip KSO© Unlt 1.00 750,000 * 750,000
Brankas Untuk Kantor KSO Unit 1.00 7,500,000 7,500,000
PERLENGKAPAN KANTOR
PC K50 “Unit “1.00 5,000,
o i Unit - 1.00 8,00
__ |PC/ Printer A3 Owner ~ Set 1.00 12,500;
Printer A3 KSO Unit 00 __4,000,0
Printer A4 " Unit 10 1,500,000
Mesin Photo copy et *1.00 41,000,000
~ [LCD TV 37" Untuk K5O & Dwner &h 00 8,000,
Infoaus Untuk Présentasi - Unit 1.00 B/
" |Kudias Owmer 8. K5O Unit. 1.00 2,500,000
White Board Owner & KSO ] __Unit 1.00 . 2,000,000
Pemeltharaan Peralatan Kantor = g Bin : 1.00 1,000,000
Dispencer untuk kantor K50,Konsultan dan Pengawas unlt | 1.00 2,000,000
LT R P
Tesis PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI PROYEK l ki -

PEMBANGUNAN JALAN TOL / FREEWAY PAKET 2 SAMBOJA
— PALARAN 1 KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 01/KSO/WRM/XII/2010




ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

PEMBANGUNAN JALAN TOL / FREEWAY PAKET 2 SAMBOJA
— PALARAN 1 KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 01/KSO/WRM/XI1/2010

e imersmms ]
1 ¥a'er DLSA Cannon 5000 Unit 106 | 7,000,000 | 7,000,000 |
2 Handy Cam unit 1.00 _ 8,000,000 8,000,000
3 |Cetak Foto Lbr 1.00 1,500 1,500
4 |Album Dokumentast Bh 1.00 1,000,000 - 1,000,000
- [ i
(' .« [31_|eANK, PAIAK & UMUM ]
* [T A [BARK
> 1__|Pravisi Jominan Pelaksanaan Tt Ty 1355% 18,712,326,85 431,027,354
2 __|Provis Jaminan Uang Mula 3thn thn 0.65% 74,849,307,400 486,520,498
3 |Provisi Jaminan Pemeltharaan | thn . thn 0.65% 18,712,326 B50 121,630,125
4__|Biaya Akuntan Publik 3 thn thn 1.00 100,000,000 100,000,000
5 _|Asuransi CAR . ik “tha 1.00 . 561,369,808 561,369,606 |.
B _|PAJAK
[~ .
1 __|Restius Pajak Is .00 20,413,847,458 70,413,347,498
Rinclan ; -
-Jumiah Restitusi 60 % x Nfal kontrak Nett s Rp 1.00 204,134,474,982 204,134,474,982
Nilal Kontrak Rp_ 340,223,124,970 A
Restitusl % £0.00
- PPN 10 % % Rp 204,134,474,982 % 10.00 204,134,474,962 20,413,447,498
; ' ‘ __Jumlah’ 20,413,447,498 |
2 |Jamsostek s 0.10% | 340,224,124,970 340,274,135
C_ -lunumM
Billing Rote :
1 ___|Gafl Project Manager { Ranglap Jabatan 50% ) - Org 1.60] 25,000,000 25,000,000
Gajl Manager Teknlk Org 1.00 15,000,000 15,000,000
Gafi Manager Parsondl & Keuzngan Org 1.00 15,000,000 _15,000,000
. |Sa Manager Adkon og 1.00 15,000,000 15,000,000
Lembur PM & Managa 3 org org_ 4.00 4,000,000 16,000,000
A8 LernhurSlaf arg 6.00 3,000,000 18,000,000
N7 . -
il Gafl Staf & Karyawan .
N1 |eisa Kearygan (3 Orang ) o 3.00 5,000,000 15,000,000
¥ 472 |Gaf Sekretaps Org 1.00 4,000,000 4,000,000
) GaE Staf Telnik _ oy 1.00 5,000,000 5,000,000
¢ W 4 |GaySwfAdkon Om_ 1.00 5,000,000 5,000,000
%5 _|Gaji Satpam (4 Orang) Org 4,00 1,500,000 6,000,000
§ 6 |Gap Office Boy @2 Orang) Oy 2.00 1,500,000 3,000,000
J 7 _|Gafi Oriver {5 Orang ) __ - 5.00 2,000,000 10,000,000
¥ 8 |PembantiMess K50 Org 2.00 1,000,000 2,000,000
9 zPemmeeBONner(ZOnagﬂ Org _ 2.00 1,000,000 2,000,000
10 __|Pesangon Karyawan ls 1.00 80,000,000 80,000,000
11 _|Honor Koardinator Pen ésjpanm' h [ 1.00 2,500, 2,500,000
12 _|Hohor Team Leader IR, O 1.00 2,500,000 2,500,000
3 |Koordanator Keamanan t - 8in 1.00 10,000,000 10,060,000
4 |Lembur Koordinator Pengawas & Team leader i 200 2,000,000 4,000,000
1S {Tunjengan har Reya T ~ T 1.00 161,250,000 161,250,000
Rindan: - — -
Project Manager Org 1.00 18,750,000 18,750,000
Manager __Omg 3.00 22,500,000 67,500,000
Staf Telnik Oy .00 7,500,000 7,500,000
SwfAdon O 1.00 7,500,000 7,500,000
Stof Kewangan . _Org 3.00 7,500,000 22,500,000
Seigetarts Org 1.00 6,000,000 6,000,000
i |sstpam Org 4.00 2,250,000 *9,000,000
Driver Oy 4.00 3,000,000 12,000,
Gffice Boy “Org 2.00 2,250,000
Pembanty Mess Org 4.00 _ 1,500,000
; ) ‘ Jumlah
: C -
" W
- H--'l
RN
R
y .
Tesis PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI PROYEK LINNA NINDYAHWATI



Ay

16 Biays Pembubaran K50 / Penutupan NFWP Ls 1.00 200,900,000 200,000,000
17 Blaya Notarls untuk Pengesahan KSO LS 1.00 25,000,000 25,000,000
18 Blaya Notaris Pembubaran K50 LS 1.00 25,000,000 25,000,000
19 Blaya Pengurusan Temin kall 1.00 16,000,000 16,000,000
|20 Jamnuan Tamu Bin 1.00 10,000,000 _ 10,000,000
. 21 Donast / Kontingencis Bin 1.00 $,000,600 5,000,000
L EE Penyarmbungan Listr is 1.60 500,000,000 500,000,000
: Blaya Rekening Listrik Aln 1.00 4,060,000 4,000,000
i 24 Blaya Perjalanan Dinas Thn 100 76,000,600 76,000,000
.25 _ Blaya Rapat BOD & KM Thn 1.00 20,000,000 20,000,000
{26 _ Biaya Rapat Team Proyek Tha 100 18,000,000 18,000,000
27 Blag Penginapan Tamu Thn 1.00 75,000,000 75,000,000
) Balu Dinias stel 1.00 300,000 300,000
1 29 Sapatu Safy set 1.00 500,000 S04, 00D
s 30+ Safety Helm Bh 1.00 150,000 150,000
3 Sepatu Lapangan Untuk Tamu . ) set 1.00 300,000 300,000
32 Perakatan Satpam Thn 1.00 5,000,000 5,000,000
il D ALAT KOMUNTKAST
Penyambimgan Telepon Ls 1.04 25,000,000 25,600,000 |
2 _ Biaya Rekening Telepan _ " Bin .60 3,750,000 3,750,000
3 Bl P antian Pulsa untuk PM & Manager Bin 100 . 3,250,000 3,250,000
Rincian : :
| PojectManager - Org 1.00 1,000,000 000,000
Manager Teknfk Oy 1.00 750,000 750,000
Manager Adkort Org 1.00 750,000 750,000
.__Manager Personalla & Kevangan’ Org 1.00 750,000 750,000
' . Jumiah 3,250,000
— 4 Bantuan Pulsa Untvk SBF KSO ( 16 Orang) B 1.00 2,400,000 2,400,000
Jumizh Staf om 16.00
Pulsa ) ) 150,000
5 Biaya Penggerdan Pulsa Driver & OB ( 7 Orang ) 8ln 1.00 700,000 100,000
~ Jumiah Driver 0 5.00
Jwmiah GB Org 2.00
_Pulsa Rp 100,000
6 " Mesin Faxdmile Unit 1.00 5,000,000 __5,000,000
7 Toner Mesin Fax bh 1.00 _ 4,000,000 4,000,000
B___Alat Komunbiasl (HT ) Unit 1.00 1,750,000 1,750,600
9 PesavatRight Unit 1.00 10,000,000 16,000,000
Samarinda, Janvad 2011
Dibuat oleh
Manager

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga . _

[

Tesis PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI PROYEK

NGESAHKAN
ESUAL DENGAN ASLINYA

LINNA NINDYAHWATI

PEMBANGUNAN JALAN TOL / FREEWAY PAKET 2 SAMBOJA

— PALARAN.1-KALIMANTAN-THIR-NOMOR = OTKSOMVRIIXIIZOTY 77+ 5

T



	gdlhub-gdl-s2-2015-nindyahwat-34683-1.cover
	gdlhub-gdl-s2-2015-nindyahwat-34683-2.lemba-n
	gdlhub-gdl-s2-2015-nindyahwat-34683-3.perny-t
	gdlhub-gdl-s2-2015-nindyahwat-34683-4.ringk-n
	gdlhub-gdl-s2-2015-nindyahwat-34683-6.abstr-t
	gdlhub-gdl-s2-2015-nindyahwat-34683-7.kata-r
	gdlhub-gdl-s2-2015-nindyahwat-34683-8.ucapa-h
	gdlhub-gdl-s2-2015-nindyahwat-34683-9.dafta-i
	gdlhub-gdl-s2-2015-nindyahwat-34683-10.bab-n
	gdlhub-gdl-s2-2015-nindyahwat-34683-11.bab-i
	gdlhub-gdl-s2-2015-nindyahwat-34683-12.bab-i
	gdlhub-gdl-s2-2015-nindyahwat-34683-14.daft-n
	gdlhub-gdl-s2-2015-nindyahwat-34683-15.lamp-n



